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BULETIN POS DAN TELEKOMUNIKASI 


Puji syukur kami panjatkan kehadiratTuhan Yudhistira Nugraha and Cahyana 
Yang Maha Esa, karena dengan karuniaNya Alunadjayadi 
penerbitan Buletin Pos dan Telekomunikasi Dalam tulisan ''The Innovative CIO : A 
tahun 2010 volume ke 8 (delapan) nomor 2 New Era of CIO Supporting The De­
(dua) ini dapat terlaksana dengan bail<. 

velopment of ICT Strategic Planning".
Buletin Pas dan Telekomunikasi diterbitkan 

Tulisan ini menjelaskan bahwa faktor-faktor 
oleh PusatPenelitian dan PengembanganPos 

terciptanya iklim yang inovatif dalam
dan Telekomunikasi, bertujuan untuk 

organisasi dengan membentuk CIO yang
memasyarakatkan hasil penelitianjkajianj 

inovatif. Faktor iklim kerja dan budaya
telaahanyangdilaksanakantenaga fungsional 

organisasi merupakan unsur yang penting, 
peneliti, pemerhati pas dan telekomunikasi, 

selain memiliki visi, dukungan dan jaringan 
pengelola dan penyelenggara pos dan 

juga sikap dan perilaku. 
telekomunikasi. Selain itu juga untuk 

Sri Ariyanti meningkatkankinerja dalamrangka memacu 
upaya peningkatan kuantitas dan kualitas Dalam tulisan "Studi Pemanfaatan Fasilitas 
penelitiandi lingkungan Pusat Penelitian dan Universal Services Obligation (USO) Di 
Pengembangan Pos dan Telekomunikasi. Purwakarta - Jawa Barat ". Tulisan ini 
Dalam terbitan volume yang ke 8 (delapan) menjelaskan pembangunan fasilitas usa, 
nomor 2 (dua) ini, Buletin Pos dan khususnya di daerah Purwakarta-Jawa Barat 
Telekomunikasi memuat 6 (enam) tulisan, kurang dimanfaatkanmasyarakat mengingat 
masing- masing oleh : sudah memiliki telepon seluler dan 
Sri Wahyuningsih penempatan fasilitas usa kurang strategis. 
Dalam tulisan "Strategi Penyelenggaraan Yourdan 
Pos Melalui Pengembangan Kemitraan". Dalam tuHsan "Konvergensi Teknologi
Tulisan ini menjelaskan perubahan Informasi dan Komunikasi (TIK)
lingkungan strategis penyelenggaraan pos Keterkaitannya Dengan Hukum Positif". 
antara lain dihapusnya hak eksklusivitas Tulisan ini menjelaskan aspek hukum yang
bagi PT. Pos Indonesia, otonomi daerah, terkait dengan kebijaksanaan usaha penyiaran 
perubahan preferensi konsumen dan dan bisnis telekomunikasi, multimedia yang 
perkembangan teknologi informasi, maka mudah berinteraksi denganlingkungan sosial 
diperlukan model kemitraan usaha. serta perubahan teknologi informasi. 
Marhum Djauhari AzwarAziz 
Dalam tulisan "Optimalisasi Layanan Dalam tulisan "Perkembangan Teknologi 
Telepon Perdesaan". Tulisan ini menjelas­ Informasi Dalam Meningkatkan Kinerja 
kan bahwa perkembangan teknologi Pada Instansi Pemerintah". Tulisan ini 
komunikasi dan informasi yang demikian menjelaskan teknologi informasi sebagai 
pesat mendorong suatu perubahan langkah awal program digitalisasi 
organisasi. Salah satunya adalah administrasi pemerintah, dengan teknologi 
reorganisasi BTIP-BLU selaku pelaksana informasi diharapkan dapatmengoptimalkan 
penyelenggara layanan telepon perdesaan tugas pakok dan fungsi instansi pemerintah. 
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STRATEGI PENYELENGGARAAN POS MELALUI 

PENGEMBANGAN KEMITRAAN 


Sri Wahyuningsih 

ABSTRACT 

Implementation ofstrategic environmental changes such as abolition ofthe post exclu­
sivity rights for PT.Pos Indonesia, regional autonomy, changes in consumer preferences 
and developments in information technology requires an increase in the quantity and 
quality of service. This study discusses the need for partnerships with the purpose of 
administering the partnership model as astrategy to get the postal administration through 
developing partnerships. Through literature review and secondary data and based on 
UU No.38 / 2009 article 4 states (1) The Post conducted by a business entity under 
Indonesian law, (2) The business referred to in paragraph (1) consists ofa. BUMN; b. 
BUMD; c. BUMS and d. Koperasi partnership model is obtained with the use ofalterna­
tive network ofstate-owned enterprises. 

Keyword: Partnership, Postal Operator 

ABSTRAK 

Perubahan lingkungan strategis penyelenggaraan pos antara lain 
dihapusnya hak eksklusivitas bagi PT.Pos Indonesia, otonomi daerah, 
perubahan preferensi konsumen serta perkembangan teknologi infbrmasi 
menuntut adanya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Kajian ini 
membahas perlunya kemitraan penyelenggara dengan tujuan mendapatkan 
model kemitraan sebagai strategi penyelenggaraan pos melalui 
pengembangan kemitraan. Melalui kajian literatur dan data sekunder serta 
berdasarkan Undang-undang no.38 tahun 2009 pasal 4 menyatakan 
(1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan 
hukum Indonesia; (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas a.badan usaha milik negara; b.badan usaha milik daerah; 
c.badan usaha milik swasta dan d. Koperasi didapat alternative model 
kemitraan dengan pemanfaatan jaringan badan usaha milik negara. 

Kata-kata Kunci : Kemitraan, Penyelenggaraan Pos 
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PENDAHULUAN 

.Latar Belakang 

Perubahan lingkungan strategis 
penyelenggaraan pos antara lain 
dihapusnya hak eksklusivitas bagi 
PT.Pos Indonesia, otonomi daerah, 
perubahan preferensi konsumen serta 
perkembangan teknologi informasi, 
sehingga penyelenggara pos dituntut 
untuk melakukan perubahan 
paradigma agar loyalitas pengguna 
layanan pos dapat dipertahankan. 
Dalam ketentuan umum Undang­
undang nomor 38 tahun 2009 tentang 
Pos , yang dimaksud dengan pos 
adalah layanan komunikasi tertulis 
dan/ atau surat elektronik, layanan 
paket, layanan logistik, layanan 
transaksi keuangan dan layanan 
keagenan pos untuk kepentingan 
umum.sedangkan yang dimaksud 
dengan jasa layanan pos adalah jasa 
pengiriman yang sangat dihargai oleh 
pengguna jasa apabila pengiriman 
sampai dengan tepat waktu. 

Terbentuknya Otonomi Daerah, 
pertumbuhan ekonomi serta era 
perdagangan bebas, akan banyak 
berpengaruh terhadap jasa kiriman 
untuk barang maupun uang. Otonomi 
daerah akan membentuk pusat 
industri, lingkungan bisnis maupun 
pola hidup masyarakat dalam 
berkomunikasi untuk individu 
maupun organisasi yang akan 

berpengaruh terhadap lalu lintas 
surat, dokumen maupun barang. 
Sedangkan era perdagangan bebas 
akan berpengaruh terhadap industri 
pos, karena beroperasinya perusa­
haan jasa pos luar negeri yang bebas 
masuk ke dalam negeri dan menim­
bulkan persaingan ketat diantara 
penyelenggara pos. 

Pertumbuhan penyelenggara pos 
tidak dapat sepenuhnya diketahui 
jumlahnya, karena penyelenggara 
swasta yang terdaftar sebagai 
anggota asosiasi saat ini berjumlah 
500 penyelenggara pemegang ijin 
penyelenggaraan pos atau sekitar 
2000 cabang perusahaan yang tersebar 
di 27 propinsP Kemungkinan banyak 
perusahaan kurir yang tidak terdaftar 
sebagai anggota asosiasi dan indikasi 
adanya travel atau perusahaan trans­
portasi yang menerima pengiriman 
paket serta city courier yang mengan­
tarkan surat atau dokumen di dalam 
kota tidak berijin tumbuh pesat. 
Kondisi ini tidak terlepas dari 
permintaan konsumen yang membu­
tuhkan jaminan ketepatan waktu dan 
sampainya kiriman ke alamat yang 
dituju. Dengan demikian untuk 
mempertahankan loyalitas pengguna, 
maka penyeleng-gara pos harus peka 
terhadap perubahan eksternal serta 
mampu menyesuaikan dengan perkem­
bangan global dan salah satunya 
dengan melakukan kemitraan. 

1 http://www.asperindo.or.id/abtus.html. maret 2010 
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Status penyelenggara pas sebagai 
badan usaha milik negara maupun 
swasta sebenarnya tidak mempe­
ngaruhi preferensi konsumen 
pengguna jasa pos. Pada kondisi 
persaingan bebas, pengguna jasa 
dapat memilih akan mengirimkan 
barangnya melalui penyelenggara 
pas yang dikehendakinya, dengan 
kata lain loyalitas pengguna jasa 
layanan pos akan dipengaruhi aleh 
kualitas layanannya. Kepemilikan 
jaringan penyelenggara pos swasta 
banyak di kota-kota besar dan 
potensial karena pembangunan sarana 
yang tidak dianggap menguntungkan 
tentunya akan menjadi beban 
pembiayaan, sedangkan ketentuan 
perundang-undangan tidak mengha­
ruskan setiap penyelenggara harus 
memiliki jaringan di seluruh wilayah 
Indonesia. 

Permasalahan 

Perkembangan teknologi komunikasi 
mempengaruhi pola komunikasi 
individu maupun komunitas serta 
arganisasi, ini dapat dicermati dari 
produksi surat terus mengalami 
penurunan, seperti ditulis oleh KPPU 
berdasarkan sumber UPU (2004), 
porsi lalu lintas pengiriman surat/ 
dokumen antar organisasi/ 
perusahaan sekitar 25 % - 35% dari to­
tal pengirimam surat/ dokumen, 
sedangkan antar perusahaan/ 
arganisasi ke individu diperkirakan 
45% - 60% dad total pengiriman surat 
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dan lalu hntas dari individu ke 
organisasi/perusahaan. Dengan kata 
lain pada waktu yang akan datang 
lalu Hntas dokumen akan lebih 
didominasi oleh perusahaan, industri 
atau korporat. Sedangkan aturan tidak 
membatasi pengguna layanan artinya 
pengguna bebas memilih mau 
menggunakan penyelenggara dalam 
negeri maupun asing. Kondisi ini 
menuntut adanya kerjasarna dalam 
bentuk kemitraan agar dapat 
memaksimalkan produksi pos 
melalui pemberian layanan yang 
diamanatkan dalam Undang-undang 
No.38 tahun 2009 tentang Pos dan 
untuk menghadapi pesaing-pesaing 
asing. 

Berdasarkan latar belakang dan 
permasalahan tersebut, maka yang 
jadi permasalahan dalam kajian ini 
adalah ;"Bagaimana Strategi memasuki 
pasar global dengan mengembangkan 
kemitraan" 

Tujuan dan Manfaat 

Tujuan kajian ini untuk mendapatkan 
model strategi penyelenggaraan pos 
melalui pengembangan kernitraan. 

Manfaat teoritis. 

Apabila model kemitraan dapat 
ditemukan, dapat dikembangkan 
sebagai model bisnis antar penye­
lenggara pos dengan melakukankerja 
sarna kernitraan, untuk meningkatkan 
kualitas dan kuantitas layanan pas. 

3 
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Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kajian bidang Pos dan 
Telekomunikasi, khususnya di bidang 
kebijakan penyelenggaraan pos. 

Pengertian-pengertian 

1. 	 Pos adalah layanan komunikasi 
tertulis danlatau surat elektronik, 
layanan paket, layanan logistik, 
layanan transaksi keuangan, dan 
layanan keagenan pos untuk 
kepentingan umum. 

2. 	 Penyelenggaraan Pos adalah 
keseluruhan kegiatan pengelolaan 
dan penatausahaan layanan pos. 

3. 	 Jaringan Pos adalah rangkaian titik 
layanan yang terintegrasi baik fisik 
maupun nonfisik dalam cakupan 
wilayah layanan tertentu dalam 
penyelenggaraan pos. 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Undang-undang no.38 tahun 2009 
tentang Pos pada pasal4 menyatakan 
(1) Penyelenggaraan Pos dilakukan 
oleh badan usaha yang berbadan 
hukum Indonesia; (2) Badan usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: (a) badan usaha milik 
negara; (b) badan usaha milik daerah; 
(c) badan usaha milik swasta dan (d) 
koperasi. 

Mencermati isi undang-undang 
tersebut, dapat diartikan penye­
lenggara pos adalah pemerintah dan 
swasta. Namun dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pos, dapat dimung­
kinkan kemitraan antara penyeleng­
gara pos dan bukan penyelenggara 
pos namun melakukan transaksi jasa 
pos atau dapat dikategorikan sebagai 
agen pos. 

Konsep Kemitraan 

Salah satu asas dari penyelenggaraan 
pos yang tertuang dalam UU No.38 
tahun 2009 adalah asas kemitraan 
yaitu pos diselenggarakan melalui 
kerjasama antara para Penyelenggara 
Pos, baik mela1ui interkoneksi dengan 
Penyelenggara Pos dalam negeri 
maupun kerjasama dengan pihak 
asing dan kerja sama dengan 
pengirim maupun penerima. 

Kemitraan dikatakan berhasil apabila 
masing-masing mitra merasakan ada 
nilai tambah atau "value-added" dari 
hasil kerjasamanya. Kerjasama tiga 
unsur utama tersebut dapat digam­
barkan sebagai segitiga kemitraan 
dengan mengadopsi Seroice Marketing 
Triangle (Segitiga PemasaranJasa) dari 
Parasuraman (1996), hubungan 
kemitraan BUMN, BUMD, BUMS dan 
Koperasi dapat digambarkan dalam 
Gambar1. 

Pada Gambar 1 dapat dijelaskan 
sebagai keterkaitan antara penye­
lenggara pos badan usaha milik 
negara dalam hal ini PT Pos Indone­
sia, badan usaha milik daerah, 
Koperasi dengan Penyelenggara 
Swasta misalnya Perusahaan Jasa 
Titipan/Perjastip dan Agen Pos. 
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BUMN Penyelenggara
Pendukung BUMN 

---...... pos masih ada fungsipeningkatan kuaJ itas 
dan kuantitas 
layanan pos. 

Meningkatkan 
kuantitas dan 
produktifitas 
layanan pos. 

~ 

Pemerintah danjaringan 
mendukung kuat 

Perjastip, dan Koperasi 
Swastaterus berkembang 

dalam produk dan kuaIitas 
dan mengembangkan 

jaringan 

t 
BUMS, 

Agen Pos ~ ~ BUMD,Koperasi 

Gambar 1. Segitiga Keljasama 

Hubungan antara penyelenggara pos 
tidak dapat dipisahkan dari tekno­
logi, karena pada industri pos saat ini, 
teknologi sudah menjadi pendukung 
utama. Pemanfaatan teknologi sudah 
banyak menggantikan kegiatan 
manual, peningkatan kinerja dan 
proses dalam layanan jasa pos. 

Agen pos dalam Gambar 1 merupakan 
perusahaan swasta, namun bukan 
perusahaan dengan ijin menyeleng­
garakan layanan pos atau bukan 
perusahaan jasa layanan titipan 
(Perjastip), namun dimungkinkan 
menjual jasa layanan pos. Sehingga 
dalam gambar tersebut dalam kotak 
tersendiri. 

Value-added harus dapat dirasakan 
oleh penyelenggara yang ingin 
melakukan kerjasama. Berkaitan 

dengan pemberlakuan Undang­
Undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, 
industri pos saat ini sudah memasuki 
era persaingan bebas, dimana masing­
masing penyelenggara termasuk 
PT Pos Indonesia orientasi sudah 
arah bisnis, sehingga apapun bentuk 
kerjasama, yang paling utama 
menghasilkan peningkatan layanan 
dan keuntungan. Misalnya bagi 
PT Pos Indonesia, kerjasama kemi­
traan dapat meningkatkan kualitas 
dan kuantitas layanan dengan 
memberdayakan potensi yang 
sekarang dimiliki, yaitu sarana atau 
jaringan yang sampai ke pelosok 
ataupun mengembangkan lagi 
dengan membuka agen pos sebagai 
counter PT.Pos Indonesia pada 
perusahaan bukan perusahaan jasa 
titipan. Bagi penyelenggara swasta 

BUletin 
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akan bermanfaat jika dapat mening­
katkan profit, menambah jaringan, 
meningkatkan kuantitas produk, 
kualitas serta jasanya. Agen pos 
dimaksudkan perusahaan bukan 
penyelenggara pos, namun dapat 
menerima layanan jasa pos, sebagai 
mitra penyelenggara pos badan usaha 
mi1ik negara maupun perusahaan jasa 
titipan , dapat menciptakan lapangan 
kerja, mendapatkan pengalaman 
bidang pos sehingga merupakan 
pembelajaran bagi masyarakat akan 
jasa pos. Menurut Eko Indrajid (2006) 
kunci sukses kemitraan antara lain 
kepercayaan dan kesungguhan untuk 
yang bermitra. 

Kemitraan dalam pos dalam 
penjelasan undang-undang no.38 
tahun 2009 tentang pos tersebut 
adalah pos diselenggarakan melalui 
kerjasama antara para Penyelenggara 
Pos, baik melalui interkoneksi dengan 
Penyelenggara Pos dalam negeri 
maupun kerjasama dengan pihak 
asing, dan kerjasama dengan pengirim 
maupun penerima. Jadi pengembangan 
kemitraan dapat diartikan kerja sama 
dalam menyelenggarakan jasa 
layanan pos, untuk meningkatkan 
pangsa pasar, menambah jaringan, 
meningkatkan kualitas dan kuantitas 
layanan dengan tujuan meningkatkan 
profitabilitas perusahaan. 

Konsep Keunggulan Kompetitif 

Keunggulan kompetitif adalah segala 
sesuatu yang dapat dilakukan dengan 

jauh lebih baik oleh sebuah 
perusahaan bila dibandingkan dengan 
perusahaan-perusahaan saingan. 
Menurut Mudrajad Kuncoro, suatu 
perusahaan dikatakan memiliki 
keunggulan kompetitif ketika 
perusahaan tersebut mempunyai 
sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, 
melakukan sesuatu lebih baik dari 
perusahaan lain, atau mampu 
melakukan sesuatu yang tidak 
mampu dilakukan oleh perusahaan 
lain. Sesuatu yang dimiliki sebuah 
perusahaan tidak dimiliki perusahaan 
lain dan perusahaan lainnya sangat 
memerlukan, itu dikatakan sebagai 
keunggulan kompetitif. Misalnya 
PT Pos Indonesia mempunyai 
jaringan yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. 

Keunggulan kompetitif dapat mem­
pengaruhi strategi kemitraan yang 
akan dilakukan oleh masing-masing 
penyelenggara. Masing-masing penye­
lenggara akan memperhitungkan 
kelemahan dan kekuatan calon mitra 
usaha atau satu dengan yang lain 
akan mengukur keunggulan 
kompetitifnya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Studi 
Penjajakan, yaitu karena belum ada 
gambaran yang jelas mengenai 
masalah yang akan dihadapi dalam 
penelitiannya. Melalui penjajakan 
para peneliti mengembangkan 
konsep-konsep dengan lebih 
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jelas,menentukan prioritas.2 Bidang 
yang akan diteliti masih barn selringga 
peneliti perlu mengadakan penjajakan 
lebih dulu untuk mengetahui sedikit 
mengenai permasalahan yang 
dihadapi. Cara-cara penjajakan, 
dengan teknik kualitatif yang masih 
menggunakan dokumen dan referensi 
yang terkait dengan pos. 

Dalam kajian ini teknik penjajakan 
dengan analisa data sekunder, 
pertama dengan penelitian kepusta­
kaan. Data yang berasal dari sumber­
sumber sekunder dapat membantu 
untuk memutuskan apa yang hams 
dilakukan Kedua dalam banyak hal 
dapat dilakukan suatu pencarian data 
sekunder dari perpustakaan atau 
kantor, jurnal dengan memakai 
komputer dan jasa on line, internet. 
Kreatifitas diperlukan agar data yang 
didapatkan berdasar atas sumber­
sumber data sekunder memberikan 
latar belakang masalah yang sangat 
baik dan dapat memberikan 
pengarahan yang baik. Sumber data, 
sumber informasi internal dan sumber 
informasi eksternal. 

GAMBARANUMUM PENYELENG­
GARA POS SAAT INI 

Sesuai dengan Undang-undang No 38 
tahun 2009 tentang Pos, yang 
dimaksud dengan Penyelenggaraan 
Pos adalah keseluruhan kegiatan 
pengelolaan dan penatausahaan 
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layanan pos sedangkan 
penyelenggara pos adalah suatu 
badan usaha yang menyelenggarakan 
pos yang salah satu asas 
penyelenggaraanya berasaskan 
kemitraan. Sedangkan penyelenggara 
dapat berbentuk badan usaha milik 
negara atau PT.Pos Indonesia, badan 
usaha milik daerah, badan usaha 
milik swasta yang saat ini disebut 
perusahaan jasa titipan / perjastip dan 
koperasi. Sedangkan layanan yang 
dapat diselenggarakan sama yaitu 
layanan komunikasi tertulis dan / 
atau surat elektronik, layanan paket, 
layanan logistik, layanan transaksi 
keuangan dan layanan keagenan pos. 

Tabell 

Fasilitas Fisik Pelayanan (FFP) 


PT Pos Indonesia 

Status milik sendiri posisi tahun 2008 


No. Jenis FFP Jumlah 

1 
2 

Kprk (Kantor Pos Pemeriksa) 
KpcDk (Kantor Pos Cabang 
Dalam Kota) 

205 
420 

3 KpcLk (Kantor Poo Cabang 
Luar Kota) 

1827 

4 MPC (Mail Processing 
Center) 

7 

5 SGLK (Sentral Giro dan 
Layanan Keuangan) 

1 

6 Kantor Tukar Pos Udara 1 

7 Kantor Tukar Pos Laut 1 
8 Kantor Filateli 1 

9 MUPI (Museum Prangko 
Indonesia) 

1 

Jumlah 2464 
Sumber: PT.Poslndonesia, 2009 

2 Donald R Cooper dan C William Emory(1996),Metode PenelWan Bisnis, Ha1.126 
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Sumber: PT POS Indonesia,20l0 

Gambar 2. J aringan IT Pos Indonesia 

400 

o 
Medan Padang Palembang Jakarta Bandung Semarang Surabaya Denpasar Banjarbaru Makasar Jayapura 

Sumber: PT Pos Indonesia 

Gambar 3. Sebaran Jaringan PT Pos Indonesia 

IT Pos Indonesia (BUMN) 

Kekuatan terbesar dari PT.Pos Indo­
nesia adalah jumlah jaringan. 
Data menunjukan sampai tahun 
2008, jumlah jaringan PT Pos Indo­
nesia yang berujud Fasilitas Fisik 
Pelayanan (FFP) yang berstatus 
milik sendiri berjumlah 2464, lihat 
tabell. 

Sebelas wilayah usaha pos dapat 
dilihatpada Gambar 2 yang menggam­
barkan wilayah kerja, sedangkan 
sebaran jaringan dapat dilihat pada 
gambar3. 

Gambar 3 menggambarkan penyebaran 
jaringan IT Pos Indonesia di seluruh 
wilayah Indonesia, sebagai salah satu 
kekuatan penyelenggaraan pos. 

Bu,etin
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Inovasi pada jasa keuangan dengan 
menerima pembayaran rekening 
telepon, listrik, pajak dan angsuran 
pembiayaan melalui kredit serta 
reservasi kereta api lain-lain. 
Pelayanan surat korporat dilakukan 
dengan kerjasama sebagai salah satu 
terobosan menyikapi penurunan 
pengiriman surat individu. 

Perusahaan Jasa Titipan (Badan 
Usaha Milik Swasta) 

Perusahaan Jasa Titipan adalah 
perusahaan swasta yang bergerak di 
layanan pos. Data dari Asosiasi 
Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres 
Indonesia (Asperindo) sampai tahun 
2010 menunjukan jumlah Perusahaan 
Jasa Titipan (Swasta) sebanyak 954 
perusahaan sedangkan jumlah yang 
tidak menjadi anggota asosiasi belum 
terdeteksi. Perusahaan Anggota 
Asperindo terdiri dari tiga komparte­
men yaitu: 1) Kompartemen Intemasio­
nal yaitu perusahaan yang melayani 
pengiriman dan penerimaan barangl 
dokumen ke dan dari Luar Negeri, 2) 
Kompartemen Domestik yaitu perusa­
haan-perusahaan yang melayani 
pengiriman dan penerimaan barangl 
dokumen untuk seluruh wilayah In­
donesia. Kompartemen Intra Kota 
yaitu perusahaan-perusahaan yang 
melayani pengiriman dalam kotal 
City Courier. 

Salah satu contoh perusahaan yang 
masuk kompartemen Internasional 
adalah PT Tiki J alur Nugraha Ekakurir 
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yang berkantor pusat di JIn. Tomang 
Raya No.ll Jakarta Barat 11440. 
Perusahaan ini sudah banyak 
melakukan kerjasama dengan 
penyelenggara lain dalam bentuk 
bentuk kerjasama adalah dalam hal 
Delivery Agent Agreement dan Joint 
Sales & Marketing Agreement. Bidang 
yang dikerjasamakan dalam 
pengantaranlayanan Surat dan Paket 
serta Logistik. Perusahaan yang 
masuk kompartemen Domestik 
misalnya PT Prima Multi Cipta yang 
beralamat di Jln.Cikini I No.6 Jakarta 
dan PT Kerta Gaya Pusaka (KGP). 
Perusahaan-perusahaan ini juga 
sudah melakukan kerjasama dengan 
perusahaan lain namun, lebih banyak 
membuka cabang sampai pada kota 
tertentu selebihnya ada yang sudah 
melakukan kerjasama dengan PT.Pos 
Indonesia namun dalam pengiriman 
saja dan tidak dilakukan dengan 
melakukan perjanjian kerjasama. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Urgensi dilakukannya kemitraan 
dalam penyelenggaraan pos dise­
babkan antara lain kondisi saat ini 
sudah masuk ke arah pasar bebas. 
Potensi lalu lintas barang dan jasa 
akan meningkat seiring perkem­
bangan dan peningkatan perda­
gangan. Perubahan lingkungan dalam 
negeri dengan adanya pemekaran 
wilayah dan otonomi daerah memberi 
kontribusi perubahan lingkungan dan 
merupakan peluang berkembangnya 
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jasa pos. Menurut Ginanjar 
Kartasasmita (1996) kemitraan harus 
didasari hubungan antar pelaku yang 
bertumpu pada ikatan usaha yang 
saling menunjang dan saling 
menguntungkan, serta saling 
menghidupi berdasarkan asas 
kesetaraan dan kebersamaan. 

Model kerjasama Badan Usaha Milik 
Negara dan Swasta 

Topology kerjasama dapat dilakukan 
pada setiap tahapan layanan pos, 
yaitu dapat pada C (Collecting), 
Pemrosesan (Processing-P), Trans­
portasi (Transporting- T) maupun 
Pengantaran (Delivery - D). Pilihanpola 
kemitraan tergantung kesepakatan 
masing-masing penyelenggara, karena 
konsekuensi dari kemitraan meru­
pakan bagian dari kemitraan. Gambar 
4 menunjukan model kemitraan 
BUMN, BUMS,BUMD dan Koperasi 
serta Agen Pos. Pada gambar tersebut 
penyelenggara lain menggunakan 
jaringan pos untuk transporting dan 
delivery sampai ke penerima kiriman. 

Dalam kerangka ini, Badan Usaha 
Milik Negara sudah mempunyai 
kekuatan jaringan yang tersebar 
sampai ke pelosok termasuk daerah 
non komersil. Model Kerja sama 
antara BUMN dan Swasta atau antara 
PT.Pos Indonesia dan Perjastip dapat 
dilakukan dengan mengedepankan 
keunggulan kompetitif masing­
masing atau komplementer diantara 
perusahaan tersebut. Beberapa hal 

yang perlu dicermati agar peluang 
untuk diberlakukannya kerjasama 
antara dua bentuk perusahaan 
tersebut dapat dilaksanakan, 
maka: 

1. 	 PT Pos Indonesia harus merubah 
paradigma, mulai sekarang 
merupakan perusahaan yang 
berorientasi bisnis atau profit. 

2. 	 Target peningkatan kualitas 
layanan harus dibangun berda­
sarkan kesamaan tujuan dan 
persepsi sehingga hasilnya saling 
menguntungkan; 

3. 	 Tarn harus ada kesepakatan. 

4. 	 Kebijaksanaan kerjasamanya harus 
akuntabel; 

5. 	 Masyarakat tidak dirugikan, 
karena masyarakat adalah 
pengguna yang merasakan hasil 
layanannya. Masyarakat adalah 
pelanggan yang harus dijaga 
loyalitasnya dengan memberikan 
layanan prima. 

Dengan memperhatikan hubungan 
kemitraan dalam Segitiga Kerjasama 
BUMN,BUMD,BUMS dan Koperasi 
pada gambar 1, dapat beberapa 
topologi kemitraan, namun apabila 
mendasarkan pada kekuatan jaringan 
PT.Pos Indonesia yang berjumlah 
3.736 kantor yang tersebar di seluruh 
Indonesia (gambar 2 dan 3), maka 
pola kemitraan dapat digambarkan 
sebagai berikut (gambar 4) 
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Gambar 4. Pola Kemitraan antar Penyelenggara Pos. 

Jaringan BUMN 

a. 	 Menambah jaringan. 

Hal ini terutama bagi perjastip 
yang masuk dalam kompartemen 
domestik, karena sebagian besar 
perusahaan ini hanya memiliki 
jaringan di kota-kota besar dan 
wilayah potensial. Dengan mela­
kukan kemitraan memungkinkan 
menerima permintaan dari 
pengguna ke seluruh wilayah. 

b. 	 Memperluas jangkauan layanan 

Kemitraan dengan memanfaatkan 
jaringan PT Pos Indonesia, secara 
langsung akan melebarkan 
jangkauan layanan yang semula 
tidak dapat dilayani. 

Agen Pos yang bukan penyelenggara 
pos, dapat merupakan counter dari 
penyelenggara lainnya, sehingga 
hanya melakukan collecting saja, pro­
cessing dilanjutkan sampai ke deliv­
ery oleh penyelenggara pos lain. 
Keberadaan BUMD dan Koperasi 
merupakan ketentuan baru dalam 
undang-undang, sehingga saat ini 
belum dapat didata, apakah sudah 
ada badan hukum berbentuk BUMD 
maupun Koperasi yang sudah 
menyelenggarakan pos. 

Keuntungan dari model ini antara 
lain: 

1. 	 Keuntungan pola kemitraan bagi 
Penyelenggara Swasta jPerjastip: 
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c. 	 Meningkatkan kuantitas layanan. 

Peningkatan kuantitas sejalan 
dengan terbukanya kesempatan, 
peluang melayani jasa layanan 
dengan jangkauan lebih luas. 

2. 	 Keuntungan penerapan pola 
kemitraan bagi Penyelenggara Pos 
BUMN IPT.Pos Indonesia: 

a. 	 Pemamaatan Jaringan PT.Pos 
Indonesia 

Jaringan PT Pos Indonesia 
tersebar di seluruh Indonesia 
yang terletak di tingkat 
perkotaan sampai pedesaan 
dan daerah terpencit dapat 
dimanfaatkan oleh penye­
lenggara pos lainnya. 

b. 	 Meningkatkan kuantitas 
layanan pos 

Kemitraan akan menambah 
kapasitas layanan yang 
terhimpun dad agen pos 
maupun dad penyelenggara 
swasta lainnya. Proses 
selanjutnya untuk transpor-tasi 
dan delivery oleh PT Pos Indo­
nesia, tentunya akan 
menambah pendapatan bagi 
perusahaan 

Kelemahan model kemitraan antar 
penyelenggara pos : 

1. 	 Jenis layanan antara swasta dan 
PT.Pos Indonesia sarnpai saat ini 
berbeda karakteristik. 

2. 	 Pengenaan tarif swasta dan PT.Pos 
Indonesia tidak sarna. 

3. 	 Strategi pemasaran masing-masing 
berbeda. 

Kelemahan tersebut sebenarnya 
terletak pada belum adanya kesamaan 
pola bisnis antara PT.Pos Indonesia 
dan Perjastip, sehingga kemitraan 
dapat terlaksana dengan adanya 
kesepakatan bersama yang terukur. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil kajian strategi penyeleng­
garaan pos melalui pengembangan 
kemitraan dapat disimpulkan bahwa: 

1. 	 Kemitraan antar penyelenggara 
pos dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan jaringan dari PT 
Pos Indonesia yang sudah 
memiliki jaringan di seluruh 
wilayah Indonesia. 

2. 	 Kemitraan dapat dilakukan pada 
setiap tahapan penyelenggaraan 
layanan pos, sesuai dengan 
kepentingan masing-masing 
penyelenggara. 

3. 	 Strategi kemitraan dapat mening­
katkan produktivitas, kuantitas 
masing-masing penyelenggara 
dan membuka peluang penye1eng­
garaan pos diselenggarakan oleh 
BUMD dan Kopersai di wilayah 
masing-masing. 
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Irnplikasi 

Terbukanya peluang BUMD dan 
Koperasi diatur dalam Undang­
undang No.38 tahun 2009 tentang Pos 
akan membuka peluang bisnis pos. 
Terutama dengan adanya otonomi 
daerah yang punya kewenangan 
peningkatan pendapatan daerah. 
Otonomi Daerah akan sangat 
berpengaruh tumbuh kembangnya 
jasa kiriman apabila BUMD dan 
Koperasi sudah difungsikan dalam 
kemitraan penyelenggaraan pos. 
Dengan kewenangan daerah mening­
katkan perekonomian daerah dengan 
produk unggulan masing-rnasing, 
akan memerlukan jasa pengiriman 
untuk barang ataupun komunikasi 
bisnis dalam bentuk dokumen yang 
tidak dapat digantikan dengan sarana 
telokomunikasLBadan Usaha Milik 
Daerah maupun Koperasi dapat 
menjadi collecting di wilayah masing­
masing yang kernudian jasa pengi­
riman dapat dilakukan mitra. Apabila 
kemitraan ini dapat dilakukan, dampak 
positipnya diantaranya adalah: 

1. 	 Akan menggali potensi dan 
peningkatan produksi asH daerah. 

Kesiapan BUMD dan Koperasi di 
daerah setempat untuk menya­
lurkan produk dapat menjadi 
pemicu semangat upaya mening­
katkan produksi di daerah. 

2. 	 Membantu kelancaran distribusi 
yang berdampak meningkatkan 
perekonomian daerah. 

Bu,efin
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BUMD dan Koperasi yang menjadi 
penyelenggara pos di wilayah 
masing-masing, lebih tahu 
keperluan dari pengguna layanan 
pos yang memerlukan distributor. 
Dengan penyelenggara yang 
dilindungi undang-undang akan 
meyakinkan masyarakat peng­
guna tentang keselamatan barang 
atau produk yang akan dikirim / 
didistribusikan ke wilayah lain. 
Mobilitas yang lancar tentunya 
akan meningkatkan pendapatan 
masyarakat karena sirkulasi 
permodalan yang terus berputar. 
Irnpactnya bagi daerah tentunya 
penambahan income pada pajak 
sebagai pendapatan asli daerah. 

3. 	 Membuka peluang usaha sehingga 
akan menyerap tenaga kerja di 
wilayah setempat. 

Sirkulasi produksi, perdagangan 
melalui transportasi yang terma­
suk dalam penyelenggaraan pos, 
menyerap tenaga kerja sebagai 
dampak diperlukannya tenaga 
kerja untuk produksi, tenaga kerja 
untuk pegawai koperasi dan 
BUMD yang menyelenggarakan 
pos begitu saling terkait satu sarna 
lain. 

4. 	 Meningkatkan pendapatan daerah 

Peningkatan pendapatan daerah 
secara otomatis akan didapat 
sejalan dengan peningkatan pere­
konomian masyarakat seternpat. 
Pendapatan didapatkan dari 
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retribusi yang dikenakan pada 
setiap usaha yang berijin, sesuai 
ketentuan wilayah masing­
masing. 

Saran. 

Kesinambungan kemitraan antara 
penyelenggara pos yang terdiri dari 
PT.Pos Indonesia (BUMN), Perjastip 
(BUMS), BUMD dan Koperasi akan 
dapat dilakukan dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 

1. 	 Peluang penyelanggaraan pos 
oleh BUMD dan Koperasi perlu 
disosialisasikan. Dalam hal ini 
fungsi Pemerintah melalui 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika lebih tepat, karena 
dalam struktur kelembagaan, pos 
merupakan bagian Kementerian 
Komunikasi dan Inforrnatika. 

2. 	 Proses penyelenggaraan pos 
melibatkan berbagai institusi, 
antara lain Kementerian Perhu­
bungan untuk ijin trayek, Bea 
Cukai, Departemen Dalam Negeri, 
Departemen Perdagangan, Depar­
temen Perindustrian. Sehingga 
perlu dilakukan koordinasi antar 
kementerian, terutama berkaitan 
dengan kewajiban penyelenggara 
pos yang mempunyai konsekwensi 
logis. 

3. 	 Sesuai ketentuan Undang-undang 
no.38 tahun 2009 tentang Pos, 
bahwa Penyelenggaraan Pos 

dilakukan oleh badan usaha yang 
berbadan hukum, maka perlu ada 
penegakan hukum bagi penye­
lenggara layanan pos yang tidak 
mempunyai ijin. Hal ini menjaga 
persaingan sehat dalam bisnis 
layanan pos. 
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OPTIMALISASI LAYANAN TELEPON PERDESAAN 

Marhum Djauhari 

ABSTRACT 

Information and communication technology developments that have pushed so rapidly 
in the strategic role ofinformation as capitalfor development. To encourage the strategic 
role we need a strong organization as a principal/executive development providers 
access to communications and Information Technology, so efforts to accelerate the mod­
ernization process tawards the realization of a knawledge-based society (knawledge-based­
society) will be achieved. One ofthe support to meet these targets required to optimize the 
rural telephone service as ameans ofcommunication and information for rural commu­
nities, so that the information gap between urban and rural areas can be reduced. This 
paper uses the method of SWOT analysis is helpful to identify the factors strengths, 
weaknesses, opportunities and threats contained in the Public Service Board (BTIP­
BLU). From the results ofthis paper is knawn that areorganization is neededfor BTIP­
BLU as aregulator implementing rural telephone service providers, the level ofthe ech­
elon II level III considering the scope ofwork is very broad covering all areas ofIndonesia. 
From this organizational change is expected to be more optimal pelasanaan/ implemen­
tation ofthe rural telephone. 

Keywords: Optimization, Services, Rural telephone. 

ABSTRAK 

Perkembangan Teknologi komunikasi dan Informatika yang demikian pesat 
telah mendorong peran stra tegis informasi sebagai modal dasar pembangunan. 
Untuk mendorong peran strategis tersebut diperlukan suatu organisasi yang 
kuat sebagai pelakujpelaksana penyelenggara pembangunan akses 
komunikasi dan Informatika, sehingga upaya untuk mempercepat proses 
modernisasi menuju terwujudnya masyarakat berbasis ilmu pengetahuan 
(knowledge-based-society) akan tercapai. Salah satu penunjang untuk 
memenuhi sasaran tersebut diperlukan mengoptimalkan layanan telepon 
perdesaan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat 
perdesaan, sehingga kesenjangan informasi antara perkotaan dan perdesaan 
dapat diperkecil. Tulisan ini menggunakan methode analis SWOT sangat 
membantu untuk menemukenali faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman yang terdapat pada Badan Layanan Umum (BTIP-BLU). Dari 
hasil tulisan ini diketahui bahwa diperlukan suatu reorganisasi 
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bagi BTIP-BLU selaku pengatur pelaksana penyelenggara layanan telepon 
perdesaan, dari tingkat eselon III menjadi eselon II mengingat ruang lingkup 
pekerjaan yang sangat luas meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dari 
perubahan organisasi ini diharapkan akan semakin optimalnya pelasanaan/ 
penyelenggaraan telepon perdesaan. 

Kata-kata Kunci : Optimalisasi, layanan, telepon perdesaan. 

PENDAHULUAN 

Era globalisasi dan liberalisasi 
ditandai dengan perkembangan 
teknologi informasi komunikasi (TIK) 
yang berubah dengan cepat eli setiap 
elemen masyarakat akan mendorong 
penciptaan sejumlah kebutuhan pada 
pemerintah, dunia usaha dan 
kehidupan masyarakat setiap hari. 
Hal lUI membuat pengambil 
keputusan untuk mencari teknologi 
yang dapat menyediakan solusi dan 
mendorong perubahan yang 
diharapkan pada tingkat lokal, 
nasional dan global dengan cara-cara 
yang inovatif. 

Indonesia menempatkan telekomu­
nikasi dalam posisi penting dan 
strategis dalam berbagai aspek 
ekonomi, politik, so sial dan budaya. 
Perkembangan tersebut juga telah 
mendorong negara-negara di duma 
untuk meningkatkan pemanfaatan 
teknologi komunikasi dan infor­
matika dalam upaya mempercepat 
proses modernisasi menuju terwu­
judnya masyarakat informasi (informa­
tion society), dan bahkan menuju 
terwujudnya masyarakat berbasis 
ilmu pengetahuan (knowledge-based­
society). 

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika diharapkan berperan 
penting dalam menjawab dan 
mempercepat penyelesaian perma­
salahan pembangunan sebagaimana 
disebut dalam sasaran rencana 
strategis yang mendukung visi dan 
misi Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Tahun 2010-2014, 
diantaranya : 

1. 	 Meratanya pembangunan sarana 
dan prasarana POSt Komunikasi 
dan Informatika di seluruh 
Indonesia; 

2. 	 Terselenggaranya layanan Pos, 
Komunikasi dan Informatika yang 
efektif dan efisien; 

3. 	 Tersedia dan tersebarnya infor­
masi dan faktual dan berimbang 
keseluruh pelosok dan lapisan 
masyarakat Indonesia dalam 
kerangka NKRI; 

4 Terselenggaranya pengelolaan 
. sumber daya komunikasi dan 

informatika yang optimal; 

5. 	 Terselenggaranya layanan pos, 
komunikasi dan informatika yang 
profesional dan memiliki inte­
gritas moral yang tinggi; 
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6. 	 Mendorong tumbuhnya ikfun pene­
titian dan pengembangan di bidang 
komunikasi dan informatika; 

7. 	 Mendorong berkembangnya 
industri komunikasi dan infor­
matika yang berdaya saing tinggi 
dan ramah lingkungan. 

Sejalan dengan sasaran strategis 
tersebut diatas, untuk menunjang 
kearah kebutuhan tersebut diper­
lukan Konsep Universal Service Obliga­
tion (USa), yang diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesi sebagai 
Kewajiban Pelayanan Universal 
(KPU), pada dasarnya merujuk pada 
kewajiban pemerintah untuk 
menjamin tersedianya pelayanan 
publik bagi setiap warga negara. 

Dad situasi dan kondisi diatas, dapat 
dirumuskan beberpa isu aktual 
antara lain : 

1. 	 Masih rendahnya pelayanan 
telepon pedesaan, dad total 72.000 
desa yang ada di indonesia, 31.824 
desa yang belum terakses telepon. 

2. 	 Kesenjangan antara mereka yang 
dapat mengakses dunia digital dan 
teknologi informasi dengan mere­
ka yang terbatas aksesnya atau 
tidak memiliki akses sarna sekali. 

3. 	 kesenjangan atau kesenjangan 
antara mereka yang mendapat 
keuntungan dari teknologi dan 
mereka yang tidak mendapat­
kannya. 

mletin 
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4. 	 Presentasi yang memiliki telepon 
di jawa tengah masih 6,98 % di 
NTB bahkan masih 4,54 %, 
sementara di jakarta 38,5 % dan di 
DIY 13,1 %. 

5. 	 penetrasi kepemilikan PC 
Indoensia masih 4,4 % tertinggal 
jauh bahkan dengan Thailand ( 
pada akhir tahun 2008 ). 

Tujuan Penulisan 

Penulisan ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang 
optimalisasi layanan Komunikasi dan 
Informasi Telepon Perdesaan, dalam 
upaya untuk pemerataan akses 
komunikasi dan informasi khususnya 
bagi daerah-daerah yang belurn 
terjangkau oleh jaringan teleko­
munikasi, baik kabel, wirelless dll. 

Metode Penulisan 

Metode analisis penulisan ini 
menggunakan analisis, Strengths 
(kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), 
Opportunities (Peluang) dan 1breats 
(Ancaman), dari analisis SWOT 
dilandasi beberapa konsepsi 
pemikiran sebagai berikut: 

1. 	 Dengan mengetahui keadaan 
medan kekuatan dan peluang yang 
dapat dimanfaatkan serta kele­
mahan diri sendiri dan ancaman, 
akan memenangkan perjuangan. 

2. 	 Dengan memadukan atau 
menciptakan interaksi antara 
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kekuatan dengan peluang dan 
meminimalkan kelemahan serta 
ancaman, akan memiliki keung­
gulan meraih suskes yang lebih 
besar. 

GAMBARANUMUM 

Kondisi Umum 

Komunikasi dan informatika 
merupakan salah satu modal dasar 
yang sangat potensial dalam 
mendorong bangsa tersebut untuk 
tetap menjadi bangs a yang dihormati 
dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. 
Peran strategis komunikasi dan 
informatika terse but ditunjukkan oleh 
kemampuan bangsa tersebut untuk 
mengenal kekuatan dan kelemahan 
dari bangsanya sendiri, kemampuan 
untuk melihat peluang dan ancaman 
dalam setiap berinteraksi dengan 
bangsa-bangsa lain, serta mampu 
membangun posisi tawar yang lebih 
baik dalam setiap perundingan. Bila 
dalam kondisi konflik yang dapat 
berakibat pada peperangan antar 
bangsa, maka komunikasi dan 
informatika dapat menjadi suatu alat 
untuk membangun strategi dalam 
memenangkan suatu peperangan. 
Negara Indonesia terletak pada posisi 
geografis yang bersifat strategis pada 
percaturan politik antar bangsa­
bangs a Asia, Australia dan Amerika, 
perlu membangun suatu kapabilitas 
nasional yang di topang oleh sistem 
komunikasi dan informatika yang 

lebih canggih. Backbone komunikasi 
dan informatika tersebut akan sangat 
menentukan penggunaan sumber 
daya nasional secara optimal dan 
pemilihan stra~egi yang tepat dalam 
berinteraksi dengan bangsa-bangsa 
lain. 

Sistem demokrasi yang dibentuk 
berdasarkan kesamaan hak atas setiap 
warga negara untuk menyuarakan 
pendapatnya dalam kerangka 
terwujudnya kesatuan dan persatuan 
bangsa merupakan suatau bentuk 
demokrasi yang sehat. Peran strategis 
komunikasi dan informatika dalam 
hal ini menyerap informasi yang 
berkembang di masyarakat, mengolah 
dan menyebarkan informasi tersebut 
kembali kemasyarakat dalam bentuk 
informasi yang faktual dan berim­
bang merupakan persyaratan mutlak 
bagi suatu bangsa untuk mening": . 
katkan apresiasi dan partisipasi 
masyarakat dalam iklim demokrasi 
yang sehat. Dengan majunya 
sistem komunikasi dan infol'matika 
masyarakat dan tingginya kemam­
puan masyarakat dalam menarik 
kesimpulan dan informasi tersebut 
akan mendorong partisipasi aktif 
masyarakat pada setiap proses 
demokrasi, dan pada akhimya akan 
menghasilkan suatu kerangka 
pendapat umum untuk menentukan 
masa depan bangsa. 

Pentingnya informasi dan komunikasi 
bagi setiap warganegera telah 
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dipahami oleh negara sebagai suatu 
hak yang harus diberikan kepada 
masyarakat sebagaimana telah 
diamanatkan dalam UUD 1945. oleh 
sebab itu, maka infrastruktur 
komunikasi dan informatika mutlak 
harus dibangun oleh negara, sebagai 
infrastruktur dasar bagi masyarakat 
untuk dapat mengikuti perkembagan 
bangsanya. Di masa depan, informasi 
dan komunikasi tidak lagi menjadi 
domain negara, tetapi juga 
merupakan domain publik yang dapat 
diikuti oleh setiap anggota 
masyarakat. Pemberian hak untuk 
ikut berperan serta dalam pencarian, 
pengolahan dan penyebaran 
informasi periu diimbangi dengan 
rasa tanggung jawab sebagai bagian 
dari anggota masyarakat suatu negara 
yang berdaulat, sehingga dapat 
tercipta suatu iklim distribusi 
informasi yang sehat dan mampu 
mendorong terciptanya masyarakat 
informasi yang sejahtera dan memiliki 
daya saing yang tinggi. Hak warga 
negara untuk memperoleh informasi 
yang sama tersebut dapat 
mewujudkan kebersamaan nasib 
sebagai suatu bangsa, dorongan 
untuk mewujudkan hak untuk 
berperan serta dalam memajukan 
bangsanya secara keseluruhan. 

Untuk dapat dimanfaatkan, informasi 
harus dialirkan dari sumber-sumber 
informasi kepada para penggunanya 
dengan ketentuan memenuhi 
persyaratan diatas. Adanya pemasok 
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dan pengguna yang berbeda lokasi, 
berbeda kemampuan, berbeda 
kondisi sosio-ekonomi-budaya 
menyebutkan mutlak diperlukan me­
dia/kanal dan metode komunikasi 
yang harus disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi dari pengirim, 
pengguna dan kandungan informasi. 
Peran komunikasi adalah untuk 
menciptakan iklim memungkinkan 
terjadinya aliran informasi yang 
demokratis, yaitu mampu membe­
rikan informasi yang netral terhadap 
kepentingan pihak tertentu, dan 
seimbang terhadap keragaman 
pasokan dan kebutuhan informasi. 

Dalam usaha menekan ketidak 
pastian yang dihadapi oleh masyara­
kat terkait dengan kegiatan ekonomi, 
sosial, politik yang dilaksanakannya, 
baik sebelum maupun sesudah 
diterimanya informasi, maka 
penciptaan sistem komunikasi yang 
demokratris dalam suatu negara 
mutlak diperlukan untuk dapat 
memberdayakan masyarakat dalam 
pemanfaatan infomasi. diperlukan 
peran aktif pemerintah sebagai 
eksekutor, regulator dalam 
menciptakan sistem komunikasi yang 
demokratis. 

Sebagai eksekutor, pemerintah 
menyediakan ruang dan saluran yang 
diperlukan untuk menyampaikan 
informasi kepada seluruh elemen 
masyarakat, sedangakan sebagai 
regulator pemerintah juga dapat 
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mengharuskan pihak swasta dalam 
berperan malaksanakan komunikasi 
publik yang sesuai dengan tujuan 
mencerdaskan bangsa. 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU 
No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 2005-2025, masyarakat 
informasi Indonesia diproyeksikan 
terwujud pada periode jangka 
menengah ketiga, yaitu tahun 2015­
2019. penetapan sasaran ini didasar­
kan pada kenyataan bahwa 
kemampuan untuk mengumpulkan, 
mengolah, dan memanfaatkan 
informasi mutlak dimiliki oleh suatu 
bangsa tidak saja untuk meningkat­
kan pertumbuhan ekonomi dan daya 
saing bangsa tersebut. Akan tetapi 
juga untuk meningkatkan taraf dan 
kualitas hidup masyarakatnya. Untuk 
mecapai sasaran tersebut, keterse­
diaan infrastruktur informasi yang 
memadai, baik jumlah akses, 
kapasitas, kualitas maupun jang­
kauan, merupakan persyaratan utama 
dan dimanfaatkan secara optimal, 
bukan saja sebagai alat komunikasi 
tetapi juga sebagai alat yang 
menghasilkan peluang ekonomi dan 
kesejahteraan. 

Infrastruktur Akses Infonnasi Lemah 

Disparitas ketersediaan infrstruktur 
antara perkotaan pedesaan, serta 
antara wiayah barat dan timur Indo­
nesia masih besar. Hingga akhir tahun 

2008 masih terdapat lebih dad 31 ribu 
desa belum memiliki fasilitas 
telekomunikasi dan internet, lebih dari 
80% infrastruktur pos dan telematika 
terkonsenten 3i di Jawa, Bali, dan 
Sumatera, serta distribusi Internet ser­
vice Provider (ISP) terkonsentrasi di 
Jawa (64 % dari 306 ISP) dart 18% ill 
Sumatera.selain itu terbatasnya 
ketersediaan dan aksesibilitas layana 
pos dan telematika, kondisi lain yang 
dihadapi sektor ini adalah belum 
optimalnya tingkat pemanfaatan 
informasi yang diantaranya terlihat 
dari terbatasnya penggunaan TIK 
dalam kegiatan perekonomian 
masyarakat yang menghasilkan real 
economic value dan meningkatnya 
penyalahgunaan penggunaan TIK. 

Dalam hal jangkauan infrastruktur 
hingga tahun 2008, sebagian besar 
jangkauan akses telekomunikasi 
masih terdapat di Sumatera dan Jawa, 
sebagaimana dapat dilihat pada 
tabel1. 

Tabel1. Jaringan Infrastruktur 

Daerah 
Wilayah 

usc 

Coverage 
Jringan 

Telkomse! 
Existing 1 

Coverage 
Jringan 

Te1komse! 
Existing 2 

, Jm! 
Kec. 

Jml 
Desa 

Kec. Desa Kec. Desa 

Sumatera 1251 13.312 72% 68% 67% 16% 

Jawa 1233 4.574 91% 91% 60% 43% 
Bali, NIB, 
NIT 

308! 2.368 77% 46% 19% 0% 

Kalimantan 459 3.797 55% 36% 15% 4% 
Sulawesi 706 4.758 51% 27% 32% 15% 
Papua 260 3.015 13% 3% 5% 0% 

Sumber : Telkomsel2008 
lndikolor TIK 2008, BPPT 
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Secara wilayah geografis Indonesia 
berbentuk kepulauan dan memiliki 
dataran tinggi maupun dataran 
rendah yang cukup banyak dan sulit 
dijangkau sehingga menyebabkan 
terjadi banyaknya daerah blank spot 
atas komunikasi. Apabila kondisi 
daerah blank spot dibiarkan dan tidak 
dditanggani secara prosed ural maka 
akan memperbesar kesenjangan akses 
informasi antara daerah yang sulit di 
jangkau dengan daerah yang 
tersentuh pembangunan infrastruktur 
bidang komunikasi dan informatika. 
Untuk memperkecil jumlah blank 
spot, perlu dilakukan upaya-upaya 
membangun kerjasama antara 
lembaga komunikasi dan informatika, 
dan lembaga media baik cetak 
maupun elektronik. Hal ini ditujukan 
untuk memperluas jaringan informasi 
di daerah blank spot termasuk 
pembagunan infrastruktur pos dan 
telekomuikasi serta peyiaran. 
Penghapusan daerah blank spot juga 
dilakukan melalui pembangunan 
fasilitas telekomuikasi perdesaan 
(USa) secara bertahap yang dimulai 
dengan desa berdering dan desa 
pinter dan desa informasi. 

Keterbatasan kemampuan pembia­
yaan pemerintah di bidang infra­
struktur sangat dirasakan, sehingga 
diperlukan sumber pembiayaan lain 
dari luar pemerintah untuk mendanai 
pembangunan infrastruktur bidang 
komuikasi dan informatika. Namun 
demikian saat ini masih terdapat 
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hambatan dalam penyelenggaraan 
yang menyebabkan belum optimal­
nya upaya mobilisasi sumber 
pembiayaan di luar pemerintah 
(swasta), terutama untuk penyediaan 
infrastruktur dan layanan di daerah 
non komersial, sehingga membuat 
pembangunan radio investasi antar 
pemerintah dan swasta tidak terrjadi. 

Mengingat terbatasnya sumberdaya 
yang dimiliki, termasuk sumber 
pembiayaan, maka akan ditempuh 
langkah-langkah peningkatan efisiensi 
baik dalam pemanfaatan infrastruktur 
yang ada maupun pembangunan 
infrastruktur baru, seperti optimasi 
pemanfaatan infrastruktur secara 
umum yang berpotensi untuk 
digunakan dalam penyelenggaraan 
komunikasi dan informatika, serta 
pemakaian bersama suatu infrastruktur 
oleh beberapa penyelenggara. Ke 
depan pembangunan kapasitas 
infrastruktur akan disinergikan 
dengan pengembangan industri 
aplikasi telematika, selain itu juga 
akan dilakukan upaya untuk mening­
katkan penggunaan kandungan lokal 
baik dalam rangka pengeluaran biaya 
investasi (CAPEX) maupun dalam 
rangka pengeluaran biaya operasi 
(aPEX) dari setiap penyelenggara 
telekomunikasi. 

Pembangunan TIK Lemah dan 
Layanan Informasi Kurang 

Pembangunan Teknologi informasi 
dan Komunikasi (TIK) secara nasional 
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masih lemah yang antara lain ditandai 
dengan masih kurangnya infrastruktur, 
rendahnya penggunaan TIK dan 
tingkat melek masyarakat. Menurut 
Internasional Telecommunication Union 
(ITO) pembangunan TIK berindikasi 
tidak hanya kesiapan infrastruktur 
(akes terhadap informasi) tetapi juga 
penggunaan TIK dan beberapa besar 
tingkat melek TIK sumber daya 
manusianya. Dibanding-kan dengan 
154 negara-negara lain di dunia, data 
dari ITU pada tahun 2007 menem­
patkan Indnesia pada ranking 108. 

Kondisi tersebut menuntut dilaku­
kannya usaha peningkatan kualitas 
dan kuantitas serta kemampuan 
infrastruktur TIK yang makin 
meningkat dan terjangkau oleh 
masyarakat pengguna TIK. Upaya 
tersebut akan mampu meningkatkan 
kapasitas SDM dan masyarakat dalam 
memanfaatkan jasa akses teleko­
munikasi dan TIK yang secara 
ekonomi akan meningkatkan kualitas 
dan taraf hidup masyarakat. 

Dalam definisi wold Bank, penggu­
naan teknologi informasi oleh kantor­
kantor pemerintah untuk memberikan 
layanan yang lebih baik kepada 
masyarakat umum, bisnis dan untuk 
mempasilitasi kerjasama antara 
institusi pemerintah disebut dengan 
e-goverment memiliki posisi penting 
karena dengannya diharrapkan dapat 
memberdayakan komunitas yang ada 
lewat akses publik ke sumber 
informasi yang tersedia e-govennent di 

Indonesia saat ini belum merata, 
sumber informasi dari pemerintah 
belum terintegrasi dan bahkan di 
skala yang lebih kedl masih banyak 
yang belum mengenal istilah dan apa 
serta bagaimana e-goverment. 

Berkaitan dengan peranan dimaksud, 
maka selanjutnya optimalisasi dari 
layanan telekomunikasi dan infor­
matika diseluruh lapisan masyarakat 
merupakan salah satu alat untuk 
mensejahterakan bangsa dan negara 
dengan utamanya adalah pemberian 
kemudahan akses informasi sehingga 
dapat terjadi percepatan pencerdasan 
kehidupan bangsa dan pembangunan 
ekonomi masyarakat serta kekuatan 
NKRI. 

ANALISIS 

Dari uraian tersebut diatas dapat 
diketahui, bahwa masih lemahnya 
infrastruktur akses informasi, dan 
pembangunan TIK serta kurangnya 
layanan informasi, maka perlu 
dilakukan analisis optimalisasi 
layanan telepon perdesaan. Sehingga 
hasil pelaksanaan pembangunan 
telepon perdesaan (KPUjUSO) dapat 
dimanfaatkan secara optimal oleh 
masyarakat yang memerlukan akses 
komunikasi. 

Identifikasi Faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan 

Analisis faktor-faktor internal dan 
eksternal yang mendorong maupun 
yang menghambat pencapaian 
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sasaran yang diinginkan dengan 
menggunakan metode analisis SWOT 
diperlukan untuk mengetahui dan 
menentukan faktor internal mana 
yang termasuk kategori kekuatan 
(Strengths) dan kelemahan (Weakness) 
serta faktor eksternal berupa peluang 
(Opportunities) dan tantangan (Threats). 

Identifiksi Faktor Internal 

Setelah dilakukan inventarisasi 
terhadap faktor-faktor internal, maka 
dapat diidentifikasi faktor kekuatan 
(Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) 
sebagai berikut : 

Kekuatan (Strengths) 

Kekuatan yang merupakan pendorong 
internal, meliputi : 

1. 	 Dana PNBP Kontribusi Kewjiban 
Pelayanan Universal (KPU) yang 
memadai 

Dana PNBP Kewajiban Pelayanan 
Universal adalah kontribusi para 
penyelenggara telekomunikasi berupa 
pendapatan kotor tahunan dikalikan 
tarif besaran PNBP yaitu 1,25%. Dana 
PNBP dimaksud hanya diperuntukan 
program kewajiban pelayanan uni­

Tabel2. Penerimaan PNBP KPU 

No. Nama Perusahaan 
Proyeksi Penerimaan PNBP­

KKPU/USO 
2009 (Rp.) 2010 (Rp.) 

I. Telkom 255.163.424.081 330.247.965.714 
2. Telkomsl 452.237.491.275 585.313.165.675 
3. Indosat 200.703.102.213 259.762.116.993 
4. Exelcomindo Pra tama 129.891.707.234 168.113.718.617 
5. Aplikausa lintasarta 8.661.344.133 11.210.036.433 
6. IM2 9.912.839.419 12.829.797.469 
7. PSN 2.787.709.674 3.608.022.788 
8. Ratelindo 21.336.240.616 27.614.655.528 
9. Mobil-8 

10. Mobilkom 6.793.419 8.792.455 
II. Natrindo Telepon seluler 2.395.969.948 3.101.009.497 
12. Hutchison CP Telecommunications 3.557.311.729 4.604.088.404 
13. Sampoerna Telekomunikasi 1.631.881.545 2.112.079.984 
14. Non Big User (ITKP, TV berbayar, 

ISP, Calling Card, Premium Call, 
NAP, Radio Trunking. 

18.990.292.151 24.578.386.444 

Jumlah 1.107.276.107.437 1.433.103.836.000 I 

Sumber : BTIP 
Keterangan: Tahun 2010 PrOlJeksi Penerimaan PNBP_KKPU/USO masih perkiraan terhadap 
target sebesar Rp. 1.433.103.836.000,­
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versal dalam rangka menyediakan 
sarana dan prasarana telekomunikasi 
dan informatika di seluruh wilayah 
Indonesia bagi wilayah yang belum 
terjangkau jaringan akses komunal 
telekomunikasi dan informatika, 
adapun informasi rind terkait 
pendanaan PNBP dimaksud terlihat 
pada tabel 2. 

2. 	 Amanah UU No. 36 Tahun 1999 
Tentang Telekomunikasi 

Undang-Undang No. 36 tahun 1999 
tentang Telekomunikasi menyatakan 
bahwa, komunikasi merupakan hak 
dasar masyarakat baik yang berada di 
perkotaan maupun di pedesaan. 
Pada pasal 16 dinyatakan bahwa, 
pembangunan sarana dan prasarana 
telekomunikasi dilaksanakan melalui 
kewajiban pelayanan universaL 

3. 	 Adanya visiKementerianKOMINFO 
tentang; Terwujudnya Indonesia 
Informatif menuju masyarakat 
sejahtera melalui pembangunan 
kominfo berkelanju tan, yang 
merakyat dan ramah lingkungan, 
dalam NKRL 

Kelemahan (Weaknesses) 

Kelemahan yang merupakan peng­
hambat dari faktor internal untuk 
pencapaian Misi, antara lain : 

1. 	 Keterbatasan kuantitas dan 
kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) Lembaga 

Terbatasnya sumber daya manusia 
(SDM) mengingat unit kelja BTIP-BLU 
hanya merupakan tingkat eselon III, 
sedangkan wilayah kerja yang harus 
dilayani dan diawasi adalah seluruh 
Indonesia yang terdiri dari dari 32 
Propinsi dan 440 Kabupaten. 

2. 	 Beban kerja demikian padat 

Tingginya beban kerja lembaga BTIP­
BLU dapat tergambarkan dari 
lahirnya lembaga dimaksud pada 
tahun 2006, sedangkan beban kelja 
yang harns ditanggung adalah sebesar 
31.824 desa dan ditambah dengan 
5.748 kecamatan di seluruh wilayah 
Indonesia yang mencakup 33 propinsi 
dan 440 kabupaten. 

3. 	 Tidak tersedianya unit kerja 
operaional di tingkat regional 
lintas propinsi 

Kantor BTIP-BLU yang merupakan 
unit Pelayanan Teknis Direktorat 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi 
bertempat di Jakarta dan tidak memi­
liki unit pembantu kerja ditingkat 
wilayah atau regional, sedangkan 
cakupan wilayah kerjanya meliputi 32 
propinsi dan 4409 kabupaten. 

Identifikasi Faktor Eksternal 

Setelah dilakukan inventarisasi 
terhadap faktor-faktor eksternal, maka 
dapat diidentifikasi faktor peluang 
(opportunities) dan ancaman (threats) 
sebagai berikut: 
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Peluang (Oppertunities) 

1. 	 Peluang yang merupakan pendo­
rong dari faktor eksternal penca­
paian Misi, antara lain meliputi; 

Pertumbuhan ekonomi dan per­
kembangan pembangunan daerah 
yang begUu pesat, mendorong 
semakin pentingnya akses informasi, 
sehingga kebutuhan akan sarana dan 
prasarana telekomunikasi dan 
informatika tidak lagi dapat di nomor 
duakan, karena perubahan pola 
hidup masyarakat yang sudah 
mengalami peningkatan kualitas 
hidup mulai membutuhkan akses 
telekomunikasi dan informatika. 

2. 	 Kebutuhan masyarakat akan akses 
telekomunikasi dan informatika 
yan tinggi. 

Kebutuhan masyarakat akan akses 
telekomunikasi dan infomatika 
merupakan kebutuhan dasar dalam 
menjalani aktivitas kehidupan, hal ini 
terbukti dari pertumbuhan pengguna 
telekomunikasi sepuluh tahun yang 
lalu hanya baru mencapai 1 juta orang, 
dan pada tahun 2009 telah mencapai 
143.043.785 oarang. Hal ini membuk­
tikan bahwa kebutuhan sarana dan 
prasarana telekomunikasi merupakan 
kebutuhan masyarakat yang tidak 
dapat ditunda. 

3. 	 Perkembangan teknologi komuni­
kasi dan informasi yang demikian 
dinamis dan cepat. 
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Sejalan dengan pertumbuhan 
pengguna layanan telekomunikasi 
dan informatika yang demikian pesat 
telah diikuti dengan perkembangan 
teknologi informasi, hal dapat 
dibuktikan dari sarana dan prasarana 
telekomunikasi dan inforamtika yang 
semula berbasis kabel kini telah 
berkembang menjadi tanpa kabel. 
Dengan perkembangan ini meru­
pakan peluang dalam mengem­
bangkan industri telekomunikasi 
dengan memperluas jaringan 
layanan keseluruh pelosok tanah 
air dengan menggunakan sarana 
dan prasarana tanpa kabel, sehing­
ga investasi yang dibutuhkan 
semakin efisien dan efektif dalam 
pembangunannya. 

Ancaman (Threats) 

Ancaman yang merupakan peng­
hambat dari faktor ekstenal untuk 
pencapaian misi, ana tara lain ; 

1. 	 Faktor Geografis dan topografis 
tanah air yang beragam dan sulit 
terjangkau. 

Luasnya jangkauan wialayah 
pelayanan universal telekomunikasi 
mengakibatkan penyediaan jaringan 
telekomunikasi memerlukan per­
siapan yang sangat akurat baik 
dari aspek teknologi, biaya dan 
SDMnya, hal ini dikarenakan oleh 
topografi dan faktor geografis 
yang sangat beragam dan dengan 

27 



VOL. 8 NO.2 JUNI 2010 

tingkat kesulitan yang cukup 
tinggi dan sebagian besar terletak di 
daerah pedalaman dan terpencil 
dengan jumlah desa yang menjadi 
program KPUjUSO sebesar 31.824 
desa dan ditambah dengan 5.748 
kecamatan dan wilayah koordinasi 
untuk hampir seluruh kaupaten di 
Indonesia. 

2. 	 Keterbatasan sarana dan prasarana 
telekomunikasi dan informatika di 
daerah non ekonomis. 

Perubahan paradigma industri 
telekomunikasi yang semula semakin 
giat di dalam mempeluas jaringan 
telekomunikasi ke wilayah-wilayah 
baru semakin tidak tecapai secara op­
timal, mengingat penyelenggara 
telekomunikasi hanya mengembang­
kan jaringan layanan telekomunikasi 
dan informatika pada wilayah yang 
secara ekonomis menguntungkan dan 
cepat dalam pengembalian modal. 
Sedangkan bagi daerah yang non 
ekonomis belum menjadi perhatian 
para penyelenggara telekokomuni­
kasi, sehingga masih terdapat daerah­
daerah belum terjangkau oleh layanan 
telekomunikasi dan informatika 
sebanyak 31.000 desa di Indonesia 
yang tersebar di 32 propinsi dan 440 
kabupaten. 

3. 	 Kebutuhan akan teknologi 
informasi yang berbeda untuk 
topografi yang beragam. 

Geografis dan topografi yang beragam 
dan memiliki tingkat kesulitan yang 

tinggi memberikan konsekuensi 
terhadap pilihan teknologi informasi 
yang akan digunakan. Hal ini menye­
babkan penyediaan sarana dan 
prasarana telekomunikasi dan 
informatika memerlukan pertim­
bangan dan perhitungan tehadap 
penggunaan teknologi yang akan 
digunakan, karena ketersediaan 
jaringanutama telekomunikasi sangat 
terbatas dan pemenuhan kualitas 
layanan yang harus di jaga agar dapat 
dimanfaatkan layanan tersebut secara 
optimal. 

A. 	Evaluasi Faktor Internal dan 
Eksternal 

Urgensi faktor internal bertujuan 
untuk membandingkan seluruh unsur 
yang ada pada faktor internal dan 
faktor eksternal sehingga diperoleh 
bobot faktor dengan formula sebagai 
berikut: 

BF=NUx100% 

L:NU 


Penilaian terhadap urgensi faktor in­
ternal dan ekternal dapat dilihal pada 
Tabel4 dan Tabel5. 

Untuk dapat menetapkan suatu 
keberhasilan misi sebagai suatu faktor 
strategi dan faktor keberhasilan, 
terlebih dahulu perlu dilakukan 
penilaian terhadap setiap faktor yang 
teridentifikasi dan suatu faktor 
tersebut strategis apabila didalamnya 
terkandung nilai lebih dari faktor 
lainnya. 
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Tabel3. Identifikasi Filior Internal Dan Eksternal 

Faktor Internal
No. Kekuatan (5) Kelemahan (W) 

Sl 
 Dana PNBP Kontribusi W1 Keterbatasan kuantitas dan kualitas 

Kewajiban Universal (KPU) Sumber Daya Manusia (SDM) 
memadai lembaJ¥ 


S2 Undang-undang No. 36 tahun 
 W2 Tidak sebandingnya antara umur 
1999 tentang telekomunikasi lembCl:ga den.Ean beban kerja nasional 

S3 Ada visi Kementerian W3 Tidak tersedianya unit ketja 
Kominfo operaional di tingkat regionallintas 

Ipropinsi. 
Faktor Eksternal 

No Peluang (0) Ancaman{T) 
01 Pertumbuhan ekonomi dan T1 Geografis dan topografi tanah air 

perkembangan daerah yang yang geragam dan sulit di jangkau 
sangat pesal. 

02 Kebutuhan masyarakat akan T2 Keterbatasan sarana dan prasarana 
akses telekomunikasi dan telekomunikasi dan informatika 
informatika yang tinggi 

03 Perkembangan teknologi T3 Kebutuhan akan teknologi informasi 
informasi yang begitu dinarnis yang berbeda untuk topogafi yang 
dancepat beragamI 

Tabel4. Urgensi Faktor Internal 

No Faktor Internal 
Faktor Yang Lebih Urgen 

a b c d e f NU Bobot (BF) 
1 Kekuatan (Strength) 
a Dana PNBP Kontribusi Kewajiban x a a d a a 4 26,66% 

Universal (KPU) memadai 
b Undang-undang No. 36 tahun 1999 a x b d b b 3 20% 

tentang telekomunikasi 
c Adanya visi kementerian Kominfo a b x d c f 1 6,66% 
2 Kelemahan (Weaknesses) 
d Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas d d d x d f 4 26,66% 

Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga 
e Tidak sebandingnya antara umur a b c d x e 1 M6% 

lembaga dengan beban kerja nasional 
f Tidak tersedianya unit kerja operasional a b f f e x 2 13,33% 

di tingkat regionallintas propinsi 
Jumlah 15 100% 
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Tabel 5. Urgensi Faldor Eksternal 

.1 FaktorYang Lebih Urgen , 
No Faktor Ekstemal;' '~, 

A B C D E F Nu Bobot (BF) 
1 Peluang (Oppotunities) ., 

A Pertumbuhan ekonomi dan perk~mt\ailgan x a a d a a 4 . 26,66% ' 

i pemoongunan daerah yang sangat pesat 1 
B Kebutuhan masyrakat akanakses.. a x b d e b 2 13,33% . ~ 

telekomunikasi dan informasi YM,ig tinggi. " ; 
C Perkembangan teknologi informasi yqng 

demikian dinamis dan cepat 
2 Ancaman (fhreats) 
D Geografis dan topografi 
E Keterbatasasn sarana dan prasarana 

telekomunikasi di daerah non ekonomis 
F Kebutuhan akan teknologi informasi yang 

berbeda untuk topografi yang beragam. 
Jumlah 

a b X d e c 1 6,66% 

d d d x e f 3 20% 
a e e e x f 3 20% 

a b c f f x 2 13,33 % 

15 100 % 

F aktor yang rnemiliki nilai dukungan 
yang tinggi dan nilatketerkaitan yang 
tinggi terhadap berbagai keberhasilan 
yang telah dicapai prganisasi pada 
saat sekarang dan ,untuk rnasa yang 
akan datang dianggap sebagai faktor 
strategis dan disebut sebagai faktor 
keberhasilan. Adapun penilaian 
terhadap aspek-aspek dari setiap 
faktor adalah sebagai berikut : 

1. 	 Arlgka 5: Sangat tinggi nilai urgensi/ 
. nilai dukungan/nilai keterkaitari. 

2. 	 Angka 4: Tinggi nilai urgensi/ 
nilai dukungan/nllai keterkaitan. 

3, 	 Angka 3: Cukup. tinggi nilai 
urgensi/ nilai dukungan/nilai 
keterkaitan. 'j , . 

4. 	 Angka 2: Kurang nilai urgensi/ 
nilai dukungan/nilai keterkaitan. 

5. 	 Angka 1: Sangaf kurang nilai 
uq~erisi/ nilai dukungari/ nilai 
keterkaitan. 

Untuk penilaian terhadap faktor inter­
nal dan ekstemal dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 

1. 	 Penilaian faktor internal, rneliputi 
NU, BF, ND, NBK, NK, NRK, TNB, 
yaitu dengan : 

a. 	 Cara rnenentukan Nilai Urgensi 
(NU), yaitu Nilai Urgensi tiap 
faktor ditentukan oleh suatu 
tim, NU adalah hasil rata-rata, 
suatu. tim dengan rnenggu-: 
nakan :t;a~g skala l - 5. ' 

. b;· Gara rnenentukan Bobot·Faktor 
(BF), yaitu dengan rnenggu­

, , . nakan tumus: 

BF~NUxlOO% . 
, 'tNt]·' .' " i 

'c.. Cararnerre,nttik.'an· Nilai 
"," } 

Dukung (ND) aaa.1ah sarna' 
dengan cara penenfuan Nilat 
Urgen(NU). 
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d. Cara menentukan Nilai Bobot 
Dukungan (NBD) ditentukan 
dengan rumus : ND x BF 

e. 	 Cara menentukan Nilai 
Keterkaitan (NK); kalau ada 
keterkaitan antar faktor internal 
dan eksternal dalam misi 
organisasi dengan menggu­
nakan skala 1-5 seperti menen­
tukan Nilai Urgensi (NU). 

f. 	 Cara menentukan Nilai Rata­
Rata Keterkaitan (NRK) dengan 
menggunakan rumus : 

NRK = TNK 
tN-1 

g. 	 Cara menentukan Nilai Bobot 
Keterkaitan (NBK) dengan 
menggunkan rumus : NRK x BF 
=NBK 

h. Cara menentukan Nilai Total 
Nilai Bobot (TN B) dengan 
menggunakan rumus : NBD + 
NBK 

2. 	 Untuk penilaian terhadap faktor 
eksternal, earanya sama dengan 
cara yang digunakan dalam 
penilaian faktor internal. 

Hasil penilaian faktor internal dan 
eksternal dapat digunakan sebagai 
acuan atau dasar pengambilan serang­
kaian keputusan yakni penentuan atas 
pemilihan faktor kunci keberhasilan, 
peta posisi kekuatan organisasi. 

Penentuan FKK dilakukan berda­
sarkan besarnya TNB tiap faktor 
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dipilih faktor yang memiliki TNB pal­
ing besar sebagai FKK organisasi 
dalam meneapai misi. FKK ini 
merupakan faktor-faktor strategis. 
Dari setiap kategori strengths, weak­
nesses, opportunities, dan threats, 
masing-masing dipilih 2 FKK berda­
sarkan urutan TNB. Evaluasi faktor 
internal dan eksternal dilakukan 
dengan menggunakan metoda skala 
seperti yang diuraikan di atas didapat 
hasil seperti terlihat pada Tabel6. 

Faktor Kunci Keberhasilan dan Peta 
Posisi Kekuatan Organisasi 

Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan 

Sesuai dengan kriteria diatas dan 
berdasarkan hasH evaluasi faktor­
faktor internal dan eksternal, maka 
faktor kuno keberhasilan optimalisasi 
layanan telepon pedesaan, sebagai­
mana tedapat pada Tabel 7. 

Peta Posisi Kekuatan Kekeuatan 
Organisasi BTIP 

Berdasarkan total nilai bobot (TNB) 
Kekuatan yakni 3,65, Kelemahan 3,02, 
Peluang 2,89 dan Ancaman 3,01 maka 
dapat dipetakan posisi kekuatan 
organisasi Balai Telekomunikasi 
dan Informatika Perdesaan-Badan 
Layanan Umum (BTIP-BLU). 

Berdasarkan peta kekuatan, menun­
jukkan bahwa posisi kekuatan 
organisasi Balai Telekomunikasi 
dan Informatika Perdesaan-Badan 
Layanan Umum (BTIP-BLU). 
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Tabel7. Faktor-Faktor kunci keberhasilan 

No. 
Kekuatan (8) 

Faktor Internal 

Kelemahan (W) 

81 Adanya amanah Kewajiban 
Pelayanan Universal (KPU) 
berdasarkan Undang-undang 
36 tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi 

WI Keterbatasan kuantitas dan 
kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) lembaga 

S2 Dana PNBP Kontribusi 
Keawajiban Universal (KPU) 
memadai 

W2 Tidak tersedianya unit kerja 
operaional di tingkat regional 
lintas propinsi 

No. 
Peluang (0) 

Faktor Eksternal 

Ancaman(T) 

01 Pertumbuhan ekonomi dan 
perkembangan daerah yang 
sangat pesat. 

T1 Geografis dan topografi tanah 
air yang geragam dan sulit di 
jangkau 

02 Kebutuhan masyarakat akan 
akses telekomunikasi dan 
informatika yang tinggi 

T2 Keterbatasan sarana dan 
prasarana telekomunikasi dan 
informatika 

Terletak pada Kuadran II (ST) untuk 
mengoptimalkan pelayanan USO /KPU 
diperlukan reorganisasi BTIP-BLU ke 
jenjang yang lebih tinggi mengingat 
lingkup pekerjaan yang demikian 
tinggi. Dengan berada dalam Kuadran 
II, berarti organisasi ini tidak dalam 
kondisi ideal, dan perlu penanganan 
secara lebih serius dalam penyusunan 
rencana kerja agar dapat mencapai 
misi yang telah ditetapkan. 

Faktor kunci keberhasilan dan pem 
posisi kekuatan suatu organisasi 
merupakan gambaran yang menun­
jukkan kemampuan organisasi 

tersebut, faktor kunci keberhasilan 
diperoleh dari hasil evaluasi faktor 
internal dan eksternal yang 
mendapatkan ranking I dan ranking II 
untuk masing-masing faktor, baik in­
ternal maupun eksternal. Penentuan 
FKK dilakukan berdasarkan besarnya 
TNB tiap faktor dipilih faktor yang 
memiliki TNB paling besar sebagai 
FKK organisasi dalam mencapai misi. 
FKK ini merupakan faktor-faktor 
strategis. Dari setiap kategori 
kekuatan , kelemahan, peluang , dan 
ancaman , masing-masing dipilih 2 
(dua) FKK 
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Gambar 1 : Peta Posisi Kekuatan Organisasi 

I\T III 

SW :3.65 - 3.02 = 0,63 OT: 2,89 - 3,01 = -0,12 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan isu aktual dan analisis 
SWOT, dalam rangka optimalisasi 
layanan telepon perdesaan, dapat 
kami simpulkan sebagai berikut: 

1. 	Posisi kekuatan organisasi BTIP­
BLU terletak pada KUADRAN II 
(ST) yang mengandung arti bahwa 
organisasi ini perIu melakukan 
reorganiasi untuk mendukung 

optimalisasi pelayanan telepon 
perdesaan. 

2. 	 Kekuatan Kunci organisasi BTIP­
BLU adalah adanya dana PNBP 
Kontribusi Kewajiban Universal 
yang memadai, adanya dukungan 
dari undang-undang No.36 tahun 
1999 tentang telekomunikasi 

3. 	 Ancaman Kunci organisasi ini 
adalah keterbatasan sarana dan 
prasarana telekomunikasi dan 
informatika serta letak geogafis 
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dan tofografi beragam dan sulit di 
jangkau. 

Saran 

1. 	 Dalam rangka untuk mengo­
ptimalkan pelayanan telepon 
perdesaan serta mempercepat 
pemerataan penyediaan akses dan 
layanan telematika diperlukan 
suatu organisasi yang kuat, 
mengingat wilayah indonseia 
yang demikian luas, dari 32 
Propinsi dan 440 Kabupaten. 

Oleh karena itu diperlukan 
peningkatan status dari eselon III 
menjadi Eselon II. 

2. 	 Dalam rangka Koordinasi, 
pengawasan pelaksanaan program 
telepon perdesaan serta kesinam­
bungan penyelenggaraan telepon 
perdesan diperlukan suatu unit 
kerja operasional di tingkat 
regionallintas propinsi. 

3. 	 Diperlukan kesimbangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) dalam 
menopang beban kerja. Sehingga 
program yang telah direncanakan 
dapat terealisasi sesuai dengan 
target yang telah ditentukan. 
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THE INNOVATIVE CIO : A NEW ERA OF CIO IN SUPPORTING 

THE DEVELOPMENT OF ICT STRATEGIC PLANNINGl 


Yudhistira Nugraha and Cahyana Ahmadjayadi 

yudhistiran@depkominfo.go.id, cahyana@depkominfo.go.id 

ABSTRAK 

Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor terciptanya iklim 
yang inovatif dalam sebuah organisasi dalam membentuk CIO yang inovatif. 
Faktor iklim kerja dan budaya organisasi merupakan faktor yang penting 
dalam membentuk CIO yang inovatif. Dari beberapa literatur yang digunakan 
oleh studi ini, ada tiga unsur dalam membangun karakter CIO yang inovatif: 
memiliki "visi" jelas, memiliki dukungan, dan jaringan. Selain itu, untuk 
mendukung tiga unsur tersebut, CIO yang inovatif juga harns memiliki sikap 
dan perilaku dasar yaitu komitmen, konsistensi dan keahlian baik itu soft skills 
dan hard skills. Dengan memiliki kompetensi tersebut, CIO mampu memainkan 
peran penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis 
serta mengedepankan inovasi. Dengan demikian, peran CIO mampu 
memberlkan kontribusi positif dan nilai tambah untuk setiap organisasi yang 
bergerak dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Kata-kata kunci: CIO, Inovasi, Organisasi TIK, kepemimpinan, iklim kerja 

ABSTRACT 

The objective ofthis paper is to identify elements ofcreation ofinnovative climate in an 
organisation that address the issues about how CIOs can be innovative. It is important 
that climate and culture need to be considered in building the Innovative CIO. Based on 
literatures that have been used in this study, there are three elements in the creation of 
innovative CIO: clear "visioning", support, and networking. In addition to this, in or­
der to support the three elements, CIOs also need to have basic behaviours such as com­
mitment/ consistency and expertise both of'soft' skills and 'hard' skills. By doing this, 
CIO plays important roles in leading innovation and strategic planning and decision. 
Thus/ CIOs can make positive contributions as well as deliver added value to the leT 
(Information Communication Technology) organizations. 

Keywords: CIO, Innovative, ICT Organisation, leadership, climates 

Bu,etin

Posdan 

Telekomunikasi 37 

mailto:cahyana@depkominfo.go.id
mailto:yudhistiran@depkominfo.go.id


VOL. 8 NO.2 JUNI 2010 

INTRODUCfION 

Information Communication and 
Technology (ICT) is an important as­
pect for driving innovation in Informa­
tion societies. 1bis is because ICT can 
contribute to achieve a universal edu­
cation through training and certifica­
tion in the field of ICT. Therefore, ca­
pacity building and ICT literacy is 
important in which CIOs should have 
the necessary skills to benefits fully 
from the information society. In addi­
tion to this, ICT also plays an impor­
tant role in supporting, enabling and 
transforming business process in the 
organisation. In the context of public 
sector and private sector, the ICT 
organisation needs change, transforma­
tion and innovation because the world 
is changing rapidly in which technolo­
gies are now driving business oppor­
tunities more than just process changes. 

This paper describes innovative CIOs 
in terms of how can a cIa can be in­
novative in the ICT organisation? In 
fact CIOs play central roles in leading 
innovation efforts in an organisation. 
The role of the CIa has risen greatly 
as ICT has become a more main part 
of business. In some ICT organiza­
tions, the CIa may be a member of the 
executive board of the organization. In 
general, no specific qualification is 
typical of cIa. In the past, many have 
expertise in technical background, but 
this is not universal. Increasingly CIa, 
especially those from a technical back­
ground, CIOs also have expertise in 

business background. More recently 
CIOs' leadership capabilities, busi­
ness expertise and strategic perspec­
tives have taken priority over techni­
cal skills. It is now quite common for 
CIa to be appointed from the business 
side of the organization. 

In fact, it seems that the role of CIa re­
fers to integration of information, intel­
ligence, investment and innovation 
(Obi, 2007). Thus, in order to become a 
new CIa, the paper identifies three el­
ements that can deal with the creation 
of innovative CIa in an organisation 
namely dear visioning, support and 
networking (Watts &Handerson, 2006). 
It can be seen that it is important for 
organisation to help advanced the CIa 
profession by giving a greater under­
standing to the creation of an innova­
tive climate in an organisation as a pro­
active CIa is a key point to building 
innovative solution for business opera­
tion 

The paper is presented in four sections. 
The first analyses the literature related 
to the role of the CIa. This review pro­
vides roles and responsibilities of the 
CIa for the purposes of this paper with 
elements for the creation of innovative 
CIa. The paper then describes moves 
by describing element of innovative 
CIa associated withimportanceofhav­
ing dear visiOning. The paper then pre­
sents a description supporting, and net­
working respectively. The paper con­
cludes with a discussion of the issues 
that the paper identifies. 
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New cIo 
Information 

telligence 

Investment 
Figure 1: The role of new CIO (Obi, 2007) 

THE ROLE OF THE CIO 

The role of 00has changed over time 
as the main architecture of Information 
Communication Technology has 
changed. The role of the CIO has in­
volved in regards to the associated 
changes in management attitudes to­
ward IT as a whole. Why is important 
to focus on the role of the CIO plays 
in today's organisation? This is be­
cause CIOs today are under unusual 
pressure to carry out quickly. Indeed, 
the impact of IT on today's 
organisation requires the CIa to de­
liver effectively and rapidly on the 
promise IT makes to business. It can 
be seen that the CIa must be creative, 
innovative, technical skills, customer / 

people-oriented, with excellent busi­
ness skills 

The role of the Chief Information Of­
ficer (00) is in the middle transfor­
mation to shape the business solution 
for the organizations as well as the 
technology solutions used to manage 
and govern the business process. In 
this unpredictable environment, CIa 
is facing many challenges: "being ag­
ile and responsive, reducing resource 
requirements for operations and 
growth, providing the best service to 
support the organisation goals, reduc­
ing the operating cost structure of the 
IT enterprise, achieving scale opera­
tions in the enterprise, enhancing per­
formance of people products and ser-
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vices, improving transparency, en­
hancing repQrting chains and benefit 
realization,and balancing the compet­
ing'demands of many stakeholders" 
(Cherinka, Miller and Prezzama, 
2009). 

In terms of the role of CIa the ques­
tion is that what the differences be­
tween private institutions and govern­
ment agencies are. In fact there are 
perceptions of persisting difference 
between cIa dynamics in private vs. 
public sector. For example, as shown 
table 1, it can be seen that ecosystems 
in private institutions more support­
ive of the development of Innovative 
CIa compared with the existing eco­
system in government institutions. It 
is challenge for government institu­
tions to advance in implementing in­
formation technology efficiently 
within the organization. 

Table 1: CIO- Private liS Publie~ 

S.N Characteristics Private Public Sector 
Sector 

I Control Shareholders Voters 
2 Orientation Result· Procedure-

Oriented oriented 
3 Clientele Customer Citizens and 

Non.citizens 
4 Motivation Profit Service 
5 Working Competitive Monopoly 

Environment 
6 Risk-taking Risk-taking Risk-averse 

BehaviorI 
Source: D.C Misra 2009, Government C/O 

With rapid technological develop­
ments, the use of information and com­
munication technologies (ICT) has 
great impact both of government in­

stitutions and private institutions. The 
emergence of new technologies pro­
motes an organization to consider 
changes quickly and efficiently to the 
business. This is because the change 
is equally significant for performance 
and the development of innovative 
climate. In fact that however CIa's 
ability in leading organizations con­
cerned with the governance of ICT is 
still left behind by the ability of the 
transformative power of technology. 
In line with this, it has been argued 
that today and the foreseeable future 
that will become the most powerful 
driver of change is technology, espe­
cially Information and Communica­
tion Technology (ICT) that is expected 
to bring a positive influence to drive 
innovation within the organisations in 
particular for supporting the develop­
ment of ICT strategic planning. 

Looking at the perspective of the role 
of CIa, it has argued that Clas have 
failed to give added value to their or­
ganizations and have become obsolete 
(Ross & Weill, 2002). However, others 
authors argue that the role of the cIa 
has. evolved into one responsible for 
providing the IT infrastructure and 
capabilities in order to ensure effec­
tive business operations (Leidner & 
Mackay, 2007). It can be seen that the 
role of CIa has become more strate­
gic as well as the cIa profession have 
evolved greatly enough to deal with 
the pace of global competition and 
technological change especially in en-
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couraging changes in business pro­
cesses through the use of IT. 

In line with this, Polanksy, Inuganti 
and Wiggins (2004) presented a 10 
Point Leadership Agenda for CIOs 
that they believe are reflective of the 
commonly shared insights, concerns 
and expectations of CIOs: IT strategy; 
IT governance; IT organisation and 
staffing; Technology and architecture; 
Technology awareness; Corporate 
governance; Business intelligence; 
Business transformation; Customer 
care; Internet and e-business (polanksy 
et al., 2004 p. 30-1). Thus, according to 
Chun and Mooney (2009) that the role 
of CIOs are "(1) ability to contribute to 
corporate strategy; (2) competence in busi­
ness process innovation and design and the 
ability to anticipate business needs; (3) ex­
pertise in managing and demonstrating IT 
costs and their impact; (4) effectiveness in 
publicizing and raising IT's profile and 
position within the company; and (5) strong 
communication, negotiation! and facilita­
tion skills. N. 

Furthermore, Lawry & Waddell (2008) 
discussed nine future expectations for 
CIO that had been summarised from 
Polansky et al. (2004) as : "Responsi­
bilities will continue to shift from tech­
nical/ operational to a strategic/ man­
agement focus; The CIOs success will 
be redefined to encompass strategic, 
enterprise-wide business goals and 
objectives; The focus of the CIO and 
the mission of IT will be redirected 
away from internal customers, and 
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focused more towards external cus­
tomers, partners, service providers 
and other links in the extended value 
chain; Human capital management 
will become a key CIO responsibility; 
CIO responsibilities will include IT 
portfolio management, IT investment ' 
management and risk assessment; 
Business continuity and disaster re­
covery will continue to be seen as pri­
mary CIO responsibilities; Actionable 
business intelligence will become a 
standard deliverable from IT; Increas­
ing importance on Governance will 
require the CIO to develop a deeper 
understanding and intuitive grasp of 
corporate finance and accounting pro­
cesses; CIOs will assume a greater 
leadership role with a focus on shap­
ing and creating a world economy fu­
elled by information" (Polanksy et al" 
2004). It seems that the role of the CIO 
has evolved greatly in which the role 
and responsibilities of CIO becomes 
important and strategic role in sup­
porting organizational goals. 

In summary, the changing role of the 
CIO has occurred from function as the 
Head of IT becomes transformational 
leader and business strategist as 
shown at figure 2. In line with this, the 
CIO as decision-maker of ICT devel­
opment can playa strategic role of in­
tegration between business strategies 
and information technology (IT) strat­
egies. Until now, CIO paid attention 
to develop IT strategy alone and has 
poor experience about IT strategies 
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Figure 2: The Role of CIa 

that associated with business strate- ness innovation as well as to build IT 
gies. Indeed, the evolution to more management framework that defines 
strategic role is apparently important a new profile for an innovative CIO 
for CIOs by innovative use of technol­ profession. 
ogy. Thus, CIOs must integrate well 

The aim of this paper is to provide a with information, intelligence, invest­
clearer understanding of the way thatment and innovation as mentioned 
government institutions and privateabove. Moreover, it is important to 
institutions adapt to changes inunderstand business needs in order to 
organisation structure in creating a able to align between IT strategy and 
innovative ao. In order to address the business strategy. 
issues is that how a ao can be inno­
vative, three elements for ao to be 

THE ELEMENTS OF THE INNOVA­ innovative are identified namely a 
TIVECIO clear "Visioning", Support, and Net­

working.
Innovation is now part of the role of 
ao. In general, CIa should be driv­ Firstly, innovation is necessities and 
ing innovation on the wheels of IT in must be supported with the clear vi­
particular to manage IT enabled busi­ sions of a leader. Unclear 'visioning' 
ness innovation. The key point is to will negatively affect or even inhibit 

------------ ---_._----_._--- build innovative IT solutions for busi- the climate of innovation development 
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within an ICT organization. Hence, a 
strong commitment can give positive 
contribution in delivering the success­
ful vision (Watt & Henderson, 2006). 
According to BoyntonetaL (1994) that 
a leader must define a clear mission 
and provide emphasis on future plans 
to support the mission. Indeed, enlist­
ing them in their objectives will greatly 
assist in building innovative climate. 
By doing this, CIO gain a more strate­
gic role by promoting a vision as well 
as developing long-terms objectives 
and strategies can translate vision into 
realistic goals. It seems that through 

VOL. 8 NO.2 JUNI 2010 

clear tasks and functions, CIOs can 
motivate and collaborate with their 
peers and subordinates to achieve 
their vision and mission in the context 
of the other role of CIO as a Chief Vi­
sion Officer (CVO). Thus, collabora­
tion and cooperation in order to 
achieve the goals is an indicator of the 
growing influence of innovative cli­
mate in an IT organization. In particu­
lar, the successful performance for CIO 
is to promote collaboration between 
IT and business in the context of con­
tributing to strategic planning and 
strategic decisions. 

Figure 3: Three components of -00 
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Secondly, support from top manage­
ment is needed in sustaining all busi­
ness activities. This is because a leader 
will determine the building of a work­
ing environment that encourages an 
innovative climate within the ICT 
organisation. Thus, consistency is im­
portant to the leadership role of inno­
vative climate (Watt & Henderson, 
2006). According to Litwin and 
Stringer (1968 cited in Watts & 
Hendeson, 2006), different leadership 
has different style in managing the 
business operation. Having said this, 
indeed, within an organisation, the 
role of cIa is to foster a well-planned 
and sustainable innovation in term of 
IT and business strategy. In other 
words, cIa creates an innovative cli­
mate in which they encourage and 
engage subordinates to participate in 
a comfortable, free and open manner 
(Aderson & West, 1998). In addition to 
this, Clas are obligated to support 
their subordinates in a way that gives 
them motivation to excel (Watt & 
Henderson, 2006). It is clear that, the 
full support from top management 
will be able to create a conducive 
workplace in supporting innovative 
CIa. Thus, it is very important to pro­
vide clear duties and responsibilities 
to the CIa in carrying out their duties 
in an organization. 

Lastly, networking plays an important 
role in supporting business success 
and business operations. Networking 

IIas a means to establish an extended 
web of relationships is a critical cIa 
skill (Applegate et aL, 1992 cited in 
Watts & Hendeson, 2006). Building 
effective relationship and networking 
with internal and external peers and 
other executives is an essential today 
for any CIa (Smith, 2006, p. 86). Thus, 
it is important for Clas to understand 
the business as well as to have exper­
tise both of soft skills and hard skills 
in order to support strategiC decision 
and business operations (Watt & 
Henderson, 2006). In fact, even though 
it is not easy to convince peers that IT 
is a great factor in playing important 
role in the organisation, it is important 
for Clas to communicate about IT 
implementation with their peers in 
order to align between IT strategy and 
business strategy. Thus, building re­
lationships and networking is a neces­
sity that must be conducted in sup­
porting business activities. 

In addition to this, the key success fac­
tor in addressing the technological 
development is innovation. In fact that 
innovation is required as an effort to 
become an integral part of global com­
petition. In other words, it would be 
much better for development of ICT 
standard to be marker-driven rather 
than government imposed (Parlade, 
2010). For example, most of the com­
monly adopted ICT standards in ex­
istence today have been developed 
through been developed through vol-
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Figure 4: i-CIO Ecosystem 

untary, supplier, open source etc. It is 
clear that it is important to deal with 
competing innovative responses to 
market demands ultimately give rise 
to reorganization of ICT standard be­
cause of innovation, value and cus­
tomer choice. 

Thus, innovative culture for CIOs is 
imperative in order to deal with the 
rapid technological developments. In 
terms of leadership - Chief Informa­
tion Officer (00) is required to take 
whole governments and industries 
business process into new ways of 
working based on transparency, col­
laboration, and sharing value through 
innovative climate. Thus, it is becom­
ing essential for governments and in­
dustries to work closely with their 
stakeholders on strategic plan and ini­
tiatives in order to help raising aware­
ness of the use of IT as well as to pro­
mote 00 closer to the business side. 
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In conclusion, there elements have 
provided an outline of important as­
pects that influence the creation of cre­
ative and innovative cIa in an 
organisation. This is because without 
a clear mission, support from top man­
agement, relationship with subordi­
nates and peers indeed it is difficult 
to create an innovative climate in the 
era of development of technology. In 
addition to this, in order to support 
the three elements, a CIOs need to 
have basic behaviour such as manifest­
ing commitment, exhibiting consis­
tency and having expertise both of soft 
skills and hard skills. In particular, risk 
taking behavior, having access to the 
knowledge sources, giving rewards, 
doing things with new ideas, free flow 
of information and management 
support are important elements of 
ecosystem for Innovative cIa devel~ 
opment in supporting ICT Strategic 
Planning. 

It is important that cIa should be an 
expert both information technology 
and information system management. 
New skills such as security, IPR com­
pliance, knowledge management, and 
familiar with ERP, EA, SCM and SCM 
become important as well as strategic 
position should be hold at least a di­
rectorate level (Obi and Iwasaki, 2010). 
By doing this, a CIa will be able to 
be innovative, in which they are 
able to give added value to their or­
ganizations. 
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Source: wwwstudymarketlng,org 

Figure 5: Ecosystem 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

The previous analysis outlined a num­
ber of elements that will need to be 
addressed as cros are to become to 
be innovative. The three elements are 
very important in building the inno­
vative CIO. Obviously having a clear 
goal, obtaining support from manage­
mentand establishing networking will 
encourage the creation of innovative 
climate. This was apparent that there 
was still work to be done in relation 
to creating the Innovative CIO. 
According to authors the three 
elements will affect the role of CIO 
in an organisation along with strong 
commitments, consistency and 
skills. 

In order to solve the above issue, In­
donesian Government has set up the 
following short-term policies that are 
being implemented 

1. 	 Promoting CIO University pro­
gram through collaboration with 
the universities in the framework 
of CIO Master Program 

2. 	 Capacity building through 
trainings and courses for local gov­
ernment officer in order to improve 
leT skills and management skills 
that pertains to Information Tech­
nology. 

3. 	 Develop International Academy of 
Chief Information Officers 

4. 	 Increase in investment for leT to 
ensure the "Innovation Culture" 
will deliver real value 

5. 	 Implementation of internal gov­
ernmentmecharusm to make Indo­
nesia Government especially 
KOMINFO the leading govern­
ment agency in innovation 

In conclusion, this paper has provided 
an outline of important issues that in­
fluence the creation of innovative 
CIOs. If anything, the paper outlines 
the need for more analysis. The paper 
supports the findings that CIO needs 
to be creative and innovative in order 
to cope with the IT architecture, the 
people, and the competition. In addi­
tion to this, by providing the elements 
for a CIO to be innovative, it is impor­
tant to understand new system to the 
new business process within the 
organisation Therefore, it is important 
to have innovative CIOs to adapt 
quickly in line with technological 
changes. 
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STUDI PEMANFAATAN FASILITAS UNIVERSAL SERVICESOBLIGATION 
{USO} DIPURWAKARTA- JAWA BARAT 

Sri Ariyanti 

Sri.ariyanti@depkominfo.go.id 

ABSTRACT 

Information technology plays an important role in enhancing the development of a 
nation. Information needed in various sectors such as education, health, social, cultural, 
economic, etc. Through information technology the standards ofliving can be increased. 
Communities need information without exception for difficult area oftelecommunica­
tion infrastructure affordable. The current condition is still occurred agap between the 
urban with rural areas. To overcome the digital divide, the government organizes the 
Universal Service Obligation (USO) tofulfill the needs ofsociety, especially in remote or 
undeveloped areas to gain telephone and Internet access. The usa program agenda 
were the establishment of telephone access in 31 824 villages in the year 2009, the 
establishment ofInternet access in 4218 sub-districts in 2011 and the establishment of 
internet access in 31 824 villages in 2013. Until February 1, 2010, the program had 
reached 25.082 desa berdering and 100 desa pinter. This research to determine the 
extent to which local communities take advantage ofthe construction ofthe usafacili­
ties were provided. This researchis located in Purwakarta, Jawa Barat. The result or 
this research was the society less utilize usa facilities since there are other 
telecommunications equipment such as mobile phone. This result was strengthened by 
the acquisition of data for 82% of desa berdering respondents and 73% of pinter 
respondents in the town of Purwakarta already using cellular telephone facilities. In 
addition, the usafacilities are less strategically so that people rarely use it. 

Key word: utilize, Universal Services Obligation, Purwakarta 

ABSTRAK 

Teknologi informasi berperan penting. dalam meningkatkan
perkembangan suatu bangsa. fnformasl dibutullkan dalam berbagai sektor 
misalny'a sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan 
sebagainya. Mefalui teknologi informasi taraf hiaup masyarakat
dapal: meningkat. Masyarakat sangat membutuhkan inlormasi tanpa
teikecuali bagi masyarakat didaeerah yang sulit terjangkau sarana 
telekomunikasl. Kondisi sa at ini masih terjadi kesenjangan teknologi 
antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Untu1< mengatasi 
kesenjangan teknologi tersebut pemerintah menyelenggarakan program Uni 
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versal Services Obligation (USO) atau Kewajiban Pelayanan Universal 
yaitu kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara 
jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah 
terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dan 
internet dapat terpenuhi. Agenda program USO yaitu terwujudnya akses 
telepon di 31.824 desa pada tahun 2009, terwujudnya akses internet di 4.218 
kecamatan pada tahun 2011 dan terwujudnya akses internet di 31.824 desa 
pada tahun 2013. Sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2010, program desa 
berdering telah mencapai 25.082 desa dan 100 desa berbasis internet (desa 
pinter). Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat disekitar 
pembangunan usa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan maka 
dilakukan penelitian pemanfaatan fasilitas Universal Services Obligation. 
Dalam penelitian ini studi kasus berada di Purwakarta. Dalam penelitian ini 
dihasilkan bahwa masyarakat dilokasi pembangunan usa khususnya di 
daerah Purwakarta kurang memanfaatkan fasilitas usa karena sudah ada 
alat telekomunikasi lain yaitu telepon seluler. Hal ini diperkuat dengan 
perolehan data sebesar 82% responden desa berdering dan 73% 
responden desa pinter di kota Purwakarta sudah menggunakan fasilitas 
telepon seluler. Selain itu lokasi fasilitas usa yang kurang strategis 
sehingga masyarakat jarang menggunakannya. 

Kata-kata kunci : Pemanfaatan, Universal Services Obligation, Purwakarta 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) memberikanmanfaat yang besar 
bagi masyarakat. Pada bidang 
komunikasi misalnya teknologi 
sangat penting sebagai alat 
berkomunikasi jarak jauh maupun 
dekat. Telepon/ Hand Phone sekarang 
menjadi kebutuhan pokok untuk 
berkomunikasi d-engan orang lain. 
Alat telekomunikasi tersebut juga 
membatu keperluan dalam bidang 
pendidikan, perdagangan, sosial dan 
lain-lain. Dalam bidang pendidikan 
misalnya membantu komunikasi 
antara siswa dengan guru, antara 
siswa yang satu dengan yang lainnya. 

Dalam bidang perdagangan 
masyarakat dapat menggunakan 
Telepon/HP untuk menawarkan 
barang dagangannya. Pada bidang 
sosial telepon/HP digunakan untuk 
membantu menjalin silaturahmi 
dengan saudara, teman atau orang 
lain. Internet merupakan salah satu 
bentuk sarana TIK. Internet sangat 
membantu dalam bidang sosial, 
ekonomi, pendidikan, kesehatan dan 
lain-lain. Masyarakat dapat 
menggunakan internet untuk 
berkomunikasi dengan orang lain 
dalam dunia maya. Selain itu internet 
juga memberikan informasi mengenai 
masalah kesehatan seperti jenis 
penyakit dan pengobatannya, 
informasi dokter, informasi rumah 
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sakit, dan lain-lain. Melalui media 
internet dapat juga membatu dalam 
bidang ekonomi misalnya perda­
gangan, bisnis, lapangan pekerjaan, 
dan lain-lain. Dengan demikian 
sarana TIK sangat penting bagi 
masyarakat. 

Sesuai dengan amandemen ke-empat 
Undang Undang Dasar 1945 pasal28 F 
yang menyatakan bahwa: "Setiap orang 
berhak untuk berkomunikasi dan 
memperolehinformasi untuk mengem­
bangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan infor­
masi denganmenggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia." 

Maka dalam memperoleh informasi 
tidak dibatasi siapa saja. Diharapkan 
semua penduduk dunia memperoleh 
dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan fasilitas komunikasi 
yang tersedia. Masyarakat dari 
kalangan atas sampai bawah, dari kota 
sampai desa terpencil berhak 
memperoleh dan menyampaikan 
informasi. Kendala yang dihadapi 
saat ini adalah kurang tersedianya 
sarana telekomunikasi bagi 
masyarakat yang bertempat tinggal di 
desa terpencil dan pinggiran. Padahal 
mereka sangat membutuhkan sarana 
telekomunikasi tersebut untuk 
kelancaran berkomunikasi dan 
kemajuan perekonomian mereka. 
Untuk mengatasi kesenjangan 
informasi (digital divide) antara masya-
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rakat kota dan desa pemerintah menye­
lenggarakan program Kewajiban 
Pelayanan Universal atau Universal 
Services Obligation (USa) yang 
bertujuan untuk memberikan peme­
rataan pelayanan telekomunikasi 
kepada masyarakat khususnya di 
wilayah perdesaan, perbatasan dan 
yang secara geografis terpencil serta 
secara ekonomi belum berkembang 
termasuk di daerah perintisan, 
pedalaman dan pinggiran, dalam 
rangka mengurangi kesenjangan 
informasi sehingga dapat mendorong 
pertumbuhan wilayah tertinggaL 
memberikan stimulasi peningkatan 
potensi ekonomi wilayah tertinggal, 
menjaga kesatuan dan persatuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) serta mendorong pertum­
buhan industri telekomunikasi. 

Kewajiban Pelayanan Universal 
tertuang dalam Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika 
No:321 PERI M.KOMINFO110 12008. 
Peraturan Menteri tersebut mengatur 
tentang ketentuan umum, pendanaan, 
penyediaan Kewajiban Pelayanan 
Universal (KPU) Telekomunikasi, 
Penyelenggara Kewajiban Pelayanan 
Universal Telekomunikasi, Penye­
lenggaraan Kewajiban Pelayanan Uni­
versal Telekomunikasi, Ketentuan 
Rencana Dasar Teknis Penyeleng­
garaan Kewajiban Pelayanan Univer­
sal Telekomunikasi, tata cara 
pengawasan dan pengendalian, sanksi 
dan ketentuan lain-lain serta penutup. 
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Sedangkan penetapan Wilayah 
Pelayanan Universal Telekomunikasi 
(WPU1) tertuang dalam Keputusan 
Menkominfo No.145/KEP/ 
M.KOMINFO/2007 tang gal 13 April 
2007 kemudian ditegaskan dalam 
Peraturan Dirjen Postel No.247/ 
DIRJEN/2008 yang menetapkan 
WPUT sebanyak 31.824 desa. 

Kebijakan KPU / usa adalah 
terwujudnya aksestelepon di 31.824 
desa tahun 2009, terwujudnya akses 
internet di 4.218 kecamatan tahun 
2011 dan terwujudnya akses internet 
di 31.824 desa pada tahun 2013 
sehingga secara bertahap dapat 
mewujudkan masyarakat berbasis 
informasi pada tahun 2025.1 Pada pro­
gram pembangunan USO tersebut 
disediakan dua jenis layanan yaitu 
layanan desa dering (yang menye­
diakan layanan telepon/memanggil 
dan dipanggil, Short Message Service 
(SMS) dan akses internet) dan layanan 
desa pinter/ desa punya internet 
(yang menyediakan layanan telepon/ 
memanggil dan dipanggil, Short Mes­
sage Service (SMS) dan akses internet 
dilengkapi dengan pC).2 

Pembangunan fasilitas usa sampai 
tanggal 1 Pebruari 2010 telah 
mencapai 25.082 desa berdering dan 
100 desa berbasis internet (desa 
pinter). Untuk mengetahui bagaimana 
kesiapan masyarakat desa terhadap 

pembangunan infrastruktur usa 
maka dilakukan penelitian mengenai 
pemanfaatan fasilitas usa tersebut. 
Pada kasus ini diteliti pemanfaatan 
fasilitas USO di daerah Purwakarta, 
Jawa Barat. 

B. 	 Permasalahan 

Pembangunan Infrasttuktur usa yang 
telah mencapai 25.082 des a berdering 
dan 100 des a berbasis internet (desa 
pinter) sampai tanggall Pebruari 2010 
diharapkan memberikan nilai tambah 
(added value) bagikemajuanmasyarakat 
desa. Untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh pemba-ngunan 
infrastruktur usa pada masyarakat 
desa yang menerima bantuan fasilitas 
usa maka permasalahan yang harus 
diteliti adalah sebagai berikut: 

1. 	 Bagaimana penggunaan fasilitas 
usa oleh masyarakat sekitar lokasi 
pembangunan 

2. 	 Bagaimana pemanfaatan fasilitas 
usa oleh masyarakat di sekitar 
lokasi pembangunan 

3. 	 Faktor apa saja yang mendorong 
dan menghambat penggunaan dan 
pemanfaatan fasilitas usa yang 
tersedia. 

C. 	Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui penggunaan dan 

1 BTIP,2010 
2 Swakelola, Laporan Pendahuluan Studi pemanjaatan Fasilitas usa Sebagai Penyedia Jasa Akses Telekomunikasi 

dan Informatika, Puslitbang Postel, 2010 
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pemanfaatan. fasilitas usa oleh 
masyarakat disekitar lokasi 
pembangunan fasilitas usa, faktor 
yang mendorong dan menghambat 
pemanfaatan fasilitas usa tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah 
diperolehnya data dan informasi yang 
akurat tentang penggunaan dan peman­
faatan fasilitas usa oleh masyarakat 
di sekitar lokasipembangunan USO, ... 
yang dimanfaatkan dalam membe­
rikan rekomendasi peningkatan. 
pemanfaatan fasilitas usa dan 

VOL. 8 NO.2 JUNI 2010 

kebijakan untuk mempromosikan 
affordability jasa telepon melalui 
subsidi silang (Mueller Jr., 1997),3 

Sesuai perjalanan waktu, konsep 
Universal Service kemudian diartikan 
bahwa setiap rumah tangga dalam 
suatu negara memiliki sambungan 
telepon, biasanya telepon tetap. 
Namun mengingatdefinisi di atas 
hanya layak untuk negara maju, maka 
kemudian muneul pula istilah Univer­
sal Access yang bisa dijangkau. dan 
lebih sesuai dengan praktek-praktek 
ill negara berkembang.3 

.. Universal Access diartikan bahwapengelolaan fasilitas USO. 
. setiap orang dalam suatu kelompok 

KERANGKA KONSEPTUAL 

A. 	Universal Services Obligation 
(USO) 

1. 	 Pengertian Universal Services Obligation 

Istilah Universal Service tereatat 
pertama kalinya dalam kosakata 
sektor telekomunikasi pada tahun 
1907. Saat itu Presiden perusahaan 
telekomunikasi terkemuka AT&T, 
Theodore Vail, mempopulerkan slo­
gan "One System, One Policy, Universal 
Service" dalam laporan tahunan 
perusahaan tersebut berturut-turut 
hingga tahun 1914. Para ahli sejarah 
dan pengambil kebijakan berpendapat 
bahwa konsep yang disampaikan 
oleh Vail tersebut mengaeu kepada 

masyarakat haruslah dapat mela­
kukan akses terhadap telepon publik 
yang tidak harus tersedia dirumah 
mereka masing-masing. Universal Ac­
cess ini biasanya dapat diperoleh 
melalui telepon umum, warung 
telekomunikasi atau kios sejenis, mul­
tipurpose community center, dan 
berbagai bentuk fasilitas sejenis (lTU, 
2003). Dalam banyak literatur, kedua 
istilah Universal Service dan Universal 
Access ini kemudian sering dipakai 
pada saat bersamaan dan sering pula 
dipertukartempatkan tanpa mengu­
bah arti masing-masing.3 

Pengertian usa menurut UU RI 
Nomor 36/1999 pasal 16 ayat 1: 
Kewajiban pelayanan universal (uni­
versal service obligation) merupakan 

3 Purnomo,Bambang,2010. Program USO Telekomunikasi 
di Indonesia,Palembang, Blog 
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kewajiban penyediaan jaringan 
telekomunikasi oleh penyelenggara 
jaringan telekomunikasi agar 
kebutuhan masyarakat terutama di 
daerah terpencil dan atau belum 
berkembang utnuk mendapatkan 
akses telepon dapat terpenuhi. Dalam 
penetapan kewajiban pelayanan uni­
versal, pemerintah memperhatikan 
prinsip ketersediaan pelayanan jasa 
telekomunikasi yang menjangkau 
daerah berpenduduk dengan mutu 
yang baik dan tarif yang layak. 

2. 	 Tujuan Universal Services Obligation 
(USO) 

Sebenarnya tujuan konsep Universal 
Service dan Universal Access tidaklah 
semata-mata untuk menyediakan 
fasilitas telekomunikasi kepada 
seseorang atau kelompok masyarakat 
saja, tetapi adalah untuk: 

a. 	 meningkatkan produktifitas dan 
pertumbuhan ekonomi; 

b. 	mempromosikan proses kohesi 
sosial dan politik melalui 
pembauran komunitas yang 
terisolir dengan komunitas 
umum/maju; 

c. 	 meningkatkan cara dan mutu 
penyampaian jasa-jasa publik 
pemerintah; 

d. 	 memacu keseimbangan distribusi 
populasi; dan 

e. 	 menghilangkan kesenjangan sosial 
dan ekonomi antara information rich 
dan information poor.3 

3. 	 Fasilitas Universal Services Obligation 
(USO) 

Seperti telah diuraikan diatas fasilitas 
usa diberikan kepada masyarakat 
pedesaan, daerah terpencil dan 
perbatasan yang belum mempunyai 
fasilitas telekomunikasi. Dengan 
adanya fasilitas usa diharapkan 
dapat memberikan kemudahan bagi 
masyarakat desa dalam berkomu­
nikasi dan menjalankan aktivitasnya. 
Universal Services Obligation (USO) atau 
Kewajiban Pelayanan Universal 
(KPU) terdiri dari dua program yaitu: 

a. 	 Desa berdering yang terdiri dari 
layanan voice telephony, SMS dan 
akses internet 

b. 	 Desa pinter (pakaiinternet). Terdiri 
dari layanan voice telephony, SMS 
dan akses internet yang dilengkapi 
dengan satu buah Personal Com­
puter(PC) 

4. 	 Penetapan Wilayah Universal Ser­
vices Obligation (USO) 

Penetapan wilayah usa berdasarkan 
peraturan menteri komunikasi dan 
Informatika Nomor: 48/PER/ 
M.KOMINFO/ll/2009 wilayah usa 
adalah daerah tertinggal, daerah 
terpencil, daerah perintisan, daerah 
perbatasan, dan daerah yang tidak 
layak secara ekonomis, serta wilayah 
yang belum terjangkau akses dan 
layanan Telekomunikasi. Wilayah 
Pelayanan Universal Telekomunikasi 
(WPUT) terdiri dari WPUT desa 
berdering dan WPUT desa pinter. 
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Agenda program usa yaitu 
terwujudnya akses telepon di 31.824 
desa pada tahun 2009, terwujudnya 
akses internet di 4.218 kecamatan pada 
tahun 2011 dan terwujudnya akses 
internet di 31.824 desa pada tahun 
2013. Sampai dengan tanggal 1 
Pebruari 2010, program desa 
berdering telah mencapai 25.082 desa 
dan 100 desa berbasis internet (desa 
pinter). 

B. 	Unified Theory ofAcceptance and 
Use ofTechnology (UTAUT) 

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat 
yang berarti guna, faedah. 
Pemanfaatan berarti proses, cara, 
perbuatan memanfaatkan/ menjadi 
ada manfaatnya. Pemanfaatan fasilitas 
usa adalah proses memanfaatkan 
fasilitas usa yang terdiri dari layanan 
telepon, Short Message Services (SMS) 
dan internet. Penelitian pemanfaatan 
fasilitas usa ini dilakukan dengan 
mengadopsi Unified Theory of Accep­
tance and Use ofTechnology (UTAUT). 

Teori UTAUT dikembangkan oleh 
Venkatesh et aI, 2003 yang bertujuan 
untuk menjelaskan maksud 
pengguna menggunakan sistem 
informasi dan perilaku penggunaan 
berikutnya. Teod ini berpendapat 
bahwa empat kunci konstruksi yaitu 
Performance expectancy, Effort Expect­
ancy, Social Influence dan Facilitating 
Conditions adalah penentu langsung 

niat penggunaan dan perilaku. Gender, 
Age, Experience, dan VoluntarinessofUse 
sebagai moderating variable dirancang 
untuk untuk menengahi dampak 
empat konstruksi tersebut diatas 
dengan tujuan penggunaan dan 
perilaku. 4 Model teori UTAUT 
digunakan sebagai alat analisis 
penggunaan fasilitas usa yang 
digambarkan dalam model gambar 1. 

Model UTA UT yang dihasilkan 
memformulasikan empat faktor yang 
memunculkan system acceptance dan 
usage dengan empat moderator kunci 
yang mempengaruhi. Faktor yang 
memunculkan user acceptance dari 
model UTAUT (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology) ini 
adalah: 

1. 	 Performance expectancy, yaitu 
tingkatan keyakinan user bahwa 
dengan menggunakan sistem akan 
membantu user menghasilkan 
performansi kerja yang maksimal. 

2. 	 Effort expectancy, yaitu tingkatan 
kemudahan yang dirasakan user 
dalam menggunakan sistem. 

3. 	 Social influence, yaitu kesadaran 
seseorang mengenai adanya orang 
lain yang menggunakan sistem. 

4. 	 Facilitating conditions, yaitu 
keyakinan adanya fasilitas 
organisasi dan teknis yang 
mendukung aktifitas user. 

4 http://en.wikipedia.org/ wiki/Unified_ Theory _oCAcceptance_and_ Use_oC Technology 
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Sumber :Konstruk UTAUT (Venkateshet. Al., 2003) 

Gambar 1. Model Unified Theon) ofAcceptanceand Use ofTechnology 

Sedangkan empat moderator kunci 
untuk model UTAUT (Unified Theory 
ofAcceptance and Use ofTechnology) ini 
adalah gender, age, experience dan vol­
untary ofsystem. Peiformance expectancy, 
effort expectancy, social influence dan fa­
cilitating conditions behubungan 
dengan intention behavior yang 
akhirnya menghasilkan behavior use. 
Behavior use menjadi pengukuran user 
acceptance dari sebuah sistem.5 

C. Analisis Regresi 

Analisis regresi bertujuan 
menganalisis besarnya pengaruh vari­
able bebas (independent) terhadap 
variabel terikat (dependent). Regresi 
linier dikelompokkan menjadi dua 
kelompok yaitu regresi linier 

Use 

BehaYior 


sederhana dan linier berganda. 
Perbedaan ini berdasarkan jumlah 
variable bebasnya, jika variable 
bebasnya hanya 1 maka disebut tinier 
sederhana, jika variable bebasnya 
lebih dari 1 maka disebut linier 
berganda. 

Komputasi umum regresi sebagai 
berikut: 

y= a + bX .........................................(1) 


Komputasi regresi linier berganda 
sebagai berikut: 

Y = a +bjX1 +b2X 2 + bnX n ."' .............(2) 


Keterangan: 


Y == Variabel terikat (dependen) 


a =Konstanta 
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bl ,2,n Koefisien regresi variable 
bebas 

X 1,2,n Variabel bebas (independen) 

Sifat-sifat garis linier sebagai berikut: 

1, 	 Jumlah simpangan positif dari 
titik-titik tersebar di atas garis 
regresi sama dengan jumlah 
simpangan negatif dari titik-titik 
yang tersebar di bawah garis 
regresi 

2. 	 Kuadrat simpangan mencapai 
nilai minimum 

Dalam regresi linier berganda terdapat 
nilai koefisien determinasi (R2) yang 
bertujuan untuk mengetahui berapa 
besar peran atau kontribusi dari 
beberapa variabel independen yang 
terdapat dalam persamaan regresi 
tersebut dalam menjelaskan nilai 
variabel dependen. Besarnya 
koefisien determinasi dari 0 sampai 
dengan 1. Regresi linier berganda 
digunakan untuk menguji pengaruh 
lebih dari satu independent variabel 
terhadap dependent variabe1.7 

METODE PENELITIAN 

A. 	Pendekatan Penelitian 

Metoda penelitian yang digunakan 
pada penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif yang 
didukung dengan pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kuantitatif 
dilakukan dengan melakukan survei 
kepada masyarakat disekitar fasilitas 
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USO sedangkan pendekatan kualitatif 
dilakukan dengan melakukan 
wawancara kepada pengelola usa 
dan aparat desa. 

B. 	Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di empat 
desa yang terdiri dari tiga desa 
berdering yaitu desa Warungkadu, 
Pasawahan Anyar ,Margasari dan satu 
desa pinter yaitu Wanawali. Ketiga 
desa berdering tersebut berada di 
Kecamatan Pasawahan. Sedangkan 
desa Wanawali berada di kecamatan 
Cibatu 

C. 	Populasi dan Sampel 

Populasi untuk penelitian adalah 
masyarakat disekitar pembangunan 
fasilitas usa b;~ekomunikasi. Jumlah 
sampel 25 responden untuk tiap 
wilayah survei. Teknik sampling 
untuk menentukan sampel yaitu 
dengan menggunakan simple random 
sampling (simple acak sederhana) 
karena masyarakat disekitar 
pembangunan homogen dan tidak 
menggunakan strata. Unit analisis 
individu berumur antara 15 tahun 
sampai 60 tahun. 

D. Teknik pengambilan data 

Teknik pengambilan data dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif 
dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif 
ini memerlukan sumber dara primer 
dan sekunder. Sumber data primer 

. berupa kuesioner yang diberikan 
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kepada responden. Data yang 
diperlukan adalah data berkaitan 
dengan pemanfaatan fasilitas usa 
oleh masyarakat disekitar fasilitas 
usa di wilayah tersebut. Sedangkan 
sumber data sekunder diperoleh 
dari literatur, internet serta data 
dari instansi lain yang terkait dengan 
usa. 
Pendekatan Kualitatif dilakukan 
dengan wawancara kepada pengelola 
fasilitas usa dan aparat desa. 
Pendekatan kualitatif digunakan 
untuk mendukung data kuantitatif. 

E. 	Teknik analisis data 

Analisis akan dilakukan terhadap data 
dari pengguna (data kuantitatif) dan 
bukan pengguna (data kualitatif) 
untuk dapat menjawab pertanyaan 
dalam permasalahan penelitian ini, 
tentang pemanfaatan fasilitas usa 
oleh masyarakat. 

1. 	 Analisis untuk pengguna 

a. 	 Variabel-variabel penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan 
untuk model penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1) 	 Performance Expectancy, meru­
pakan tingkat keyakinan 
masyarakat bahwa dengan 
menggunakan telepon desa/ 
fasilitas usa akan membantu 
masyarakat menghasilkan 
performasi kerja yang maksi­
mal. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel Per­
formance Expectancy adalah 
sebagai berikut: a) fasilitas usa 
membantu berkomunikasi; 
b) fasilitas usa membantu 
meningkatkan penghasilan; 
c) fasilitas usa memberikan 
dampak keuntungan terhadap 
pekerjaan sehari-hari. 

2) 	 Effort Expectancy, sebagai dera­
jat kemudahan yang dikaitkan 
dalam penggunaan sistem. 
Indikator yang digunakan 
untuk mengukur variabel Effort 
Expectancy adalah sebagai 
berikut: a) fasilitas usa mudah 
dipahami penggunaannya; b) 
penggunaan perangkat usa 
mudah dipelajari. 

3) 	 Social Influence, didefinisikan 
sebagai sejauh mana seorang 
individu memandang pen­
tingnya faktor lingkungan 
kerjanya (dalam hal ini lingkup 
sosial) dalam penggunaan 
sistem baru. Indikator yang 
digunakan untuk mengukur 
Social Influence adalah sebagai 
berikut: a) saya menggunakan 
fasilitas usa atas motivasij 
dorongan orang lain; b) 
lingkungan di daerah saya 
mempengaruhi saya dalam 
menggunakan fasilitas usa; 
c) orang yang menggunakan 
fasilitas usa di daerah saya 
dianggap lebih modern dari ­
pada yang tidak menggunakan. 
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4) 	 Facilitating Condition, merupa­
kan tingkat dimana seseorang 
percaya bahwa sebuah orgaru­
sasi dan infrastruktur teknis 
yang ada untuk mendukung 
penggunaan sistem. Indikator 
yang mempengaruhi facilitat­
ing condition adalah sebagai 
berikut: a) accessibility (adanya 
akses telekomunikasi di daerah 
tersebut); b) availibility (keterse­
diaan perangkat); c) ajJordability 
(keterjangkauan); d) acceptability 
(penerimaan). 

5) 	 Behavioral Intention, didefinisan 
sebagai niat membiasakan did 
untuk menggunakan fasilitas. 
Indikator yang mempengaruhi 
Behavioral Intention adalah 
sebagai berikut a) fasilitas usa 
akan membantu rutinitas peker­
jaan sehari-hari; b) fasilitas usa 
menjadi kebutuhan dalam 
rutinitas kegiatan sehari-hari. 

6) 	 Use Behavioral, didefinisikan 
sebagai kebiasaan masyarakat 
dalam menggunakan suatu 
fasilitas atau sistem. Indikator 
yangmempengaruhiuse behavioral 
adalah sebagai berikut: a) 
fasilitas usa digunakan untuk 
kegiatan saya sehari-hari; b) 
fasilitas usa berguna dalam 
mencari informasi (contoh: 
menerima email, berita online, 
download file, informasi perta­
nian, dsb...); c) fasilitas usa 
berguna dalam menyampaikan 
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informasi (contoh : mengirim 
email, upload file, dsb ...) 

b. Hipotesis 

Hipotesa menyatakan hubungan 
apa yang ingin diketahui atau yang 
ingin dipelajari. Maka hipotesis­
hipotesis penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

Hla: Hubungan antara Harapan 
performancy kerja (performance ex­
pectation) terhadap niat membia­
sakan did menggunakan (behavioral 
intention) dipengaruhi oleh moder­
ating gender 

H2a: Hubungan antara Harapan 
performancy kerja (performance ex­
pectation) terhadap niat membia­
sakan did menggunakari (behavioral 
intention) dipengaruhi oleh moder­
atingage 

Hlb: Hubungan antara Harapan 
usaha (effort expectancy) terhadap 
niat membiasakan diri mengguna­
kan (behavioral intention) dipenga­
ruhi oleh moderating gender 

H2b: Hubungan· antara Harapan 
usaha (effort expectancy) terhadap 
niat membiasakan diri menggrina­
kan (behavioral intention) dipenga­
ruhi oleh moderating usia (age) 

H3b: Hubungan antara Harapan 
usaha (Effort Expectancy) terhadap 
niat membiasakan did mengguna­
kan (behavioral intention) dipenga­
ruhi oleh moderating pengalaman 
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Ha: Harapan performancy kerja 
(performance expectation) berpenga­
ruh positif terhadap niat membia­
sakan diri untuk menggunakan 
(behavioral intention) 

Hb: Harapan usaha (effort expect­
ancy) berpengaruh positif terha­
dap niat membiasakan diri 
untuk menggunakan (behavioral 
intention) 

Hc: Pengaruh lingkungan sosial/ 
masyarakat (social influence) 
berpengaruh positif terhadap 
kebiasaan menggunakan (use 
behaviour) 

Hd: Niat membiasakan diri 
untuk menggunakan (behavioral in­
tention) berpengaruh positif 
terhadap kebiasaan menggunakan 
(use behaviour) 

He: Kondisi yang memfasilitasi 
(facilitating condition) berpengaruh 
positif terhadap kebiasaan meng­
gunakan (use behaviour) 

2. 	 Analisis untuk masyarakat bukan 
pengguna. 

Masyarakat di lingkungan fasilitas 
USO, dimungkinkan akan dite-mukan 
masyarakat bukan pengguna sehingga 
tidak dapat dilakukan dengan meng­
gunakanmodel UT AUT. Analisis akan 
dilakukan dengan statistik deskriptif, 
yaitu mendeskripsikan atau meng­
gambarkan data lapangan apa adanya 
tanpa bermaksud untuk generalisasi. 
Analisis data akan menggunakan 
analisis data Model Interaktif dari 
Miles dan Huberman (1944:12), yang 
dapat digambarkan sebagai terlihat 
pada Gambar 3. 

Data 
collection ~ [ Data ]

" 

./' t 
Data Conclusions: 

reduction ... ~ drawing/ 
vprifvinp' 

Sumber : Sugiyono (2007),"Memahami Penelitian Kualitatif', hal 94 

Gambar 3, Komponen dalam analisis data (interactive model),2 

61 



VOL. 8 NO.2 JUNI 2010 

a. 	 Mereduksi data berarti rnerang­
kurn, rnernilih hal-hal yang pokok, 
rnernfokuskan pada pada hal-hal 
yang penting, dieari terna dan 
polanya. Sehingga dapat rnernberi 
garnbaran yang lebih jelas, antara 
lain dapat rnernbuat kategorisasi, 
rnengarnbil data yang pokok­
pokok dan rnernbuang data yang 
tidak diperlukan. 

b. 	 Data display (penyajian data). 
Dalarn penelitian kualitatif, 
penyajian data dalarn bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan 
antar kategori atau flowchart, dapat 
juga berupa rnatrik, grafik, net­
work/jejaring kerja, dan grafik. 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

A. 	Pengurnpulan data 

Pengurnpulan data dilakukan di 
Purwakarta yang terdiri dari 4 des a 
yaitu desa Warungkadu, Pasawahan 
Anyar, Margasari dan Wanawali. 
Jurnlah responden rnasing-rnasing 
desa sebanyak 25 orang. Data dipe­
roleh dari pernbagian kuesioner 
kepada rnasyarakat disekitar pernba­
ngunan fasilitas usa. Selain itu juga 
dilakukan wawaneara kepada penge­
lola fasilitas usa dan aparat desa. 

Kuesioner yang disebarkan pada desa 
berdering (Warungkadu, Pasawahan 
Anyar dan Margasari) berupa 
kuesioner pengguna fasilitas telepon 

urnurn desa dan bukan pengguna. 
Kuesioner yang disebarkan pada des a 
pinter (Wanawali) berupa kuesioner 
pengguna telepon urnurn desa, 
pengguna internet dan bukan 
pengguna. 

B. 	Karakteristik responden 

Berdasarkan hasil pengurnpulan data 
responden berusia 15-26 tahun dan 
27-38 tahun paling rnendorninasi 
dengan persentase sebesar 33 % 
kernudian disusul responden yang 
berusia 39-50 tahun dengan persen­
tase 25 %dan responden berusia 51-60 
tahun paling keeil persentasenya 
yaitu sebesar 9 %. Responden jenis 
kelarnin laki-laki rnendorninasi 
dengan persentase 62 %. Sedangkan 
pendidikan terakhir SMP paling 
rnendorninasi dengan persentase 31 %. 
Pekerjaan responden sebagian besar 
sebagai petani dengan persentase 
22%. Sedangkan penghasilan per­
bulan sebagian besar kurang dari 
Rp.500.000,00 dengan persentase 60%. 

C. 	Tanggapan Pengguna Fasilitas 
usa 

1. 	 Pengguna Telepon Urnurn Desa 
(Desa Berdering) 

Berdasarkan hasH data yang 
diperoleh pengguna telepon urnurn 
desa paling banyak rnenggunakan 
telepon dalarn berkornunikasi yaitu 
dengan persentase sebesar 56% 
kernudian diikuti penggunaan 
telepon dan SMS dengan persentase 
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sebesar 39% dan penggunaan fasilitas 
SMS dengan persentase sebesar 5%. 
Sebagian besar responden menggu­
nakan fasilitas telepon umum desa 
untuk keperluan perdagangan 
dengan persentase sebesar 36%. 
Sebanyak 82% responden menggu­
nakan telepon umum desa kurang dari 
8 kali daIam sebulan. Responden juga 
paling banyak hanya mengeluarkan 
biaya kurang dari Rp.25.000,OO 
perbulan dalam menggunakan 
fasilitas telepon umum desa. 
Sebagian besar jarang menggunakan 
fasilitas telepon umum desa karena 
sudah ada fasilitas telekomunikasi 
lain yaitu telepon seluler. Sebesar 82% 
responden sudah pernah menggu­
nakan fasilitas telekomunikasi lain 
yaitu telepon seluler. 

Selain tanggapan tersebut diatas, 
responden juga harus mengisi 
kuesioner tanggapan pemanfaatan 
fasilitas usa yang menggunakan 
model UTAUT. Pengolahan data 
dalam penelitian ini menggunakan 
software SPSS 15. DaIam menentukan 
hipotesa ditolak atau tidak, bisa kita 
peroleh dari hasil uji analisis regresi 
linier berganda dan regresi moderasi. 
Kelayakan model regresi diukur 
dengan menggunakan nilai signi­
fikansi. Model regresi layak dan dapat 
dipergunakan jika angka signifikansi 
lebih kecil dari 0.05 (dengan presisi 
5%) atau 0.01 (dengan presisi 1 %). 
Dalam penelitian ini presisi yang 
digunakan sebesar 5%. HasH 
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pengolahan data pengguna telepon 
umum desa pada desa berdering 
dapat dilihat pada tabel1. 

Berdasarkan hasil pengolahan data 
dapat dianalisis bahwa nilai signifikan 
(significant level) koefisien regresi pada 
H1a, H2a, H1b, H2b, H1c, H2c, H4c, 
H1d,H2d,Ha,Hb,Hc dan He lebih 
besar atau sarna dengan 0.05 
(a=presisi=5 %) sehingga hipotesa 
ditolak. Sedangkan untuk hipotesa 
H3b, H3c, dan Hd diterima karena 
nilai signifikan (significant level) 
koefisien regresi kurang dari 0.05 
(a=presisi=5%). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa: 

H1a: Hubungan antara Harapan 
performancy kerja (Perfonnance Expec­
tation) terhadap Niat membiasakan 
diri menggunakan (behavioral Inten­
tion) tidak dipengaruhi oleh moder­
ating gender 

H2a: Hubungan antara Harapan 
performancy kerja (Perfonnance Expec­
tation) terhadap Niat membiasakan 
diri menggunakan (behavioral Inten­
tion) tidak dipengaruhi oleh moder­
ating age 

Hlb: Hubungan antara Harapan 
usaha (Effort Expectancy) terhadap Niat 
membiasakan diri menggunakan (Be­
havioral Intention) tidak dipengaruhi 
oleh moderating gender 

H2b: Hubungan antara Harapan 
usaha (Effort Expectancy) terhadap 
Niat membiasakan diri menggunakan 
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Tabell. HasH Pengolahan Data Pengguna Telepon Umum Desa Pada Desa Berdering 

ANOVA
variabel 

hiPo-1 terikat variabel bebas R- Adjusted R-
F-Sta-

Squared Squared 

0.093 1 0.015 

-0.09 

tistik 
Anava 

1.19 

0.88 

0.655 

1.936 

Level I _I KESIMPULAN
Siguifi- t­

dent) 

(indepen-dent)tesa (depen­

cant 
Anova 
0.328 

0.349 0.294 6.265 0.002 

0.025 

0.02 

0.361 

0.058 

-0.007 

0.306 

0.303 

0.752 

6.589 

0.823 

0.391 

0.001 

0.149 

0.6 

I 

0.076 

0.566 

2.04 

17.505 1 

0.126 

0 

0.615 I 0.582 

(BehavioralIntention) tidak dipengaruhi 
oleh moderating usia (age) 

H3b: Hubungan antara Harapan 
usaha (Effort Expectancy) terhadap 
Niat membiasakan diri menggunakan 
(behavioral intention) dipengaruhi oleh 
moderating pengalaman menggu­
nakan fasilitas atau sistem (experience) 

HIc: Hubungan antara Pengaruh 
lingkungan sosial/ masyarakat (social 
influence) terhadap niat membiasakan 

diri menggunakan (Behavioral Inten­
tion) tidak dipengaruhi oleh moderat­
inggender 

H2c: Hubungan antara pengaruh 
lingkungan sosial/masyarakat (social 
influence) terhadap niat membiasakan 
diri menggunakan (behavioral intention) 
tidak dipengaruhi oleh moderating age 

H3c: Hubungan antara pengaruh 
lingkungan sosial/masyarakat (social 
influence) terhadap niat membiasakan 
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dirimenggunakan (behavioral intention) 
dipengaruhi oleh moderating experience 

H4e: Hubungan antara pengaruh 
lingkungan sosial/ masyarakat (Social 
Influence) terhadap mat membiasakan 
dirimenggunakan (behavioral intention) 
tidak dipengaruhi oleh moderating 
voluntariness ofuse 

Hld: Hubungan antara Kondisi yang 
memfasilitasi (Fasilitating Condition) 
terhadap kebiasaan menggunakan 
(Use Behaviour) tidak dipengaruhi oleh 
moderating age 

H2d: Hubungan antara Kondisi yang 
memfasilitasi (jasilitating condition) 
terhadap kebiasaan menggunakan 
(use behaviour) tidak dipengaruhi oleh 
moderating experience 

Ha : Harapan performaney kerja (per­
formance expectation) tidak berpe­
ngaruh positif terhadap mat membia­
sakan diri untuk menggunakan (Be­
havioralIntention) 

Hb: harapan usaha (effort expectancy) 
tidak berpengaruh positif terhadap 
Niat membiasakan diri untuk 
menggunakan (Behavioral Intention) 

He: Pengaruh lingkungan sosial/ 
masyarakat (social influence) tidak 
berpengaruh positif terhadap kebia­
saan menggunakan (use behaviour) 

Hd: niat membiasakan diri untuk 
menggunakan (behavioral intention) 
tidak berpengaruh positif terhadap 
kebiasaan menggunakan (use 
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behaviour) 

He: kondisi yang memfasilitasi (facili­
tating condition) berpengaruh positif 
terhadap kebiasaan menggunakan (use 
behaviour) 

2. 	 Pengguna Telepon Umum Desa 
(Desa Pinter) 

Berdasarkan hasil pengolahan data 
pengguna telepon umum desa pada 
desa pinter dapat sebagian besar 
fasilitas telepon umum desa yang 
digunakan adalah telepon dan 8M8 
dengan persentase 73 % kemudian 
disusul penggunaan telepon 
dengan persentase 27%. Sedangkan 
penggunaan fasilitas telepon umum 
desa dalam sebulan kurang dari 5 kali 
dengan persentase terbesar yaitu 
sebesar 64%. Masyarakat desa jarang 
menggunakan fasilitas telepon umum 
desa karena sudah ada fasilitas 
telekomunikasi lain. 8ebesar 73 % 
sudah menggunakan fasilHas 
telekomunikasi lain yaitu telepon 
seluler atau Hand Phone. Sementara 
masyarakat menggunakan telepon 
umum desa untuk keperluan 
pendidikan sebesar 64%. Bagi 
masyarakat yang menggunakan 
telepon umum desa, pemakaian per 
bulan sebagian besar hanya kurang 
dari Rp.25.000,OO 

Adapun hasil pengolahan data 
tanggapan pengguna fasilitas usa 
yang menggunakan model UTAUT 
dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Pengolahan Data Pengguna Te1epon Umum Desa Pada Desa Pinter 

variabell Variabel 
Hipo- . terikat bebas R- Adjusted 
. tesa .1 (depen­ (indepen ISquared 1R-squared 

0.721 

-0.31 

-0.12 

-0.153 

-0.197 

-0.13 

0.244 -0.8 

0.194 -0.152 

9.595 0.007 I 0.15 

0.212 0.885 

0.644 0.61' 

0.336 0.724 

0.451 0.725 

0.617 0.626 

0.752 0.555 

0.561 0.658 

0.4 0.143 T0.1557 T0.283 I 
0.429 0.184 I 0.175 I 0.244 I 1.808 

Berdasarkan hasil pengolahan data 
dapat dianalisis bahwa nilai signifikan 
(significant level) koefisien regresi 
pada Ha sebesar 0 sehingga sig. < 0.05 
(a.=presisi=5%). Dengan demikian 
hipotesa diterima. Sedangkan 
hipotesa yang lainnya ditolak karena 
nilai significant lebih besar dari 0.05. 
Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa harapan performansi kerja (Per­
formance Expectancy) berpengaruh 
positif terhadap Niat membiasakan 
diri untuk menggunakan sistem (Be­
havioral Intention). 

3. Pengguna Internet (Desa Pinter) 

Responden pengguna internet pada 
desa pinter hanya satu orang saja. 
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Karena jumlah respond en hanya satu 
orang maka datanya tidak dapat 
diolah dengan menggunakan SPSS. 
Dari hasH pengisian kuesioner 
reponden sangat terbantu dengan 
adanya internet untuk membantu 
tugasnya dalam memperoleh 
informasi. Namun responden kurang 
menguasai penggunaan internet. 

D.Responden Bukan Pengguna 
Fasilitas USC 

1. 	 Profil Responden Bukan Pengguna 
Fasilitas usa 
Responden bukan pengguna 
fasilitas usa berusia 15-26 tahun 
dan 2<,"-38 tahun berjumlah 
terbanyak dengan persentase 35 %. 
Mayoritas responden berjenis 
kelamin laki-Iaki dengan persen­
tase sebesar 55%. Sebagian besar 
berpendidikan tc."akhir SMU 
dengan persentase sebesar 37% 
disusul SMP, SD dan D3/S1/S2. 
Sementara pekerjaan mayoritas 
sebagai petani/ nelayan dengan 
persentase sebesar 37%. 

2. 	 Tanggapan Bukan Penguna 
Fasilitas USC 

Berdasarkan data yang diperoleh 
sebagian besar responden tidak 
menggunakan fasilitas USO karena 
sudah ada fasilitas telekomunikasi 
lain. Sebanyak 98% responden 
sudahmenggunakan alattelekomu­
nikasi lain yaitu telepon seluler. 
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E. 	Tanggapan Pengelola Fasilitas 
USC dan Aparat Desa 

Selain memberikan kuesioner 
kepada masyarakat disekitar pem­
bangunan fasilitas usa, dilakukan 
wawancara kepada pengelola fasilitas 
USO dan aparat desa. Berdasarkan 
hasil wawancara dari pengelola usa 
masyarakat setempat jarang meng­
gunakan fasilitas usa karena sudah 
ada alat telekomunikasi lain yaitu 
telepon seluler. Selain itu hanya 
sebagian kecil saja masyarakat yang 
mengetahui keberadaan fasilitas USO. 
Lokasi penempatan telepon umum 
des a juga sebagian kurang strategis 
yaitu ditempatkan di kantor desa 
sehingga hanya sebagian kedl yang 
menggunakannya. 

Fasilitas internet di desa pinter juga 
belum diman-faatkan secara maksi­
mal oleh masyarakat karena hanya 
sebagian kecil masyarakat yang bisa 
mengo-perasikan internet. Selain itu 
juga karena jumlah PC yang terbatas 
dan penempatannya yang kurang 
strategis yaitu di kantor desa maka 
hanya sebagian kecil masyarakat yang 
memanfaatkannya. 

KESJMPULAN 

Setelah dilakukan pengumpulan, 
pengolahan dan analisa data 
penelitian pemanfaatan fasilitas Uni­
versal Services Obligation di Purwakarta 
dapat disimpukan bahwa: 
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1. 	 Pengguna telepon umum desa 
(desa berdering) paling banyak 
menggunakan telepon dalam 
berkomunikasi yaitu dengan 
persentase sebesar 56%. 

2. 	 Sebagian besar responden desa 
berdering menggunakan fasilitas 
telepon umum desa untuk 
keperluan perdagangan. 

3. 	 Sebagian besar masyarakat des a 
berdering jarang menggunakan 
fasilitas telepon umum desa 
karena sudah ada fasilitas 
telekomunikasi lain yaitu te1epon 
seluler atau Hand Phone dengan 
persentase responden sebesar 82%. 

4. 	 Pemanfaatan fasilitas telepon 
umum desa (desa berdering) yang 
dimodelkan dengan teori UTAUT 
dapat disimpulkan: 

a. 	 Hubungan antara Harapan usaha 
(Effort Expectancy) terhadap Niat 
membiasakan diri menggunakan 
(behavioral Intention) dipengaruhi 
oleh moderating pengalaman 
menggunakan fasilitas atau sistem 
(experience) 

b. 	Hubungan antara Pengaruh 
lingkungan'sosialJ masyarakat (S0­
cial Influence) terhadap Niat 
membiasakan diri menggunakan 
(behavioral Intention) dipengaruhi 
oleh moderating experience 

c. 	 Harapan performancy kerja (Per­
formance Expectation) tidak 

berpengaruh positif terhadap Niat 
membiasakan diri untuk meng­
gunakan (Behavioral Intention) 

d. 	 Harapan usaha (Effort Expectancy) 
tidak berpengaruh positif 
terhadap Niat membiasakan diri 
untuk menggunakan (Behavioral 
Intention) 

5. 	 Pengguna telepon umum desa 
pada desa pinter sebagian besar 
menggunakan fasilitas te1epon dan 
SMS dengan persentase 73%. 

6 
Penggunaan fasilitas telepon. 
umum desa pada desa berdering 
dalam sebulan kurang dad 5 kali 
dengan persentase terbesar yaitu 
sebesar 64%. Masyarakat desa 
jarang menggunakan fasiIitas 
telepon umum desa karena sudah 
ada fasilitas telekomunikasi lain 
yaitu telepon seluler dengan 
persentase penggunaan telepon 
seluler sebesar 73%. Sementara 
dalam penggunaannya masya­
rakat menggunakan telepon 
umum desa untuk keperluan 
pendidikan sebesar 64%. Bagi 
masyarakat yang menggunakan 
telepon umum desa, pemakaian 
per bulan sebagian besar hanya 
kurang dari Rp.25.000,OO 

7. Responden pengguna internet 
pada desa pinter hanya satu orang 
saja. Reponden merasa terbantu 
dalam menjalankan tugasnya 
berkat adanya internet. Namun 
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responden kurang menguasai 
dalam penggunaannya. 

8. 	 Masyarakat disekitar pemba­
ngunan fasilitas usa jarang 
menggunakan fasilitas disebabkan 
hal sebagai berikut: 

a. 	 Sudah ada fasilitas teleko­
munikasi lain yaitu telepon 
seluler. 

b. 	 Kurang adanya sosialisasi 
kebera-daan fasilitas USO 

c. 	 Penempatan fasilitas usa 
kurang strategis 

d. 	Jumlah komputer (PC) pada 
desa pinter sangat terbatas 
(hanya tersedia 1 PC pada tiap 
desa pinter) 

e. 	 Kurang menguasai penggu­
naan internetdan trouble shoot­
ing jika terjadi masalah pada 
komputer.dan koneksi internet 

SAR-4.N 

Berdasarkan hasil penelitian pemba­
ngunan infrastruktur usa kurang 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
perdesaan. Oleh karena ituagar 
fasilitas usa bermanfaat disarankan 
hal sebagai berikut: 

1. 	 Pembangunan fasilitas usa 
sebaiknya di daerah yang sama 
sekali belum ada alat teleko­
munikasi 

2. 	 Perlu di survey ulang desa yang 
benar-benar membutuhkan 
fasilitas usa 
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3. 	 Masyarakat lebih membutuhkan 
fasilitas internet jika dibanding 
telepon umum desa. Oleh karena 
itu untuk kedepannya fasilitas 
usa yang disediakan sebaiknya 
berupa layanan internet 

4. 	 Perlu adanya sosialisasi kebera­
daan fasilitas usa 

5. 	 Perlu memberikan pelatihan 
internet dan jaringan komputer 
agar masyarakat dapat meman­
faatkan fasilitas usa berupa 

. layanan internet secara optimal 

6. 	 Sebaiknya fasilitas USO diletakkan 
di tempat yang strategis sehingga 
banyak masyarakat yang meman­
faatkannya 

7. 	 Bantuan layanan internet 
sebaiknya difasilitasi komputer 
lebih dari satu sehingga banyak 
masyarakat yang dapat meman­
faatkannya 
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KONVERGENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TLK) 

KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF 


Yourdan 

ABSTRACT 

Law related to broadcasting business wisdom guide and telecommunication business, 
multi supposed media genuinely as opened law system and interacted easy with social 
environment of course fast changes technology change consequence. This watchfulness 
is in law science domain and social science by using approach interaction between both 
from time to time. Digital technology development in television broadcast esterial will 
flow in problem social, because technology utilization berawalfrom one implementation 
points and continued with decision gradually and not at moment's notice so that not too 
membenani society and end result configuring and increase society welfare standard 

Key words: Convergence oflCT, Legal 

ABSTRAK 

Hukum yang berkaitan dengan pedoman kebijaksanaan penyiaran usaha dan 
bisnis telekomunikasi, media multi seharusnya benar-benar sebagai telah 
dibuka sistem hukum dan mudah berinteraksi dengan lingkungan sosial tentu 
saja konsekuensi perubahan teknologi cepat berubah. Penelitian ini berada 
dalam domain hukum sains dan ilmu sosial dengan menggunakan pendekatan 
interaksi antara kedua dari waktu ke waktu. Pengembangan teknologi digital 
dalam siaran televisi esterial akan mengalir dalam masalah sosial, karena 
pemanfaatan teknologi berawal dari satu titik implementasi dan dilanjutkan 
dengan keputusan secara bertahap dan tidak dalam waktu saat itu agar tidak 
terlalu membenani masyarakat dan hasil akhir mengkonfigurasi dan 
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. 

Kata-kata kunci : Konvergensi TIK, Hukum 

nikasi yang bernaung dalam satuPENDAHULUAN 
grup, kalau pada negara tertentu yang 

konvergensi memang banyak dikaji mempunyai incumbent dominan 
dan dikembangkan, biasanya hanya membangun dan memiliki jaringan 
dalam satu penyelenggara atau backbone dengan mempersiapkan 
kumpulan penyelenggara telekomu- sistem konvergensi berbasis NGN, di 

Bu,etin

Pas dan 

Telekamunikasi 71 



VOL. 8 NO.2 JUNI 2010 

samping itu mempersiapkan suatu 
interface yang memungkinkan 
penyelenggara lain untuk dapat 
bergabung. 

Penggerak konvergensi, merupakan 
suatu lingkaran kalau kita masuk 
mulai dari konsumen dengan 
kebutuhan yang semakin tervariasi 
mengakibatkan perubahan struktur 
pasar telekomunikasi, dalam waktu 
yang bersamaan menangkap pangsa 
peluang dalam kemajuan teknologi. 
Perubahan layanan dan kebutuhan 
pelanggan digerakkan oleh pening­
katan permintaan layanan data dan 
multimedia, peningkatan permintaan 
conten yang bervariasi, dan permin­
taan akan tari£ yang murah. Peru­
bahan struktur pasar telekomunikasi 
digerakkan oleh semaraknya solusi 
yang inovatif interoperable dan bisa 
dieskalasi pada lingkungan IP, 
digitalisasi, perkembangan kemam­
puan computer (CPU, kapasitas 
memori untuk penyimpanan), 
perkernbangan teknologi optic, 
perkembangan IPv6. 

Dari penggerak konvergensi tersebut 
diatas berdampak pada perubahan 
paradigma melalui pendekatan 
tertentu dan usaha-usaha yang 
mengarah kepada terjadinya konver­
gensi teknologi secara terperinci dari 
keadaan lama mulai dari pasar yang 
bersifat monopoli, regulasi yang 
sangat ketat, hanya infrastruktur 
telekomunikasi, menghasilkan jasa 
dasar dan non dasar, informasi dengan 

format terpisah antara suara, data dan 
gambar, gabungan antara analog dan 
digital, jaringan akses didominasi oleh 
jaringan kabel, pentarifan berdasarkan 
waktu dan jarak, berdasarkan indus­
trial ekonomi. Sedangkan Paradigma 
yang baru melalu pendekatan pasar 
yang kompetitif regulasi yang 
longgar, infrastruklur menjadi 
Informasi, hasilnya berupa jaringan, 
jasa dan konten, Format dari Informasi 
dalam bentuk multimedia (konver­
gensi, teknologi seluruhnya telah digi­
tal, jaringan di dominasi oleh nirkabel 
(bergerak), pentarifan berdasarkan 
volume (bvte). 

Penggerak salah satu konvergensi 
yaitu digitalisasi TV siaran, dalam 
mencapai interoperability dan 
interworking, hal yang utama yang 
menjadi fokus dalam mengembang­
kan pola konvergensi adalah dari 
berbagai jaringan akses dan berbagai 
penyelenggara dan sistern kontrol 
yang diperlukan untuk bisa berga­
bung ke dalam sistem konvergen 
merupakan suatu kebutuhan 
kerangka kebijakan. 

Pola dinamika masyarakat Indonesia 
seakan masih bergerak tak beraturan 
ditengah keinginan untuk merefor­
masi semua bidang kehidupannya 
ketimbang suatu pernikiran yang 
handal untuk merumuskan suatu 
kebijakan ataupun pengaturan yang 
tepat untuk itu. Meskipun masyarakat 
telah banyak menggunakan produk­
produk teknologi informasi dan jasa 
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telekomunikasi dalam kehidupannya, 
namun bangsa Indonesia secara garis 
besar rnasih meraba-raba dalam 
mencari suatu kebijakan publik dalam 
membangun suatu infrastruktur yang 
handal (National Information Infra­
structure) dalam menghadapi 
infrastruktur informasi global (Global 
Infcrmation Infrastructure). 

Permasalahan 

Bagaimana keterkaitannya antar 
peraturan perundangan yang ada 
supaya Kebijakan konvergensi 
penyiaran dan telekomunikasi terjadi 
secara layak, pasti dan ditaati oleh 
masyarakat di Indonesia. 

TEOR! HUKUM, REGULASI DAN 
KEBIJAKAN 

1. 	 Teori hukum positif dan perkem­
bangannya 

Teori merupakan perenungan, cara 
atau hasil pandang dan kalau 
dikaitkan dengan hukum positif telah 
cukup lama dikaji oleh pakar teoritis 
hukum seperti Marx, Durkeim dan 
Weber, dalam konsep hukum positif, 
hukum pada waktunya telah diartikan 
sebagai norma baku yang terumus 
secara ekplisit dalam bentuk 
perundang-undangan nasiona1. 1 

Selanjutnya kajian hukum dari 
perspektif sosial berkembang saat 
pemikir sosial seperti Marx telah 

terbebas dari monism lama bertahan 
bahwa hukum adalah tertib kehi­
dupan, tertib moral, tidak ada 
pemisahan analisis antara apa yang 
normatif dengan positif dan atau yang 
empiris. 

Perubahan adalah melalui masa 
transisi yang tidak terelakkan, sejalan 
dengan perubahan itu hukum pun 
sebagai komponen sistem kehidupan 
akan ikut juga berubah secara 
fungsional. Masyarakat akan berkem­
bang secara progresif dari awal yang 
menggunakan teknologi seadanya 
hingga modern dan terus berkembang 
kepada hal-hal yang sangat kompleks 
dan menjadi kompak (terintegrasi) 
terjadinya konvegensi teknologi 
mengakibatkan terjadinya konvergensi 
peraturan perundang-undangan. 

Menurut Max Weber hukum2 

memiliki rasinalitasnya yang sub­
stantif tatkala substansi hukum 
memang terdiri dari aturan umum 
yang siap dideduksikan guna 
menghukumi berbagai kasus yang 
kongkrit. Sebaliknya, hukum dikata­
kan tidak memiliki rasionalitas yang 
substantif tatkala dalam tatanannya 
setiap perkara diselesaikan atas dasar 
kebijaksanaan-kebijaksanaan politik 
atau etika yang unik, bahkan mungkin 
emosional, tanpa bisa memjuk 
sekalipun dan sedikitpun ke aturan­
aturan umum yang secara objektif 
ada. Sernentara itu hukum akan 

1 Soetandyo Winjosoebroto, Hukum, Paradigm dan Dinamika Masyarakat, hal. 18 
2 Ibid 
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memiliki rasionalitas untuk menye­
lesaikan berbagai hal yang telah 
terpolakan demi untuk tercapai 
kepastian hukum. Holmes,3 meman­
dang hukum sebagai sejumlah 
keputusan dan maklumat yang pada 
hakikatnya merupakan cerminan 
kepentingan mereka yang mampu 
mendominasi di dalam masyarakat, 
yang seterusnya untuk menjamin 
realisasinya akan ditegakkan dengan 
bantuan sarana pemaksa. 

Dalam menuju sistem konvergensi 
yang terintegrasi, hukum sebagai 
sistem yang terbuka, sehingga mudah 
bertransaksi dengan lingkungan 
sosia! yang berubah, dalam hal ikwal 
menginputkan fakta, rnemprosesnya 
di dalam sistem throughputs yang 
secara sosial relevan, kemudian 
mengoutputkan kembali di tengah 
masyarakat sebagai sosiolegal judg­
ments yang benar-benar fungsional. 

Hukum akan menampakkan diri dan 
tunduk Pada keajengan-keajengan 
(regularities nomos) atau kesera­
gaman-keseragaman (uniformities). 
Dengan demikian hukum Penyiaran 
dan Telekomunikasi dapat diamati, 
secara sosiologis dan diteliti secara 
saintifik, non doktinal. Perubahan 
konsep hukum dari konsep positiv­
ism ke konsepempiris-sosiologis. 
Disini lebih mengedepan peran logika 
induksi untuk menemukan azas 
umum dan teori-teori mulai dari 

rninatur atau middle range maupun: 
yang grand. 

Skema hukum4 yang ideal dan realitas 
masyarakat dengan perkem-bangan 
teknologi telekomunikasi dan. 
informasi, sehingga sebuah produk . 
hukum dapat diterima atau diper- . 
tentangkan, hal ini tergantung makna . 
yang tergandung di dalamnya dan 
tentunya dapat mengakomodasi 
kepentingan umurn dan kepentingan 
politik. 

2. Tuntutan Kehati-hatian 

Pemerintah mengesahkan regulasi 
dengan sejumlah masalah, hal 
tersebut dilakukan karena pemerintah 
berusaha menyelesaikan sejumlah 
rnasalah. Biasanya ada banyak cara 
untuk menyelesaian masalah, dan 
regulasi yang dipilih dapat menjadi 
cara yang terbaik maupun tidak untuk 
menyelesaikan suatu masalah tertentu. 
Terkadang diketahui bahwa regulasi 
tersebut tidak benar-benar befungsi 
sebagaimana yang dimaksudkan dan 
bahwa masalahnya tidak terselesai­
kan dan bahkan menjadi lebih parah. 
Kemudian, Pemerintah sering beru­
saha untuk memperbaiki regulasi, 
baik dengan cara mengubahnya atau 
memberlakukan regulasi lebih lanjut 
untuk mengatasi masalah-masalah 
yang baru timbul akibat regulasi awal 
tersebut. Selain itu, regulasi-regulasi 
sering menimbulkan akibat-akibat 

3 Ibid, Hal 41 

4 Lihat Legal, Opinion, Aktualisasi dan teoritis dan Empiris, hal. 12. 
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yang tidak direncanakan. 

Regulasi dan perundangun-undangan 
tidak jelas, multiplikatif, atau tidak 
konsisten, pejabat pemerintah harus 
menafsirkannya. Kebutuhan akan 
penafsiran tersebut mernberikan 
mereka suatu keleluasaan wewenang. 
Kebijaksanaan tersebut mengizinkan 
mereka untuk mengabulkan, atau 
menolak untuk mengabulkan apa 
yang mungkin diminta oleh seorang 
warga. Dalam keadaan tersebut, 
wewenang untuk menolak 
menciptakan suatu pejuang 
mendapatkan uang untuk 
mengabulkan suatu permintaan. 
Kendali yang dipegang pejabat 
pemerintah terhadap sesuatu yang 
dibutuhkan oleh seorang warga 
memberikan wewenang kepada 
pejabat tersebut untuk menuntut 
pembayaran kepadanya, selain 
ongkos yang diwajibkan secara wajar. 

3. Kerangka Regulasi, Kebijakan 
Konvergensi penyiaran dan 
Telekomunikasi 

Dalam membahas kerangka 
regulasi tidak terlepas dari konsep 
ilmu adminsistrasi Negara dimana 
dengan mempelajari semua proses 
organisasi dan individu (sebagai 
pejabatiofficial sehubungan dengan 
pelaksanaan peraturan perundang­
undangan yang dibuat oleh lembaga 
legislative, eksekutif dan peradilan, 
dalam definisi ini secara implisit 
mencakup kegiatan formulasi dan 
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implernentasi kejaksanaan 
(Kebijakan) . 

Kebijakan konvergensi penyiaran 
dan telekomunikasi rnerupakan 
kebijakan publik seperti yang 
dinyatakan oleh Dye, kebijakan 
publik adalah studi tentang apa yang 
dilakukan oleh pemerintah, mengapa 
mengambil tindakan tersebut dan apa 
akibatnya dari tindakan tersebut. 
Kalau dilihat kerangka kebijakan 
antara kedua sub sektor ini sangat 
berbeda, dimana sub sektor penyiaran 
lebih mengarah pada barang dan jasa 
public (public goods) barang dan jasa 
yang tersedia untuk semua orang. 
Barang dan jasa publik murni adalah 
barang dan jasa yang dikonsumsi 
berdasarkan pilihan bebas. 
Karakteristik utama dari barang dan 
jasa publik adalah barang dan jasa 
tersebut dapat dibagikan dan tersedia 
untuk semua orang dan bersifat non 
eklusif. Jasa penyiaran TV dan radio 
lebih cenderung tersedia untuk semua 
orang. Sehingga spektrum frekuensi 
radio yang digunakan sering diklaim 
sebagai ranah publik. Berbeda dengan 
jasa Telekomunikasi yang lebih 
mengarah pada barang dan jasa privat, 
menurut definisinya adalah bersifat 
ekslusif, yang dapat 
mengkonsumsinya hanya oleh orang 
yang mampu membayar berdasarkan 
sistem harga yang berlaku di pasar. 
Penggunaan spektrum frekuensi ra­
dio lebih berharga dan mempunyai 
nilai jual yang lebih menarik bila 
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dibandingkan dengan kanai frekuensi 
radio yang digunakan untuk lembaga 
penyiaran. 

Kerangka teoritis dalam kebijakan 
konvergensi penyiaran dan teleko­
munikasi merupakan sector publik 
yang bisa menggunakan jaringan 
privat, demikian juga sebaliknya 
jaringan privat dapat digunakan 
menghasilkan jasa dan barang publik. 
Dalam mengkaji karakteristik profit 
dati sektor public dan nonprofit, An­
thony dan Herzlinger,S mengatakan 
bahwa garis demarkasi diantara 
keduanya adalah di dalam organisasi 
no profit, keputusan yang dibuat oleh 
manajemen dimaksudkan untuk 
menciptakan layanan sebaik mungkin 
sesuai dengan sumberdaya yang 
tersedia, keberhasilan akan diukur 
terutama berdasarkan serapa banyak 
layanan yang diberikan oleh 
organisasi ini dan seberapa baik 
layanan yang diberikan. Jadi sektor 
nonprofit lebih banyak didasarkan 
pada kriteria kesejahteraan sosial 
ketimbang keuntungan finansiaL 

4. Defenisi Konvergensi 

Konvergensi merupakan integrasi 
yang progresif dari beberapa platform 
jaringan yang berbeda untuk 
menyalurkan layanan yang serupa 
dan atau layanan yang berbeda yang 
disalurkan pada platorrn jaringan 
yang sama. Konvergensi adalah 
bersatunya layanan telekomunkasi 

merupakan kegiatan penyediaan atau 
pelayanan jasa telekomunikasi yang 
memungkinkan terselenggaranya 
telekomunikasi melalui media apa 
saja, termasuk TV, siaran, radio dan 
multi media. 

Konvergensi tingkat layanan yang 
menyatukan berbagai aplikasi atau 
layanan teiekomunikasi dan broad­
cast ke dalam satu media, sehingga 
dengan satu jenis media pelanggan 
dari penyelenggara jasa dapat 
menikmati berbagai jenis layanan 
seperti triple play (teleponi, video dan 
text, termasuk layanan streaming 
broadcast dan video on demand 
maupun Quad play yang andalannya 
adalah teknologi akses tanpa kabel). 

Menuru t Anders Olsson klasifikasi 
layanan masa depan terdiri dari 
Mesaging (MMS dan SMS), transac­
tional, background interactive, streaming, 
conversational (voices, vidiophone) 
berhuhungan dengan terminal. Dalam 
aplikasinya melalui serives network con­
trol dan intelegenc, memerlukan 
bandwitd untuk access connectivity, core 
connectivity. 

Konvergensi tingkat jaringan adalah 
suatu sistem tingkat atas yang 
menjadi management dan pengendali 
semua jenis platform jaringan dimulai 
dati PSTN,mobile seluler mulai dan 
2G hingga jaringan masa depan 3 G, 
dan versi berikutnya Wimax, maka 
diperlukan suatu konvergensi 

5 Lihat Public Policy, Pengantar teori dan Praktek analisis kebijakan, hal.l0 
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jaringan (Convergeged Network) 
sehingga terdapat suatu sistem 
jaringan tingkat atas yang menjadi 
manajemen dan pengendali dari 
semua jenis platform sehinga akan 
menjadi jaringan yang tanpa batas, 
fleksible dan terintegrasi. 

PEMBAHASAN 

1. 	 Keterkaitan antar peraturan 
perundangan yang ada supaya 
Kebijakan konvergensi penyiaran 
dan telekomunikasi 

Pengumpulan data diambil dari 
beberapa pemikiran dari data 
sekunder. seperti hasil seminar, 
naskah akademik, berbagai tulisan 
baik yang ada di internet. Dari hasil 
pengumpulan data tersebut didapat 
beberapa poin sebagai berikut: 

a. 	 Kondisi Regulasi Telekomunikasi 
dalam Era Konvergensi 

Secara umum regulasi telekomunikasi 
masih berdasarkan teleponi pada 
sircuit switch. Masih terdapat 
tumpang tindih antara satu peraturan 
dengan peraturan yang lain. 
Penegakan hukum masih lemah serta 
penggunaan sumber daya sumber 
daya yang belum efisien dan 
manajemennya belum tertata rapih. 

Struktur industri dalam Undang­
undang 36 tentang telekomunikasi 
masih berbentuk vertikal, dimana 
terdapat pemisahan antara teleko­
munikasi, penyiaran dan internet. 
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Struktur ini bersifat sektoral yang 
terdiri dari penyelenggara jaringan 
telekomunikasi, penyelenggara jasa 
telekomunikasi, dan penyelenggara 
telekomunikasi Khusus. Terlihat 
disini setiap layanan mempunyai 
jaringan yang terpisah-pisah dalam, 
hal ini mengakibatkan terjadinya 
ketidakefisiensi, sumber daya, karena 
setiap mempunyai jaringan tanpa 
memperhatikan infrastruktur lainnya. 
Paradigm baru dengan konvergensi 
memungkinkan layanan yang 
berbeda disalurkan melalui jaringan 
yang sama atau layanan yang sama 
disalurkan pada jaringan yang 
berbeda. Dengan pendekatan sektoral 
ini akan melahirkan regulasi masing­
masing, penyiaran dan telekomu­
nikasi. Dalam implementasi regulasi 
sektoral ini ada yang saling berten­
tangan, baik pada tingkat Undang­
undang maupun pada tingkat 
peraturan pelaksanaannya. 

Sedangkan semangat konvergensi 
yang masih sesuai Undang-undang 36 
tahun 1999, tentang telekomunikasi 
adalah, semangat kompetisi, dan 
kewajiban setiap penyelenggara 
jaringan dan jasa telekomunikasi 
untuk membangun dan memberikan 
kontribusi atas pelayanan 
telekomuikasi di daerah yang belum 
terjangkau. Dengan kompetisi peran 
pemerinah dalam mengintervensi 
pasar semakin berkurang, disinilah 
terlihat peran pemerintah sebagai 
fasilitator dalam menentukan 
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kebijakan, untuk mengawasi dan 
mengatur pelaku pasar. Dari struktur 
telekomunikasi yang existing seka­
rang dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam struktur yang berlaku saat ini 
tidak mampu untuk mengakomodasi 
konvergensi, karena pemanfaatan 
sumber daya yang tidak efisien dan 
terkesan diskriminatif. 

b. 	 Kondisi Regulasi Penyiaran dalam 
Era Konvegensi 

Secara tradisional, regulasi penyiaran 
biasanya ada pada kerangka kerja 
regulasi layanan radio dan TV. 
Namun, dengan adanyakonvergensi 
diperlukan suatu regulasi baru 
ataupun penyelarasan atas regulasi­
regulasi yang telah ada. Sebagai 
contoh, apakah penyediaan fitur 
interaktifpada layanan TV diatur pada 
regulasi penyiaran atau telekomu­
nikasi, dan bagaimana pula dengan 
penyiaran TV melalui infrastrutrtur 
telekomunikasi pita lebar. 

Saat ini Dirjen Postel yang berada 
dibawah Departemen Komunikasi 
dan Informatika hanya memberikan 
lisensi penyiaran kepada lembaga 
penyiaran analog" Meskipun UU 
penyiaran tidak mengatur mengenai 
teknologi akan tetapi perkembangan 
teknologi baru membutuhkan peru­
bahan payung hukum. Kebutuhan­
kebutuhan tersebut termasuk 
penggunaan spektrum frekuensi dan 
bundwidth, lisensi perizinan untuk 
stasiun penyelenggara penyiaran 

digital, prosedur kebijakan migrasi 
analog ke digital, masa transisi 
penggantian pesawat penerima ana­
log, penggunaan single frequency net­
work dan lain-lain. Untuk membahas 
masalah tersebut dibutuhkan 
pengkajian kembali produk hukum 
yang ada, untuk membuat produk 
hukum yang baru. 

Regulasi dibidang penyiaran saat ini 
membentuk suatu struktur industri 
yang terhubung secara vertikal dalam 
satu kesatuan antara lembaga 
penyiaran, konten penyiaran, fasilitas 
jaringan, dan akses spektrum 
frekuensi. Konsekuensinya, setiap 
operator hroadcasting harus memiliki 
infrastruktur transmisi sendiri dengan 
menggunakan kanal frekuensi radio 
sendiri untuk setiap lokasi dalam 
mengirimkan program kepada 
pemirsanya. Jenis hubungan seperti 
ini sudah tidak sesuai lagi dalam era 
konvergensi. 

Dalam kaitan untuk kepentingan nilai 
atau kompetisi dalam pemanfaatan 
spektrum frekuensi, regulasi dalam 
penyiaran tidak mengenal kepentingan 
diatas. Frekuensi untuk penyiaran 
harus dialoasikan terpisah dengan 
pemanfaatan yang diperuntukkan 
hanya khusus untuk siaran baik TV 
maupun radio. Pemanfaatan sumber 
daya frekuensi dikanal-kanal UHF 
oleh institusi-institusi penyiaran 
dipandang tidaklah setara dengan 
nilai sumber daya kanal frekuensi 
yang mereka pakai, mengingat kanal-
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kanal UHF yang dipakai pada sistem 
penyiaran TV sangatlah bernilai 
tinggi apabila dimanfaatkan bagi 
penyelenggaraan jaringan telekomu­
nikasi dan multimedia bergerak. 

Keberadaan sistem TV digital 
memberikan banyak keuntungan dari 
segi kinerja dan kualitas penyiaran 
dibandingkan dengan sistem TV ana­
log. Digitalisasi sinyal memungkin­
kan kompresi data dan transrnisi yang 
jauh lebih efisien, sehingga lebih 
banyak kanal frekuensi yang tersedia 
dibandingkan dengan kandisi pada 
sistem analog. Selain itu, sistem TV 
digital juga lebih tahan terhadap 
pengaruh interferensi yang memung­
kinkan pemanfaatan pita frekuensi 
menjadi lebih optimal. Sistem TV 
digital juga memungkinkan sinyal TV 
diterima dengan baik pada penerima 
yang bergerak. Konsekuensinya, pada 
sistem TV digital dapat dilakukan 
pengiriman informasi yang jauh lebih 
besar sehingga memungkinkan 
terwujud berbagai layanan inovatif 
yang sebelumnya hanya tersedia pada 
media layanan lainnya. 

Awalnya media penyiaran hanya 
ditujukan untuk penyiaran gambar 
(video) dan suara (audio), namun 
digitalisasi memungkinkan berbagai 
layanan interaktif sebagaimana yang 
tersedia pada media teknologi 
informasi dan komunikasi. Penyer­
taan berbagai data digital pada media 
penyiaran biasa disebut dengan data 
casting. Kondisi itu mendorong arah 
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perkembangan berbagai layanan 
menuju layanan multimedia atau 
konvergensi layanan. Konvergensi 
tiga layanan tradisional (telekomu­
nikasi, teknologi informasi, dan 
penyiaran) ditunjukkan pada garnbar 
6.1. Fenomena konvergensi ini, dengan 
berbagai kesempatan dan tantangan­
nya, dapat memberikan ekstrasti­
mulasi bagi kelayakan bisnis dari 
implementasi TV digital. 

Konvergensi layanan dapat men­
dorong perkembangan berbagai 
layanan yang semula tidak dirancang 
untuk jaringan penyiaran, misalnya 
fasiiitas intelaktif dengan menggu­
nakan return channel. Personalisasi 
layanan seperti ini memerlukan 
pengembangan aplikasi yang spesifik 
pada kerangka kerja penyiaran TV 
digital, terlepas dari standar TV digi­
tal yang diadopsi. Kelebihan jaringan 
penyiaran adalah dalam penetrasi 
penggunaannya, karena sifat isi 
layanannya yang umum diminati. 
Bahkan suatu hasH penelitian di 
Inggris menunjukkan bahwa 
pertumbuhan penggunaan TV digital 
melebihi penggunaan komputer 
(sadbank,2001). 

Kerangka teoritis dalam kebijakan 
konvergensi penyiaran dan teleko­
munikasi merupakan sektor publik 
yang bisa menggunakan jaringan 
privat, demikian juga sebaliknya 
jaringan privat dapat digunakan 
menghasilkan jasa dan barang publik. 
Dalam mengkaji karakteristik profit 
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dari sektor public dan nonprofit, An­
thony dan Herz linger,6 mengatakan 
bahwa garis demarkasi diantara 
keduanya adalah di dalam organisasi 
noprofit, keputusan yang dibuat oleh 
manajemen dimaksudkan untuk 
menciptakan layanan sebaik mungkin 
sesuai dengan sumberdaya yang 
tersedia, keberhasilan akan diukur 
terutama berdasarkan serapa banyak 
layanan yang diberikan oleh 
organisasi ini dan seberapa baik 
layanan yang diberikan. Jadi sector 
nonprofit lebih banyak didasarkan 
pada kriteria kesejahteraan sosial 
ketimbang keuntungan finansial. 

Penjelasan tentang middleware lebih 
difokuskan pada salah satu 
middleware terbuka yang banyak 
digunakan, yaitu MHP (Multimedia 
Home Platform). Yang menggam­
barkan secara sekilas ten tang model 
konvergensi teknologi informasi dan 
komunikasi beserta tantangan dan 
problemnya terutama dalam 
penyelarasan regulasi. 

2. 	 Dampak konvergensi Teknologi 
Informasi terhadap kerangka 
peraturan yang existing 

Untuk mencari data dampak 
konvergensi teknologi penyiaran dan 
telekomunikasi pada peraturan yang 
existing, maka diperlukan pemetaan 
kerangka hukum dari penyiaran dan 
telekomunikasi itu sendiri. Beberapa 
UU dan peraturan pemerintah 

turunannya yang terkait dengan 
teknologi informasi dan komunikasi 
adalah sebagai berikut: 

a. 	 UU No. 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi yang mengatur 
tentang penyelenggaraan teleko­
munikasi baik berupa jaringan, jasa 
dan telsus; standarisasi (sertifikasi); 
penggunaan spektrum frekuensi 
radio, yang dilaksanakan oleh 
Diljen Postel. 1) PP No. 52 Tahun 
2000 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi- Telekomunikasi 

. yang merupakan turunan dari 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
1999 tentang Telekomunikasi. 
Adapunalasan untuk penyem­
purnaan atau merevisi Peraturan 
Pemerintah tersebut adalah 
mengingat semakin cepatnya 
perkembangan perturnbuhan 
penyelenggaraan telekomunikasi, 
keinginan percepatan pemerataan 
pembangunanannya dan antisipa­
sinya terhadap era kompetisi di 
sektor telekornunikasi yang 
sesungguhnya saat ini sudah 
muiai berlangsung. Pembahasan 
perubahan Peraturan pemerintah 
ini disamping oleh internal Diljen 
Postel dan BRTI yang pemba­
hasannya cukup intensif, dan 
rancangan ini sudah disampaikan 
ke publik dalam bentuk korsultasi 
publik untuk memperoleh 
tanggapan dad berbagai pihak 
yang berkepentingan; 2) PP No. 53 

6 Lihat PrLblic Policy, Pengantar teori dan praktek analisis kebijakan, hal. 10 
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Tahun 2000 tentang Penggunaan 
Spektrunt Frekuensi Radio dan 
Orhit Satelit. 

b. 	 UU No. 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran yang rnengatur tentang 
penyiaran radio dan televisi baik 
publik, swasta, berlangganan dan 
komunitas, dan dalam hal ini 
dilaksanakan oleh Direktorat 
Penyiaran Direktorat Jenderal 
Sarana Komunikasi dan Disemi­
nasi Informasi. Namun UU ini 
tidak seeara khusus membahas 
penyiaran digital. 1) PP No. 49 
Tahun 2005 tentang Pedoman 
Kegiatan Peliputan Lembaga 
Penyiaran Asing; 2) PP No. 49 
Tahun 2005 tentang Pedoman 
Kegiatan Peliputan Lembaga 
Penyiaran Asing; 3) PP No. 50 
Tahun 2005 tentang Penyeleng­
garaan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Swasta; 4) PP No. 51 
Tahun 2005 tentang Penyeleng­
garaan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Komunitas; 5) PP No. 52 
Tahun 2005 tentang Penyeleng­
garaan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Berlangganan. 

c. 	 UU No.11 Tahun 2008, tentang 
Informasi dan Transaksi Elektro­
nik, hadir untuk melindungi 
kepentingan masyarakat baik 
secara perorangan maupun prop­
erty/bisnis maupun pemerin­
tahan. Masih mempunyai dampak 
negatif yang mengemuka di 
rnasyarakat. Undang Undang ITE 
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mengatur sejumlah besar isu yang 
berkaitan dengan hukum cyber 
(cyberlaw) diantaranya, kondisi 
pendukung kegiatan komersial 
dengan jalur elektronik dan 
perjanjian elektronik, nama do­
main dan hak kepemilikan 
intelektual, hal yang bersifat 
kerahasian pribadi, pengaturan isi 
dan kejahatan eyber. Undang 
Undang ITE disebutnya sebagai 
perangkat hukum telah meneakup 
hal yang menjadi kondisi 

. pendukung bagi eeornmeree yang 
efektif dan memberi kekuatan 
hukum serta memberi keuntungan 
bagi kegiatan perdagangan 
melalui internet atau dunia maya. 
Pada Pasal 5 dimana telah 
ditetapkan bahwa informasi dan 
dokumen yang bersifat elektronik 
tidak diabaikan keabsahan 
hukumnya hanya karena informasi 
dan dokumen dalam bentuk 
elektronik, informasi yang besifat 
elektronik dapat memenuhi 
persyaratan sebagai dokumen 
terlulis atau dokumen asli. Tentu 
Undang-Undang ini seeara segni­
fikan juga member pelindungan 
kepada konsumen, seperti yang 
tercantum dalam Pasal 9, 
memberikan perlindungan kepada 
konsumen yang melakukan 
pembelian barang dan jasa di jalur 
internet. 

Sedangkan Pasal 11 sampai 
dengan 14, membelikan kemung­

81 



VOL. 8 NO.2 JUNI 2010 

kinan digunakannya tandatangan 
elektronik yang merupakan aspek 
kunci dan harus dilaksanakan 
dalam e-coffunerce yang efektif. 
Pasal 18 disebut, menguatkan 
kepastian hukum dalam perjanjian 
elektronik yang dinyatakan bahwa 
para pihak bebas untuk bersepakat 
dalam forum dan undang-undang 
.vang berlaku bagi transaksi 
intemasional. Adapun Pasal 20 
menguatkan kepastian hukum 
dalam perjanjian kerja kontrak 
secara elektronik, sementara Pasal 
23 dan Pasal24 mengatur sejumlah 
aspek dalam pendaftaran dan 
penggunaan nama domain, Pasal 
25 berisi sejumlah perlindungan 
hak kekayaan intelektual dalam 
kaitannya dengan komputer dan 
sistem elektronik (termasuk 
internet). Sedangkan Pasal 26 
Undang Undang ITE mengatur hal­
hal yang bersifat pribadi yang 
mensyaratkan pihak yang 
berkepentingan harus 
memberikan persetujuannya 
sebelum informasi yang bersifat 
pribadi tersebut digunakan. 

d. 	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik (UU 
KIP) memberikan keleluasaan 
masyarakat untuk mernperoleh 
informasi Publik sesuai dengan 
yang dibutuhkan untuk 
kepentingan masing-masing 
tentang Keterbukaan Informasi 

Publik dalam implementasi 
Undang-undang ini masih timbul 
pro dan kontra dari beberapa 
komponen masyarakat. 

Dari sisi perundang-undangan kalau 
dilihat dari yang berkaitan dengan 
permasalahan teknologi Informasi 
dan telekomunikasi, terdapat beberapa 
alternatif bagaimana Undang-undang 
yang ada berkaitan dengan undang­
undang yang lain dan diinter­
prestasikan dalam era konvergensi; 

a.. 	 Harmonisasi setiap undang­
undang masih berlaku dan tetap 
otonom berlaku akan tetapi harus 
diharmonisasikan, Jar peraturan­
peraturan lanjutannya tetap 
konsisten dan tidak bertentangan 
satu dengan yang lainnya sehingga 
menjadi ketidakpastian hukum. 

b. 	 Altematif kedua dibuat undang­
undang yang baru dengan 
menggabung ketiga undang­
undang seperti undag-undang 
telekomunikasi, penyiaran dan 
undang-undang ITE. 

c. 	 Alternatif ketiga dengan 
mengamandemen ketiga undang­
undang pada pasal, pasal yang 
berpotensi untuk terjadinya 
pertentangan. Untuk konsep NGN 
(Next generation network) lebih 
berkonsentrasi pada aspek 
teknologi dan layanan dari 
konvergensi" . 
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Roseou Pound,' tokoh sosiologi 
hukum, mengatakan hukum 
diselenggarakan dengan tujuan 
untuk memaksimumkan pemuasan 
kebutuhan dan kepertingan yang 
minta dilindungi. Pada hakikatnya 
hak itu pun adalah tak lain dari pada 
kepentingan yang dilindungi oleh 
hukum. Ada tiga maeam hak 
kepentingan yang perlu diketahui, 
yaitu kepentingan individu, kepen­
tingan umum kepentingan badan­
badan pemerintah. dan kepentingan 
sosial untuk menegakkan nilai-nilai 
yang dijunjung tinggi di dalam 
masyarakat, seperti perlindungan 
sumber daya alam, keamanan dan 
sebagainya. Pada abad ke 19 hukum 
terlalu banyak mengakui hak-hak 
individu, kadangkala di anggap 
sebagai yang sangat azasi dan 
kodrati, sehingga menurut pound 
hukum agar ditelaah ulang untuk 
mendahulukan mendapatkan 
kebutuhan dan tuntutan sosiaL 
Hukum tentunya dapat difungsikan 
sebagai alat rekayasa sosial, yang 
harus diangkat untuk sebagai 
persoalan bagaimana usaha bersama 
manusia untuk dapat lebih diefek­
tifkan dengan jalan merealisasi tujuan 
hukum. 

Pada kesempatan lain Pound menge­
tengahkan penyelesaian perkara 
yang adil dapat diselenggarakan 
menurut hukum. akan tetapi dapat 
pula tidak. Apabila diselesaikan 

menurut hukum maka penyele­
saiannya sifatnya sangat lugas, 
keeenderungannya menuntut 
perlakuan yang sama. dan eara 
peneapaiannya menerapkan kaedah 
umum dan baku. Sementara 
penyelesaian perkara dilakukan 
tidak rnenurut hukum akan tetapi 
menurut intuisi pengadil yang tidak 
merasa terikat pada kaidah-kaidah 
umum rnacam apapun, maka 
penyelesaian akan bercorak adminis­
tratif. Kedua corak yang yudisial 
maupun administratif selalu sama 
diketemukan dalam sistem hukum 
rnanapun. Mana dari keduanya yang 
dipraktekkan sekali corak yudisial 
dan sekali bercorak administratif. 
Keseimbangan yang diterima 
khalayak itulah yang tentunya harus 
dinilai sebagai cara dan corak yang 
terbaik. Hukum akan menampakkan 
diri dan tunduk pada keajengan­
keajengan (regularities nomos) atau 
keseragaman-keseragaman (unifor­
mities). Dengan demikian hukum 
Penyiaran dan Telekomunikasi dapat 
diamati, secara sosiologis dan 
diteliti secara saintifik, non 
doktinaL Perubahan konsep hukum 
dari konsep positivism ke konsep 
ernpiris sosiologis. Disini lebih 
mengedepankan peran logika 
induksi untuk menemukan azas 
umum dan teori-teori mulai dari 
minatur atau middie range maupun 
yang grand. 

7 Ibid Ha147 
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MODEL 

Dalam membagi struktur ICT pada 
Negara tetatanga ada yang membagi 
dua model layanan saja yaitu 
Singapurai penyedia jasa dan 
penyedia infrastruktur, Afrika Utara 
menjadi 3 model yaitu Electronic 
Comunication, broadcasting services 
dan electric services. Sedangkan Ma­
laysia membagi empat lavanan 
sepertii CASP (Content Aplication 
Senvices Provider), ASP (Aplication 
Services Provider), NSP (Network Ser­
vices Provider), NFP (NetivcrkFasility 
Prorider). Ada lagi yang membagi 
menjadi lima seperti Trinidad dan 
Tobago yaitu Type 1, Network only 
concession, Type 2 Network Services 
Conssesion, Type 3, Virtual Services 
Netwok Consession, Type 4 Teleco­
munication services conssesion, type 
5 Broadcasting Services consesion. 

Di samping pembagian layanan ICT 
menuntut adanya pembaharuan 
dalam hal regulasi yang dapat 
melindungi infrastruklur teleko­
munikasi dan infrastrukur penyiaran 
dan dapat dikelompokkan menjadi 
empat golongan yaitu: Pertama 
regulasi yang terkait dengan bisnis 
seperti pemberian lisensi, inter­
koneksi, tarif dan pengembangan 
industri dalam negeri. Kedua regulasi 
sumber daya termasuk di dalamnya 
pengaturan spektrum frekuensi radio 
dan pengaturan penomoran. Ketiga 
regulasi untuk memproteksi konsumen 
(Quality ofservises, Nomor portable, 

standarisasi. Kemudian yang 
keempat yaitu regulasi pemerataan 
aksebitas (Universal Servise Obliga­
tion(USO). 

Tantangan untuk masa depan hal 
mana regulasi tujuannya untuk 
membentuk suatu keteraturan, 
adanya tatanan yang tertib secara 
nasional dari keempat komponen 
tersebut diatas. Dengan kemajemukan 
jaringan dan jasa yang dimulai dari 
pusat pemerintahan sebagai uji coba 
perubahan akan menjalar kesemua 
wilayah lokal untuk pemerataan 
aksebilitas. Regulasi sifatnya adalah 
mendorong pasar dan kompetisi. 

Struktur industri konvergensi yang 
memenuhi prinsip membagi industri 
tidak berdasarkan sifat teknologi akan 
tetapi kepada fungsinya. Prinsip 
kedua adalah memisahkan layer satu 
dengan layer lainnya sehingga setiap 
layer mernpunyai kebebasan dalam 
berinovasi tanpa terhalang dengan 
layer berikutnya. 

1. Analisis Model Kebijakan 
. Hukum Teknologi informatika 
dan komunikasi 

Perubahan struktur industri 
telekomunikasi dan penyiaran, terjadi 
perubahan sosial dan lahirnya 
pemikiran-pemikiran baru yang non 
positivism, maka terjadi selisih apa 
dimodelkan dalam ide normatif 
kedalam suatu kebijakan hukum dan 
realitas sesungguhnya di dalam 
kehidupan nyata, maka akibat 
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perubahan dan kemajuan teknologi 
terjadinya selisih yang melebar antara 
apa yang dituntut secara normatif 
demi tegaknya hukum formal, sering 
terjadi apa yang senyatanya dalam 
kehidupan bermasyarakat, terutama 
dalam integrasi kemajuan teknologi. 
Pembaharuan hukum yang berkaitan 
dengan Informasi dan komunikasi, 
akan menjadikan substansi ini dapat 
dimutahirkan dengan mengikuti 
perkembangan kehidupan yang 
nyata. Seperti kecenderungan dan 
pengembangan industri kreatif yang 
saat ini marak, serta pilar-pilar 
industri kreatif yang meliputi industri, 
teknologi, resources, kreativitas 
manusia dan sumber daya alam yang 
semuanya itu mernerlukan perlin­
dungan kelembagan hukum. 

Analisis dampak regulasi pastinya 
mempakan sejenis analisis kebijakan, 
hukum namun yang berusaha 
mempertimbangkan pilihan kebijakan 
dari sudut pandang semua pemangku 
kepentingan yang terkena dampak. 
Pemerintah yang berpelan untuk 
mengumpulkan, mempertimbangkan. 
menyesuaikan, dan menyeimbangkan 
kepentingan. dan, idealnya, untuk 
rnembuat pilihan kebijakan hukum 
sesuai dengan kepentingan terbaik 
masyarakat secara keseluruhan. 
Apabiia para pemangku kepentingan 
selain pemerintah melakukan analisis 
kebijakan, mereka biasanya mela­
kukan hal tersebut hanya dari sudut 
pandang mereka sendiri, dan dapat 
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diperkirakan bahwa analisis 
kebijakan dan rekomendasi mereka 
akan disesuaikan dengan kepentingan 
mereka sendiri dan tidak perlu 
rnemperhitungkan kepentingan dari 
para pemangku kepentingan lainya. 
Oengan demikian, kita harus 
membedakan antara analisis dampak 
regulasi pemerintah sebagai suatu 
jenis analisis kebijakan dengan 
analisis kebijakan pemangku 
kepentingan yang dianggap lebih 
untuk kepentingan sendiri. 

O'alam suatu persaingan, kebijakan 
pemerintah dan proses pengambilan 
keputusan yang terkendali dengan 
baik, para pemangku kepentingan 
yang bersangkutan akan mempro­
mosikan posisi kebijakan tertentu 
mereka dengan informasi informasi 
pendukung, sedangkan pemerintah 
akan mengkaji semua klaim kebijakan 
secara independen dan berdasarkan 
pada analisisnya sendiri. Analisis­
analisis dari pemangku kepentingan 
akan membantu memberikan infor­
masi kepada pemerintah karena para 
pemangku kepentingan mengetahui 
bahwa pemerintah tidak memilikinya 
namun tidak akan mengendalikan 
disposisi kebijakan pemerintah. 
Oengan pemikiran ini. analisis 
kebijakan pemangku kepentingan. 

Oalam analisa kebijakan dibagi dua 
yaitu, pendekatan tertentu yang 
menghasilkan regulasi dan usaha agar 
konvergensi jaringan telekomunikasi 
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terjadi. Pola kebijakan dari berbagai 
jaringan akses dan berbagai 
penyelenggara yang dapat bergabung 
ke sistem konvergensi. 

2. 	 Sistem Konvergensi dan Beberapa 
Pilihan 

Secara umum, dengan munculnya 
teknologi baru yang tercermin dengan 
adanya digitalisasi sehingga menim­
bulkan konvergensi menuntut adanya 
pembaharuan dalam hal regulasi, 
Regulasi disini dapat melindungi 
infrastruktur telekomunikasi dan 
infrastrukur penyiaran dan dapat 
dikelompokkan menjadi empat 
golongan yaitu regulasi yang terkait 
dengan bisnis seperti pemberian 
lisensi, interkoneksi, tarif dan 
pengembangan industri dalam 
negeri. Kedua regulasi sumber daya 
termasuk didalamnya pengaturan 
spektrurn frekuensi radio dan 
pengaturan penomoran. Ketiga 
regulasi untuk memproteksi 
konsumen (Quality ofservises, Nomor 
portable, standarisasi. Kemudian 
yang keempat yaitu regulasi 
pemerataan aksebitas (Universal 
Servise Obligation (USO). 

Iantangan untuk masa depan hal 
mana regulasi tujuannya untuk 
membentuk suatu keteraturan, 
adanya tatanan yang tertib secara 
nasional dad keempat kornponen 
tersebut diatas. 

lmplikasi konvergensi IlK terhadap 
hukum dan regulasi memiliki dua 

dimensi, substansi dan mated dad 
hukum dan regulasi, sedangkan 
dimensi kedua adalah keterkaitan 
antara masing-masing regulasi. 
Pemikiran untuk mengantisipasi 
konvergensi IlK terhadap hukum dan 
regulasi yang berkernbang dalam 
pemikiran tiga arus utama yaitu : 

- Pertama antisipasi konvergensi 
pada rezim aturan yang terpisah, 

- Kedua konvergensi pengaturan 
pasar dan pengaturan kompetisi 
dan pengaturan pasar atas 
penguasaan pasar di dalam 
industri konvergensi. 

- Arus pemikiran yang ketiga adalah 
untuk menghimpun kebutuhan 
secara rnenyeluruh dengan 
rnernbentuk suatu kerangka 
regulasi konvergensi, dengan 
menggabungkan menjadi satu 
peraturan perundang-undangan. 
Dengan pendekatan holistik. 

Semua itu kembali ke strategi yang 
diterapkan pada tiap negara. Dapat 
saja perkembangan teknologi yang 
pesat menciptakan berbagai aolikasi 
yang direspon dengan cepat oleh 
pasar sebelum regulasi yang 
diperlukan berjalan, namun dapatjIga 
regulator yang proaktif untuk 
membuat berbagai regulasi lebih 
dahulu sebagai antisipasi perkem­
bangan teknologi yang diikuti oleh 
investasi. Pendekatan awal melalui 
regulasi Iebih banyak dilakukan di 
negara-negara berkernbang dengan 
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pertumbuhan ekonomi yang pesat, 
yang selain menata regulasinya, juga 
untuk menarik minat investasi dan 
menstimulasi berbagai aktivitas 
ekonomi. 

Dari beberapa model konvergensi TIK 
yang ada, semuanya terlihat menuju 
ke suatu model yang hampir serupa 
didasarkan atas konsep di atas. 
Perbedaannya adalah dalam bagai­
mana implementasi model yang mirip 
itu pada klasifikasi industri yang 
diinginkan. Perbedaan ini secara 
umum disesuaikan dengan kondisi 
pihak-pihak yang merancang 
dan mengimplementasikan model 
konvergensi itu sendiri. 

Dalam mengklasifikasikan suatu 
industri menuju konvergensi, 
umunmya mengacu pada model ini, 
sektor industri yang dipilih adalah 
penyiaran, telekomunikasi, teknologi 
informasi dan berita. Terlihat bahwa 
konvergensi dapat terjadi antar 
industri (konvergensi horisontal) 
ataupun antar level yang berbeda 
pada satu industri (konvergensi 
verlikal atau konglomerasi). Namun, 
tidak tertutup pula kernungkinan 
disintegrasi (divergence), dimana 
terjadi pemisahan aktivitas oleh 
pelaku tertentu pada satu industri 
dalam rangka efisiensi kerja dan 
pencapaian pertumbuhan ekonomi 
yang lebih optimal. Salah satu model 
untuk kondisi indonesia adalah yang 
diusulkan oleh Masyaraka t T eleko­
munikasi Indonesia, yang pada 
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dasarnya selaras dengan konvergensi 
rantai nilai. Mastel memilah industri 
teknologi informasi dan komunikasi 
ke segmen-segmen sebagaimana 
ditunjukkan Pembagian segmen­
segmen tersebut adalah: 

* 	 Segmen industry yang masuk ke 
blok content adalah industry 
pencipta atau penyedia isi (content 
generator) dan pengintegrasi isi 
(content packager). 

* 	 Segmen industri yang masuk ke 
blok service adalah industri 
penyedia jasa seperti penyedia jasa 
konten atau penyedia jasa aplikasi. 

* 	 Segmen industri yang masuk ke 
blok infrastruktur adalah penyedia 
jasa jaringan dan penyedia fasilitas 
jaringan (network facilities pro 
ider-NFP). 

* 	 Segmen industry yang mas uk ke 
blok terminal adalah industri 
perangkat yang akan digunakan 
atau terkait langsung dengan 
konsumen. 

Dari masing-masing segmen industri 
ini seperti penyiaran, te1ekomunikasi, 
teknologi informasi dan lainnya 
tentunya harus dikelompokkan 
menjadi segmen yang sesuai dengan 
segmen yang ada. Seperti semua 
industri penyedia isi di industri 
telekomunikasi. penyiaran, teknologi 
infbrrnasi dan lainnya harus 
dikelompokkan ke segmen inL 
Sehingga tidak ada lagi suatu industri 
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menguasai semua segmen yang ada. 
Namun dengan pembagian ke dalam 
segmen-segrnen ini semua industri 
yang ada secara hukum harus dapat 
saling bersinerji dengan memberikan 
yang terbaik bagi konsurnen. 
Permasalahan yang ada sekarang 
adalah satu industri pada umumnya 
menguasai semua aktivitas dari huIu 
ke hilir. Kondisi seperti lUI 

menyebabkan beberapa hal, antara 
lain 

* 	 Menyulitkan pemain baru untuk 
ikut bersaing dalam bisnis yang 
sama terutama dalam biaya 
investasi, infrastruktur, menggaet 
konsumen dan lain-lain. 

* 	 Menghambat penetrasi penggu­
naan aplikasi teknologi informasi 
dan komunikasi yang sangat 
dibutuhkan pada saat ini. 

* 	 Menghambat tumbuhnya inovasi­
inovasi baru dibidang teknologi 
informasi dan komunikasi. 

Dari penjelasan model konvergensi 
tersebut terlihat bahwa sistem 
digitalisasi memiiiki peranan yang 
cukup besar. Berbagai teknologi dan 
model usaha pada sistem digital yang 
telah dijelaskan sebelumnya, 
memungkinkan pembagian segmen 
industri seperti pada model 
konvergensi diatas, dan dapat 
memberikan nilai tambah ekonomi 
untuk tiap transisi antar segmen 
sebelum mencapai konsumen. 

Konsumen dalam konteks pelayanan 
publik mengandung makna bahwa 
hakikat dan pendekatan dalam 
pemberian pelayanan publik yang 
semua berkiblat pada kepentingan 
birokrasi (bureacratic-oriented) atau 
berorientasi pada produsen (pro­
ducer-oriented berubah menjadi 
berorientasi pada konsumen (con­
sumer-driven approach). Pollitt 
(1988:86). menegaskan bahwa tujuan 
utamanya bukan sekedar untuk 
menyenangkan hati para penerima 
pelayanan publik, melainkan untuk 
memberdayakan mereka. Sebab. 
orientasi ke arah pelayanan publik 
yang lebih baik (better public service de­
livery) juga mencerminkan penegasan 
akan arti penting posisi dan perspektif 
para pengguna dalarn system 
pelayanan publik tersebut. Publik 
tidak hanya diperlakukan sebagai 
obyek. 

3. 	 Kebijakan hukum dalam menen­
tukan pilihan 

Untuk melihat faktor-faktor yang 
berdasarkan tuntutan kehati-hatian 
konsep konvergensi, yang merujuk 
pada network economy dapat 
dijadikan rujukan. pada konsep ini, 
keluaran yang dilihat adalah nilai 
tambah ekonomi, dengan menem­
patkan perkembangan teknologi, 
kebijakan dan kondisi pasar sebagai 
masukan. Ketiga masukan di atas 
dapat dianggap sebagai peluang 
ekonomi yang harus diirnplemen-
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tasikan menjadi suatu aplikasi, 
layanan dan regulasi yang efektif, 
sebagaimana ditunjukkan. Adanya 
sinergi antara aplikasi; layanan. 

Kalau kita lihat teori norma hukum 
yang berpasangan antara masing­
masing layanan, tentunya ada layanan 
primer dan sekunder, ditinjau dari 
fokus yang menjadi layanan 
penyelenggara itu sendiri. dalam 
perumusan norma hukum primer dan 
norma hukum sekunder yang 
berhimpitan, di dalam suatu pera­
turan kadang-kadang perumusannya 
norma hukum primer dan norma 
hukum sekunder saling berjauhan. 
Menurut peratauran Perundang­
undangan dan hukum ketatanegaraan 
dan hukurn administrasi negara8 

Norma hukum itu dirumuskan dalam 
norma tunggal saja, tentunya misalnya 
akan mengatur pokok-pokok pela­
yanan teknologi, informasi dan 
komunikasi, seperti halnya Undang­
undang yang telah ada seperti pokok­
pokok kehakiman, pokok-pokok 
pemerintahan daerah dan sebagainya. 

Selain itu norma hukum yang secara 
hierarkhi berada diatas peraturan 
perundang-undangan, yaitu norma 
hukum yang merupakan norma dasar 
atau aturan dasar / pokok selalu 
dirumuskan dengan suatu norma 
tunggal, karena sifatnya rnengatur 
secara garis besarnya saja dan belum 
dilekati oleh sanksi pidana atau sanksi 

VOL. 8 NO.2 JUNI 2010 

pemaksa. Sehingga terlihat sekarang 
Undang-undang yang baru saja 
diterbitkan banyak mempunyai protes 
dari masyaraka t karena karena telah 
dilekati dengan upaya paksa dan 
sanksi pidana. 

4. 	 Pilihan yang diusulkan dalam 
struktur layanan TIK berdasarkan 
fungsi: 

a. 	 Fungsi Penyedia Konten 

Penyedia konten, yang membuat 
konten oleh Badan Hukum atau 
perorangan; seperti yang ada 
sekarang adalah: production house, 
user Generated Conten, (UCC), Pro­
vider generated content (PGC), digital 
marketing. 

b. 	 Fungsi Penyedia Layanan Aplikasi 

Penyedia layanan aplikasi, 
dibentuk dengan badan hukum 
yang menyelenggarakan fungsi­
fungsi tertentu seperti layanan 
suara, data, dan layanan 
berbasis konten seperti; layanan 
(voice, messaging, vidio), host­
ing, ISP, content aggregator, 
e-transaklion, e-gov, virtual net­
work operator (VNO), clearing house, 
billing. 

Fungsi Penyelenggara layanan 
jaringan, menyediakan keterhu­
bungan (konektivitas) dasar dan 
lebar pita untuk mendukung 
aplikasi yang bervariasi. 

8 Lihat Ilmu Perundang-undangan ,Hral. 17 
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c. 	 Fungsi Penyelenggara fasilitas 
Jaringan 

Penyelenggara fasilitas jaringan yang 
memiliki fasilitas seperti stasiun bumi 
satellite, kabel serat optic broadband, 
jaringan dan sentral telekomunikasi, 
perangkat transmisi, radio communi­
cation, Base stasion komunikasi 
bergerak dan perangkat. 

Dasar justifikasi dalam menentukan 
pilihan keterkaitan tersebut di atas 
yang disesuai dengan kondisi existing 
industri penyiaran dan telekomu­
nikasi di Indonesia didasarkan atas: 

1) 	 Efisiensi sumber daya 

Efisiensi diperdapat dengan 
penggunaan sumber daya terbatas 
secara bersama-sama. Setiap layanan 
tidak membangun infrastruktur 
sendiri-sendiri. Layanan baru dari 
layer atas dapat memanfaatkan layer 
di bawahnya tanpa membangun 
infrastruktur baru. Maksud 
penggunaan sumber daya terbatas 
secara bersama-sama. Selain itu 
dengan adanya layer sumber daya 
dapat dioptimalkan karena layer 
yang bersesuaian yang akan dapat 
mengakses sumber daya terbatas 
itu. Pengaturan sumber daya 
penomoran dikonstrasikan pada 
layer penyelenggaraan layanan. 

2) 	 Non diskriminatif 

Kompetisi yang lebih baik semua 
badan hukum yang mempunyai 
kemampuan dasar dapat masuk 

ke layer yang dikehendaki. Dengan 
memperkecil barier-entry diharap­
kan terjadi inovasi-inovasi dalam 
layer-layer tersebut dan playingfield 
yang seimbang. Seleksi alam akan 
terjadi bagi pemain lama yang 
malas melakukan inovasi akan 
tergilas oleh pemain baru yang 
suka berinovasi. 

3) 	 Self Regulation 

Adanya layer-layer yang horisontal 
akan membatasi regulasi layanan 
yang akan diberikan. Struktur 
industri yang vertikal membuat 
regulasi harus dibuat perlayanan 
per value chain (dari konten ke 
infrastruktur). Konten layanan A 
diregulasi, jaringan A diregulasi 
dan infrastruktur layanarr A 
diregulasi. Dengan adanya 
struktur horisontal konten layanan 
A dan konten layanar B yang 
serupa dapat diregulasi dengan 
regulasi yang sarna. Layanan 
Jaringan A dan layanan jaringan B 
dapat diregulasi dengan regulasi 
yang serupa dan seterusnya 
hingga value chain vang terakhir. 
Batasan-batasan yang lebih mudah 
akan membuat industry lebih 
memahami permasalahanirya dan 
akan cenderung untuk melakukan 
selfregulation tanpa banyakcampur 
tangan pemerintah. 

4) 	 Memperkecil digital divide 

Struktur industri berlayer ini, dapat 
memperkecil kesenjangan digital 
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walaupun secara tidak langsung, akan 
terjadi spesialisasi pada setiap 
layemya. Setiap pemain pada layer 
penyelenggaraa fasilitas jaringan, 
misal jaringan fiber akan berusaha 
untuk menambahkan dan mening­
katkan sebab pesaing akan melaku­
kan hal yang serupa, hasilnya adalah 
infrastruktur dapat tersedia tebih 
banyak dan aksebilitas menjadi 
bertambah dan mengurangi kesen­
jangan digital. 

6. 	 Menumbuhkan industry kreatif 

Dengan terpisahnya layer penyedia 
konten dengan penyedia layanan 
aplikasi diharapkan industri konten 
akan lebih maju, dikembangkan 
dengan lebih mudah dan disalurkan 
dengan biaya yang lebih murah. Ide 
dan eksekusi sebuah konten menjadi 
lebih berharga dibanding dengan 
metode produksi. 

KESIMPULAN 

1. 	Dalam menyusun Pokok-pokok 
pelayanan Informasi Teknologi 
dan Komunikasi sebagai norma 
hukum tunggal dalam hukum 
ketatanegaraan, yang belum 
dilekati oleh sanksi pidana atau 
sanksi pemaksa. 

2. 	 Model keterkaitannya antar 
peraturan perundangan atau 
antara unsur-unsur yang berkon­
vergensi menggunakan model 
secara fungsi penyelenggara 
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konten, fungsi penyelenggara­
penyelenggara aplikasi jaringan, 
fungsi penyelenggara jaringan dan 
fungsi penyelenggara fasilitas 
jaringan. 

3. 	 Dalam menyusun model peru­
bahan penggolongan layanan TIK 
secara hierarhie menjadi menurut 
fungsi, tuntutan kehati-hatian 
merupakan hal yang perIu 
diperhatikan; 

a. 	 Terkadang diketahui bahwa 
regulasi tersebut tidak benar­
benar befungsi sebagaimana 
yang dimaksudkan dan bahwa 
masalahnya tidak terselesaikan 
dan bahkan menjadi lebih 
parah. 

b. 	 Regulasi dan perundang­
undangan tidak jelas, multi ­
plikatif atau tidak konsisten. 

4. 	 Dampak konvergensi Teknologi 
Informasi terhadap kerangka 
layanan yang ada dalam peraturan 
yang existing, Layanan yang sarna 
bisa dibawa oleh platform yang 
berbeda seperti; 

a. 	 Divergensi infrastruktur berarti 
pemborosan resource nasional; 

b. 	 Perkembangan layanan baru 
(triple play interactive media, digi­
tal broadcasting media, tidak 
terakomodasi oleh regulasi exist­
ing berarti layanan baru tidak 
mendapat kepastian hukum, 
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sehingga mencegah masuknya in­
vestor baru; 

c. 	 Konvergensi mempengaruhi 
produksi, model bisnis dan level 
kompetisi, berarti mengubah 
aturan main industry; 

d. 	Konvergensi akan memberikan 
efek pada isu-isu utama regulasi 
(interkoneksi, licencing, sistem 
pentarifan, spektrum managemen, 
numbering dan security, dan Uso). 

5. 	 UU 36, tentang telekomunikasi 
masih sesuai dengan era konver­
gensi yaitu semangat kompetisi, 
dan memberikan kontribusi bagi 
layanan telekomunikasi bagi 
daerah yang belum terjangkau. 

SARAN 

Berikut saya akan mengemukakan 
rekomendasi kebijakan, berupa 
langkah-Iangkah strategis guna 
mementingkan pelayanan publik 
yang berfokus pada kesejahteraan 
rakyat, dengan kebijakan redistribusi, 
dirnana bertujuan untuk merubah 
alokasi kemakmuran, pendapatan 
dan hak dian tara berbagai kelompok 
dan kelas dalam masyarakat. 

Pertama, pada aras makro, sejalan 
dengan semangat pengedepanan 
kompetisi dan bantuan terhadap 
daerah tertinggal semangat UU 36, 
tentang telekomunikasi, Perlu 
diregulasi, dirnana penyederhanakan 
peraturan yang masih perlu dan atau 

menghapus peraturan yang tidak 
perlu, terutama yang berakibat pada 
bidang ekonomi, menegaskan bahwa 
tujuan utamanya bukan sekedar 
untuk menyenangkan hati para 
pemegang sahamdan penerima 
pelayanan public. 

Kedua, juga rnencerminkan pene­
gasan akan arti penting posisi dan 
perspektif para pengguna dalam 
sistem pelayanan publik tersebut. 
publik tidak hanya diperlakukan 
sebagai obyek (sebagai klien jasa 
pelayanan semata), tetap, juga sebagai 
warganegara yang aktif (active citizen). 
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PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN 
KINERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH 

AzwarAziz 

ABSTRACT 

Information Technology (IT) as an initial step of digitizing program administration, 
information technology is expected to optimize the main tasks and functions of 
government agencies, so that the execution of government tasks can be performed 
effectively and efficiently and to improve governance. Information technology (IT) in the 
discourse ofnew public administration was placed as the main variable to support the 
implementation ofpublic administration eftsiens, effective, equitable, and accountable. 
E-government is not merely due to the IT development of strategic environmental 
perspective, but more important is the feeling of a need for the application of 
communication technology in order to achieve the quality of excellent service to the 
community. Government is currently facing pressur,e from various parties to improve 
the quality of public services and increase active participation in the provision of 
information to people and claimed to be more effective. This causes the e-government or 
electronic-based government increasingly important role for all decision makers. 
in addition, also to enhance transparency, accountability, participation, efficiency, 
coherence. So as to increase the level ofpublic trust in government as a public service, 
which in turn would eliminate the culture of collusion Neopotisme Corruption in 
Indonesia. 

Keywords: Information Technology, Quality ofservice, e-government 

ABSTRAK 

Teknologi Informasi (TI) sebagai langkah awal program digitalisasi 
administrasi pemerintahan, dengan teknologi informasi diharapkan 
dapat mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan, 
sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dapat dilakukan secara efektif 
dan efisien dan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan. Teknologi 
informasi (TI) dalam wacana administrasi publik baru ditempatkan 
sebagai variabel utama untuk mendukung terlaksananya administrasi 
publik yang efisiens, efektif, berkeadilan, dan akuntabel. E-goverment 
bukan semata mata karena perkembangan TI dari perspektif lingkungan 
stratejik, tetapi yang lebih penting lagi adalah dirasakan adanya kebutuhan 
akan penerapan teknologi komunikasi tersebut guna mencapai kualitas 
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pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintahan pada saat ini menghadapi 
tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 
dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat 
serta dituntut untuk lebih efektif. Hal tersebut menyebabkan e-goverment atau 
pemerintah berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua 
pengambil keputusan. di samping itu juga untuk meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi. Sehingga dapat meningkatkan 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelayanan 
publik, sehingga pada akhirnya akan menghilangkan budaya korupsi kolusi 
neopotisme di Indonesia. 

Kata-kata Kunci : Teknologi Informasi, Kualitas pelayanan, e-goverment 

PENDAHULUAN 

Manusia adalah mahluk sosial, 
disamping sandang, pangan dan 
papansebagai kebutuhan utamanya, 
maka sebagai mahluk sosial manusia 
membutuhkan untuk berkomunikasi 
diantara sesamanya sebagai 
kebutuhan utamanya untuk dapat 
saling berhubungan satu dengan yang 
lainnya. Maka mulailah maanusia 
mencari dan menciptakan sistem dan 
alat untuk saling berhubungan 
tersebut. Perkembangan perubahan 
manusia diiringi dengan perkem­
bangan cara penyampaian informasi. 
Teknologi informasi adalah hasil 
rekayasa manusia terhadap proses 
penyampaian informasi dibagian 
pengiriman ke penerima sebagai 
pengirim informasi tersebut akan 
lebih cepat, lebih luas sebarannya dan 
lebih lama penyimpanannya. 

Teknologi inormasi (II) dapat 
difahami sebagai suatu pengelolaan 
dan pengolahan informasi dengan 
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memanfaatkan teknologi elektronika, 
terutama teknologi komunikasi dan 
teknologi komputer. Pendapat Indrajit 
dalam buku Teknologi informasi 
dalam pemerintahan (2008 :4) teknlogi 
informasi dapat difahami sebagai 
suatu teknologi yang berhubungan 
dengan pengolahan data dan 
informasi, serta dalam penyalurannya 
dalam batas ruang dan waktu. 
Pendapat ini sejalan dengan dengan 
definisi II yang terdapat dalam 
Longman Dictionery dalam buku 
Lembaga Administrasi Negara (2008 : 
4) yang mengartikan teknologi 
informasi "as the science and pratice of 
collecting, storing, using, and seending out 
ofinfonnation by means ofcompu ter sys­
tem and telecommuniction". 

Dari pengertian ini jelas terlihat bahwa 
II selalu terkait pengelolaan data 
menjadi informasi dengan bantuan 
computer dan alat komunikasi 
berangkat dari pegertian ini. Alter 
dalam Buku Lembaga Administrasi 
Negara (2008 :5) mendifinisikan 
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pengertian TI sebagai prangkat lunak 
maupunkeras yang digunakan dalam 
sistem informasi. Pendapat ini dapat 
dimaknai sebagai pengertian sempit 
dari TI. pendapat di dukung oleh 
Turban (2006) yang mengartikan 
teknologi informasi sebagai bagian 
teknis dari sistem informasi yang 
terdiri dari hard ware and soft ware, data 
base. Dengan demikian TI merupakan 
salah satu sub-sistem dari sistem 
informasi. 

Dalam makna yang luas TI juga bisa 
dipahami bukan hanya bagian dari 
sistem informasi. TI tidak hanya 
sebagai teknologi atau memproses 
dan menyimpan informasi yang 
berbasis pada komputer, namun juga 
menggunakan teknologi komunikasi 
lainnya dalam rangka menyampaikan 
pesan atau informasi. Dengan 
demikian, pengelolaan TI adalah 
pengelolaan penyampain informasi, 
baik yang menggunakan komputer 
maupun alat komunikasi lainnya, 
seperti electronik mail, voice mail, group 
ware system dan lainnya. Alat-alat 
tersebut menjadikan para anggota 
dari organisasi memiliki kemampuan 
untuk dapat berkomunikasi dan 
saling bertukar informasi dengan 
anggota lainnya dalam rangka suatu 
tujuan tertentu. Selain itu, teknologi 
informasi juga inerupakan suatu alat 
yang secara efektif dapat digunakan 
untuk mengkomunikasikan produk 
dan jasa yang ditawarkan oleh suatu 
organisasi kepada masyarakat 
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pengguna (customer) ataupun kepada 
suppliernya. Dengan demikian TI 
memiliki kekuatan untuk menembus 
sekat-sekat dalam suatu organisasi, 
baik internal maupun eksternal. 

Pemerintahan diseluruh dunia pada 
saat ini menghadapi tekanan dari 
berbagai pihak untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik dan 
meningkatkan partisipasi aktif dalam 
pemberian informasi bagi masyarakat 
serta dituntut untuk lebih efektif. Hal 
tersebut menyebabkan e-goverment 
atau pemerintah berbasis elektronik 
semakin berperan penting bagi semua 
pengambil keputusan. Pemerintah 
tradisonal yang identik dengan paper­
based administration mulai ditinggal­
kan. Transjormasi tradisional goverment 
menjadi electronic goverment (e­
goverment) menjadi salah satu isue 
kebijakan publik yang hangat 
dibicarakan saa t ini. 

Teknologi informasi diharapkan 
dapat mengoptimalkan tugas pokok 
dan fungsi pemerintah, sehingga 
tugas pokok dan fungsi pemerintahan 
dapat dilakukan secara efektif dan 
efisien serta dapat meningkatkan tata 
kelola pemerintahan yag baik. 
Teknologi informasi (TI) dalam 
wacana administrasi publik baru 
ditempatkan sebagai variabel utama 
untuk mendukung terlaksananya 
administrasi publik yang efisiens, 
efektif, berkeadilan, dan akuntabel. 
Kehadiran TI dalam dasa warsa 
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terakhir telah membuktikan bahwa TI 
mampu memberikan sesuatu yang 
semula sangat sulit dipenuhi oleh 
administrasi publik tradisional yakni 
dalam hal kecepatannya, keakuratan­
nya dan keobyektifannya. Dengan 
kata lain, TI telah diyakini menjadi 
enabler faktor, faktor pemudah untuk 
mewujudkan sesuatu administrasi 
yang bebas dari pengaruh hubungan 
personal. 

Permasalahan 

Pemerintah diseluruh dunia pada saat 
ini menghadapi tekanan dari berbagai 
pihak untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik dan meningkatkan 
partisipasi aktif dalam pemberian 
informasi serta dituntut untuk lebih 
efektif. Hal itu menyebabkan e­
goverment atau pemerintahan 
berbasis elektronik semakin berperan 
penting bagi semua pengambil 
keputusan. Pemerintahan tradisional 
mulai ditinggalkan. Di Indonesia e­
goverment baru dimulai dengan 
inisiatif yang dicanangkan beberapa 
tahun lalu. 

Hingga awal dekade abad 21 ini 
perkembangan e-gov di Indonesia 
masih dalam tahap pengenalan. Hal 
ini ditunjukkan dengan mulai 
diperkenalkannya penggunaan 
teknologi informasi dalam mendu­
kung perbaikan internal dan juga 
pelayanan ke masyarakat. Beberapa 
instasi pemerintah (Kementerian dan 
LPND) telah menginvestasikan 
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banyak anggaran untuk program 
komputerisasi dan pengembangan 
sistem informasi manajemen berbasis 
TI sebagai langkah awal program 
digitalisasi administrasi 
pemerintahan. 

Meskipun perkembangan teknologi 
informasi dan teknologi komunikasi 
tidak dapat dipungkiri daya gunanya, 
namun demikian perlunya e-gov 
bukan semata mata karena 
perkembangan teknologi informasi 
dari perspektif lingkungan stratejik, 
tetapi yang lebih penting lagi adalah 
dirasakan adanya kebutuhan akan 
penerapan teknologi komunikasi 
tersebut guna mencapai kualitas 
pelayanan prima kepada masyarakat, 
di samping itu juga untuk mening­
katkan transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, efisiensi, koherensi, dan 
dayaguna dad organisasi publik, 
sebagai pelayan masyarakat. 

Namun demikian dad beberapa 
organisasi pemerintah, baik pusat 
maupun daerah, yang telah mencoba 
mendayagunakan teknologi ini, baik 
dalam rangka untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya secara in­
ternal, maupun dalam melayani 
masyarakat,Dalam Buku Lembaga 
Administrasi Negara (2008 : 9) Tingkat 
perkembangan yang dicapai dewasa 
ini adalah baru dalam taraf 
mengotomasikan prosedur manual 
yang selama ini berlaku, atau 
berdasarkan rutinitas kesehariannya. 
Belum merefleksikan perubahan 
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mendasar dan besar-besaran dalam 
praktik manajemen sebagaimana 
terlihat dalam dunia us aha, di mana 
teknologi dimaksud telah digunakan 
untuk mengubah pola operasi dari 
usaha berdasarkan fungsi unit, 
menjadi restrukturisasi organisasi 
tentang proses yang dapat mendu­
kung core business-nya. 

Tujuan dan Sasaran , 

Tujuan untuk memberikan gambaran 
tentang peran teknologi informasi (e­
goverment) dalam instansi peme­
rintahan untuk mencapai kualitas 
pelayanan prima kepada masyarakat, 
disamping itu juga untuk mening­
katkan transparansi, akuntabilitas, 
parsipasi, efisiensi, koherensi, dan 
dayaguna lain dari organisasi publik. 

Sasaran untuk mendapatkan analisis 
strategi teknologi informasi pada 
organisasi pemerintah, sehingga 
memberikan kualitas layanan kepada 
publik yang optimal. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Bondan dan 
Taylon dalam Moleong (2001) 
menjelaskan metode kualitatif 
sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskritif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati, diarahkan secara utuh 
(holistik). 
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Cara pengumpulan data dengan 
menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari telaah literatur, laporan 
studi yang terkait dengan penelitian 
ini dan didukung dengan pengamatan 
di instansi pemerintah dengan 
melihat perkembangan pemanfaatan 
teknologi informasi (TI) sebagai salah 
satu faktor penunjang dalam pening­
katan kinerja instansi pemerintah, 
sehingga perlu disusun langkah­
langkah strategis dalam implementasi 
teknologi informasi( e-goverment), 
sehingga kualitas pelayanan prima 
dapat dicapai. 

Kerangka Teori 

Pengertian Teknologi Informasi 

Teknologi informasi adalah istiah 
umum yang menjelaskan teknologi 
apapun yang membantu manusia 
dalam membuat, mengubah, menyim­
pan, mengomunikasikan dan atau 
menyebarkan informasi. Teknologi 
informasi menyatukan komputasi dan 
komunikasi berkecepatan tinggi 
untuk data, suara dan video. Contoh 
teknologi informasi bukan hanya 
berupa komputer pribadi, tetapi juga 
telepon, 1V, perala tan rumah tangga 
dan peranti gengam modern (misal 
ponsel) (Williams dan Sawyer, 2007 
: 4). Sedangkan teknologi informasi 
menurut Information Technology Train­
ing Package ICA99 (dalam Aji 
Supriyanto, 2005 : 5) mendefinisikan: 
The Information Technology Industry is 
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defined as technology development and 
application of computers and 
comumunications based technologies for 
processing, presenting and managing data 
and information. This includes computer 
hardware and component manufacturing; 
computer software development and vari­
ous computer related services; together with 
communications equipment, component 
manufacturing and services. (Industri 
teknologi informasi didefinisikan 
sebagai pengembangan teknologi dan 
apikasi dari komputer dan teknologi 
berbasis komunikasi untuk 
memproses, penyajian, mengelola 
data, dan informasi. Termasuk di 
dalamnya pembuatan hardware 
komputer dan komponen komputer; 
pengembangan software komputer 
dan berbagai jasa yang berhubungan 
dengan komputer; bersama-sama 
dengan perlengkapan komunikasi, 
pembuatan komponen dan jasa). 
Kemudian teknologi yang digunakan 
dalam teknologi informasi adalah 
teknologi komputer, teknologi teleko­
munikasi dan teknologi yang mampu 
memberikan nilai tambah untuk suatu 
organisasi (Hasta Dewa Putranta, 
2004 :24). 

Peranan Teknologi Informasi 

Peranan teknologi informasi pada 
masa sekarang tidak hanya diper­
gunakan bagi organisasi atau 
perusahaan, melainkan juga untuk 
kebutuhan perseorangan. Peman­
faatan teknologi informasi dapat 

memberikan keunggulan kompetitif 
dan dapat mendukung mencapaian 
keunggulan pribadi. Teknologi 
informasi dapat dikatakan telah 
diimplementasikan di segala bidang 
dan ke berbagai lapisan masyarakat. 
Dengan kemampuan teknologi 
informasi, seseorang dapat mempe­
roleh informasi melalui internet 
dengan menggunakan handphone, 
saat lUI seseorang terbiasa 
menggunakan surat elektronis atau e­
mail. Serring denganperkembangan 
teknologi informasi, peran teknologi 
informasi semakin luas diberbagai 
bidang kegiatan, antara lain : 
Perbankan, pendidikan, Kesehatan, 
Kepolisian, Perdagangan Elektronis, 
dan Perancangan Produk (Abdul 
Kadrr & Terra,2003 :22). 

Gambaran Umum 

Peran dan posisi dalam pengelolahan 
pemerintahan telah berubah dari 
konvensional menjadi modern 
dengan ditandainya pemanfaatan 
Teknologi Informasi (TI) di berbagai 
aspek kegiatan di instansi pemeintah. 
Kondisi ini dapat dilihat berbagai hal, 
antara lain : 

1. 	 Pergeseran paradigma penge­
lolaan administrasi negara 

Sebelum mendiskusikan peran TI 
dalam pemerintahan, sekilas akan di 
jelaskan pergeseran paradigma 
pengelolaan administrasi negara yang 
telah terjadi sejak awal 1980-an, 
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menempatkan TI sebagai instrumen 
utama dalam rekayasa prosesnya. 

Pada dekade ini, peran pemerintah 
tengah mengalami suatu proses 
perubahan transisional dan 
karakteristik pengelolaan publikyang 
berbasis pada kekuasaan tanpa 
adanya suatu kekuasaan akan 
pertanggungjawaban kinerja ke arah 
pengelolaan publik yang 
berlandaskan pada akuntabilitas dan 
mengedepankan aspek kepuasan 
pengguna jasa; dari peran sebagai 
penyelenggara (acting) ke peran 
pengarah (regulating) dalam rangka 
pmberdayaan masyarakat, dari 
struktur dan kultur yang tertutup 
menuju ke sebuah tatanan organisasi 
yang terbuka, desentralistik dan 
demokratis; serta dari suatu 
pemeritahan yang bad governance 
kearah suatu pemerintahan yang 
clean and good governance. Di dalam 
Buku Lembaga Administrasi Negara 
(2008: 14) ada 4 (empat) faktor yang 
di indikasikan mempunyai pengaruh 
kuat bagi pergeseran paradigma 
pemerintahan : Pertama adalah 
transformasi global dalam bidang 
politik, ekonomi, tatanan teritorial 
kenegaraandan budaya telah 
membentuk sebuah model tatanan 
baru dunia yang bisa dianalogikan 
sebagai "desa dunia" (global Vil­
lages). Kotler (1996), dalam hal 
tatanan ekonomi, mengingatkan 
adanya perubahan dahsyat sistem 
ekonomi makro dalam bentuk 
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globalisasi pasar dan kompetisi. Hal 
ini ditandai dengan arus investasi, 
industri, teknologi informasi, 
penggunaJ pemakai prroduk 
individu yang telah melampaui batas 
geografis dan negara ( bordeless 
world) (Ohmae, 1995). Kedua, 
meningkatnya kesadaran politik 
masyarakat untuk lebih beperan aktif 
dalam proses pemerintahan, 
khususnya yang secara azasi 
menyangkut kepentinganya. 
Keterlibatan yang masyarakat 
inginkan tidak hanya dalam level 
rmplementasi kebijakan saja, namun 
juga secara luas dalam perumusan 
formulasi dan juga evaluasinya. 
Dengan kata lain, wujud pmerintahan 
yang ditata harus mendukung adanya 
pemberdayaan masyarakat. Hal ini 
sesuai dengan paradigma baru 
pemerintahan yang meminimalkan 
perannya dalam urusan publik, the 
best goverment is the less governed. 
Dalam hal pengelolaan kenegaraan, 
jelas pemerintah tidak bisa lagi 
menjadi single actor yang mampu 
menyediakan seluruh kebutuhan 
akan produk dan jasa warga 
negaranya. Model penyelenggaraan 
pemerintahan yang monopolistik 
ditransformasikan ke arah yang lebih 
demokratis. Implikasi konkret dati hal 
ini adalah dikembangkannya berbagai 
model kemitraan antara pemerintah 
dengan swasta dalam bentuk 
privatisasi, penyertaan modal, dan 
berbagai bentuk kemitraan lainnya. 
Ketiga, menurunnya kemampuan 
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keuangan (reduced funding) pemerin­
tah untuk memenuhi semua kebu­
tuhan yang menyangkut pelayanan 
publik. Kondisi ini tidak hanya 
disebabkan oleh berkurangnya 
sumber pendapatannegara, baik dari 
sumber daya alam maupun sumber 
lainnya, namun juga dipicu dengan 
semakin meningkatnya standar 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Harapan masyarakat untuk menda­
patkan pelayanan yang prima telah 
menjadi fenomena umum. Hal ini 
juga sejalan dengan semakin 
munculnya alternatif penyedia 
layanan yang mempunyai tingkat 
kompetisi yang lebih tinggi. Dengan 
demikian publik harus secara aktif 
melakukan inovasi melalui meka­
nisme perbandingan (benchmarking). 
Keempat, berkembangnya wacana 
ilmu adiministrasi yang mengarah 
kepada model new public management. 
Berbagai konsep dan model 
adiministrasi baru dikembangkan. 

Modem ModelTraditional Model 

• Closed • Open 
• Non-partisan• 1mpersonal 

Q
• More responsive • Hierarchy 

• Rule Diven • Crosss cu tting 
teams• Inflexible 

• Commitment to • Networking 

bureaucratic 
 • Commitment to 
system citizen 

• Knowledge 
profesional staff 

Gambar 1. Perubahan Paradigma Model 

Manajemen Pemerintahan 


Diantaranya adalah konsep reinventing 
goverment, learning organization, banish­
ing bureaucracy, dynamic system. Secara 
tidak langsung berbagai konsep 
tersebut berpengaruh terhadap model 
manajemen pemerintahan. Secara 
ringkas perubahan paradigma 
tersebut terlihat dalam Gambar 1. 

Dari peta pergeseran tersebut diatas, 
terlihat jelas bahwa bahwa orientasi 
masa depan organiasi publik harus 
sudah mengandalkan pada basis 
jejaring kerja (networking) baik 
terhadap organisasi publik lainnya, 
maupun kepada masyarakat. Birokrasi 
yang selama ini selalu dikonotasikan 
sebagi sebuah organisasi yang 
tertutup bagaikan dalam kotak hitam 
(black box) yang terpisah dengan 
kepentingan publik, baik dalam 
proses maupun hasilnya, harus 
diubah menjadi lebih transparan, 
akuntabel, dan berorientasi pada 
kebutuhan masyarakat. Untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat, diperlukan suatu 
program dan aplikasi teknologi 
administrasi yang berbasis pada 
hightech information. Misalnya elec­
tronic commerce (E-commerce), wold 
web site, danElectronic goverment (EG). 

2. 	 Manfaat Teknologi Informasi (TI) 
dalam organisasi 

a. 	 Mengurangi aspek-aspek bahaya 
moral dalam transaksi publik. 
Teknologi informasi akan 
membawa cakrawala baru dalam 
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dunia birokasi, yakniketerbukaan, 
ini merupakan suatu kerinduan 
publik yang telah lama menunggu 
hadirnya suatu administrai 
pemerintahan yang profesional 
dan akuntabel 

b. Meningkatkan obyektifitas dalam 
pelayanan publik. Dengan mengu­
nakan teknologi informasi, 
sehingga subyektifitas dalam 
pelayanan akan dikurangi. 
Pengguna layanan hanya akan 
berhadapan dengan mesin yang 
tidak mengenal hubungan patri­
monial dan pesonal. 

c. 	 meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas dalam organisasi. TI 
dapat berperan dalam mening­
katkan kinerja organisasi baik 
dalam proses maupun dalam 
penyampaian atau pendistribu­
sian jasa (public good). Dengan 
bantuan TI identifikasi dan diag­
nosis masalah-masalah publik 
akan dapat lebih akurat. 
Keakuratan dalam data dan 
informasi akan berpengaruh 
langsung terhadap akurasi 
pengambilan keputusan. 

d. Teknologi Informasi (TI) dapat 
digunakan untuk memotong 
proses-proses dalam birokrasi 
yang cenderung memunculkan 
biaya baru. Teknologi informasi 
juga mampu mngurangi biaya dan 
kecepatan dalam pelayanan, 
contohnya adalah dengan 
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menggunakan sistem paperless, 
otomatisasi pelayanan, dll. 

e. 	 Sebagai faktor pertumbuhan 
ekonomi. TI telah menjadi pengung­
kit utama dalam peningkatan 
pertumbuhan ekonomi, karena 
menjadi faktor permudah dalam 
peningkatan kinerja dan proses 
organisasi, maknanya akan terjadi 
peningkatan efisiensi dan kemu­
dahan akses maka akan 
mendorong investasi. 

3. 	 Kebijakan e-Goverment 

E-Goverment di Indonesia telah 
diperkenalkan melalui Intruksi 
Presiden No.6/200l, tangga124 April 
2001 tentang telematika (Teleko­
munikasi, Media dan Informatika) 
yang menyatakan bahwa aparat 
pemerintah harus menggunakan 
teknologi telematika untuk mendu­
kung good governance dan memper­
cepat proses demokrasi. Lebih jauh 
lagi, e-goverment wajib diperkenal­
kan untuk tujuan yang berbeda di 
kantor-kantor pemerintahan. Admi­
nistrasi publik adalah salah satu area 
dimana internet dapat digunakan 
untuk menyediakan akses bagi semua 
masyarakat yang berupa pelayanan 
yang mendasar dan mensimplikasi 
hubungan antar masyarakat dan 
pemerintah. 

E-Goverment dengan menyediakan 
pelayanan melalui internet dapat 
dibagai dalam beberapa tingkatan 
yaitu, penyediaan informasi, interaksi 
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satu arah, interaksi dua arah dan 
transaksi yang berarti pelayanan 
elektronik secara penuh. Interaksi satu 
arah bisa merupakan fasilitas men­
download formulir yang dibutuhkan. 
Pemrosesan/ pengumpulan formulir 
secara online merupakan contoh 
interaksi dua arah. Sedangkan 
pelayanan elektronik penuh berupa 
pengambilan keputusan dan delivery 
(pembayaran). Berdasarkan fakta yang 
ada pelaksanaan e-goverment di Indo­
nesia sebagian besar barulah pada 
tahap publikasi situs pemerintah atau 
baru pada tahap pemberian informasi. 
Akan tetapi perlu digaris bawahi 
bahwa e-goverment bukan hanya 
sekedar publikasi situs pemerintah. 
Pemberian layanan sampai dengan 
tahapfull-electronic delivery service perlu 
diupayakan. 

Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 
tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan E­
goverment, setiap instansi pemerintah 
agar dapat merumuskan rencana 
tindak E-Goverment dengan 
berkoordinasi dengan Menteri Negara 
Komunikasi dan informasi. 

5. 	 Penerapan e-goverment di Indo­
nesia 

Penerapan e-goverment di Inonesia 
menghadapi beberapa tantangan, 
khususnya yang dihadapi oleh 
organisasi pemerintah. Salah satu 
diantaranya adalah masalah sumber 
daya manusia yang belum memadai. 

Penerapan e-goverment di kantor­
kantor publik perlu di dukung oleh 
pegawai yang mengerti mengenai 
teknologi, yang juga diperlukan 
pegawai y'ang mau belajar dan 
mampu menanggapi perubahan. 
Teknologi informasi berubah secara 
cepat sehingga kemauan belajarpun 

.dituntut untuk memiliki setiap 
pegawai lembaga publik. Selain itu 
penerapan e-goverment memerlukan 
perubahan dalam organisasi dan 
dukungan ketrampilan baru. Uni 
Eropa sebagai salah satu komunitas 
yang telah berhasil menerpakan e­
govermentnya mendifinisikan, bahwa 
e-goverment bukan hanya sekedar 
penggunaan teknologi informasi 
melainkan penggunaan teknologi 
informasi yang juga dikombinasikan 
dengan perubahan organisasi dan 
keterampilan baru dalam rangka 
memperbaiki pelayanan publik dan 
proses demokrasi dan mendukung 
kebijkan publik. Organisasi pemerin­
tahan di Indonesia perlu ditata ulang 
untuk dapatmenerapkan e-goverment 
secara efektif. Korupsi Kolusi Neopo­
tisme yang membudaya mempenga­
ruhi kesiapan dalam mempermudah 
akses publik melalui informasi. Jika 
KKN tidak dientaskan terlebih dahulu 
akan ada oknum yang akan memper­
gunakan kesempatan dengan mem­
persulit mendapatkan informasi. 
Budaya korupsi perlu dihilangkan 
dalam rangka meningkatkan pelaya­
nan sehingga kemudahan di capai 
dengan e-goverment dapat disediakan 
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dengan tidak menimbulkan ongkos 
ekonomi yang lebih tinggi yang harus 
dibayar masyarakat. Perlu diciptakan 
budaya yang menomorsatukan 
masyarakat dan budaya melayani 

PEMBAHASAN 

Strategi teknologi informasi pada 
organisasi pemerintah dapat dijelaskan 
beberapa hal penting, antara lain: 

Jaringan 

Perwujudan kondisi ideal tersedianya 
jaringan komputer antar instansi 
pemerintah ataupun ketersediaan 
jaringan yang dapat menghubungkan 
antara pemerintah tersebut dengan 
masyarakat umum. Penyediaan 
jaringan ini harus dapat menekan 
kesenjangan digital yang mungkin 
timbul antar pemerintah ataupun 
antar masyarakat. 

Topologinya disesuaikan dengan 
kondisi masing-masing instansi 
pemerintah. Pada dasarnya setiap 
instansi diharapkan memlliki jaringan 
internal/lokal instansi untuk 
mendukung penggunaan aplikasi di 
masing-masing instansi. Antar 
jaringan lokal harus dapat berkomu­
nikasi satu sarna lain membentuk satu 
kesatuan yang utuh. 

Bagi Indonesia, hingga awal dekade 
abad 21 ini perkembangan e-gov 
masih dalam tahap pengenalan (intro­
duction). Hal ini ditunjukkan dengan 
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mulai diperkenalkannya penggu­
naan teknologi informasi dalam 
mendukung perbaikan internal dan 
juga pelayanan ke masyarakat. 
Beberapa instasi pemerintah 
(Kementerian dan Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian) telah 
menginvestasikan banyak anggaran 
untuk program komputerisasi dan 
pengembangan sistem informasi 
manajemen berbasis TI sebagai 
langkah awal program digitalisasi 
administrasi pemerintahan. Akses 
masuk dan keluar informasi dalam 
jaringan pemerintahan sedapat 
mungkin dikontrol melalui satu pintu 
yang dikelola oleh sentral unit 
pengelola teknologi informasi. 
Dengan demikian tingkat keamanan 
data dan jaringan dapat dikelola 
dengan baik. Dalam pembuatannya, 
jaringan dapat menggunakan media 
kabel mau pun wireless sesuai dengan 
kebutuhan. Untuk tempat yang 
berjauhan dan pertukaran data yang 
kecil, penggunaan jaringan kabel 
menjadi sangat maha!. 

Menyediakan data dan informasi 
secara digital di masing-masing 
instansi yang dapat didistribusikan 
antar instansi sesuai kewenangannya: 
Membuat peraturan tentang: a) 
Kebijakan satu pintu gateway untuk 
akses ke jaringan global; b) Data dan 
informasi yang akan dipertukarkan; c) 
Kewajiban setiap unit kerja untuk 
memberikan rekapitulasi kepusat 
data. 
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Menyediakan infrastruktur perangkat 
keras dan lunak yang terintegrasi 
dengan mengkoordinasikan pengem­
bangan sistem pelayanan dan 
informasi dari seluruh unit kerja 
dengan cara : Mempertimbangkan 
aspek user friendly, struktur informasi 
dalam pengembangan portal: a) 
Pembenahan database sektoral; b) 
Membuat sistem informasi yang 
dinamis dan terpadu; c) Menerapkan 
standarisasi protokol dan pertukaran 
data; d) Membuat sistem keamanan 
berlapis yang handal; e) Mempertim­
bangkan aspek keamanan data yang 
dikirim melalui media; f) komunikasi 
on-line/ secure elektronik transaction. 

Infrastruktur Penunjang lainnya 

Termasuk dalam infrastruktur 
penunjang lain untuk mendukung 
terwujudnya kondisi ideal dalam 
penerapan teknologi informasi di 
instansi pemerintahan, adalah 
tersedianya suplai listrik dan jaringan 
telekomunikasi yang memadai. Selain 
dari pada itu, untuk menekan 
timbulnya kesenjangan digital antar 
pemerintah dan masyarakat, perIu 
diupayakan penyediaan berbagai 
macam kanal akses informasi. 
Informasi harus dapat diakses baik 
melalui komputer-komputer yang 
tersedia di instansi-instansi pemerin­
tahan, warnet, sekolah, kantor ataupun 
dari rumah secara on-line. Selain 
dengan menggunakan komputer, 
akses terhadap informasi juga dapat 

memanfaatkan hand phone, web TV, 
telephone dan sarana-sarana lain. 
Pemerintah bekerjasama dengan 
duma usaha khususnya berkewajiban 
untuk membangun kanal akses 
sebanyak mungkin, sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum 
dengan mudah dan murah. Menye­
diakan infrastruktur pendukung 
dengan cara : a. Menyediakan aplikasi 
sistem informasi di masing-masing 
instansi secara bertahap; b. 
Menyediakan jaringan LAN antar 
instansi pemerintah secara bertahap 
dan menggunakan teknologi internet 
untuk distribusi data; c. Pertukaran 
data antar intansi dengan 
menggunakan XML; d. Menyediakan 
perangkat keamanan data (security) 
yang memadai di masing-masing 
instansi yang berhubungan langsung 
dengan jaringan luar; e: Data. 

Pendanaan 

Investasi dibidang teknologi informasi 
membutuhkan dana yang re1atifbesar, 
sehingga dibutuhkan mekanisme 
pendanaan yang memadai. Idealnya 
pendanaan dapat dilakukan mela1ui 
dana pemerintah, ataupun adalahhal­
hal tertentu dapat bekerjasama 
dengan dunia usaha untuk memba­
ngun jaringan teknologi informasi di 
instansi pemerintahan. Pengelolaan 
pendanaan harus dilakukan secara 
transparan dan harus dapat 
dipertanggung jawabkan pada 
masyarakat. Dalam pembangunan 
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dan pengelolaan teknologi informasi 
di instansi pemerintahan dapat 
dilakukan sepenuhnya secara internal 
melalui mekanisme swakelola, atau 
diserahkan pada pihak ketiga dengan 
mekanisme kontrak kerja. Sedapat 
mungkin penyerahan kontrak kerja 
memperhatikan dan memanfaatkan 
semaksimal mungkin sumberdaya 
lokaL Salah satu bentuk lain alternatif 
pendanaan adalah dengan melakukan 
kerjasama antar instansi pemerintahan 
dalam pembangunan aplikasi yang 
dibutuhkan, sehingga biaya pengem­
bangan dapat ditanggung secara 
bersama. Dari sisi pendanaan juga 
harus diperhatikan perlunya dana 
operasional dan perawatan sistem 
informasi ini. Pada umumnya, selama 
5 tahun pertama dibutuhkan dana 
operasional dan perawatan sebesar 20 
% per tahun dari nilai investasi awaL 

Pengembangan e-government memi­
liki lingkup kegiatan yang luas dan 
memerlukan investasi dan 
pembiayaan yang besar. Sementara 
itu ketersediaan anggaran pemerintah 
sangat terbatasdan masih harus 
dipergunakan untuk mengatasi 
berbagai permasalahan yang harus 
segera diselesaikan. Oleh karena itu 
pengalokasian anggaran untuk 
pengembangan e-government harus 
dilakukan secara hati-hati dan 
bertanggung jawab agar anggaran 
yang terbatas itu dapat dimanfaatkan 
secara efisien dan dapat menghasilkan 
daya ungkit yang kuat bagi pemben-
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tukan tata-pamong yang baik. Dengan 
demikian diperlukan siklus peren­
canaan, pengalokasian, pemanfaatan, 
dan pengevaluasian anggaran 
pengembangan e-government yang 
baik, sehingga pelaksanaan strategi 
untuk pencapaian tujuan strategis e­
government dapat berjalan dengan 
baik sesuai dengan harapan dan 
sasaran. 

Kesenjangan yang lebar antara 
besarnya kebutuhan anggaran dengan 
keterbatasan anggaran yang dapat 
disediakan akan menimbulkan 
pengalokasian anggaran yang buruk 
apabila arah dan prioritas penggu­
naan anggaran tidak terdefinisi 
dengan baik, proses pengalokasian 
anggaran tidak sistematik, dan 
praktek penganggaran yang tidak 
transparan karena lemahnya persya­
ratan kelayakan pembiayaan. Untuk 
menghindari pemborosan anggaran 
yang merupakan uang pembayar 
pajak, perlu dikembangkan kerangka 
perencanaan dan pengalokasian 
anggaran. 

Skenario Pendayagunaan Teknologi 
Informasi 

Selama ini, interkasi antara penduduk, 
dunia usaha, atau pengguna jasa 
pemerintah yang lain dengan instansi 
pemerintah terjadi di instansi 
pemerintah itu. Melalui perkem­
bangan teknologi dalam konsep e­
gOY, bukan tidak mungkin kalau 
pusat pelayanan didekatkan kepada 
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klien, bahkan mungkin tanpa 
ditunggu oleh seorangpun, atau 
melalui komputer pribadi di rumah 
maupun di kantor, atau kios-kios 
yang tersedia. 

Sebagaimana dalam elektronik 
perniagaan (e-commerce). DimJma 
dimungkinkan transaksi dapat 
dilakukan secara efisien dan 
mendekatkan pelanggan kelayanan 
yang diberlkan duma usaha (Business 
to Customer/B 2 C), e-gov bertujuan 
untuk membuat interaksi antara 
pemerintah dengan masyarakat, 
pemerintah dengan perusahaan dan 
antara instansi pemerintah. Secara 
lebih berdaya guna dan ramah, 
nayaman, transparan, cepat, dan tepat. 
Hal tersebut bukan saja berlaku bagi 
dukungan kegiatan pada berbagai 
bidang kehidupan di dalam negeri, 
tetapi juga dalam hubungan 
internasional. 

Kebanyakan kegiatan e-gov berpusat 
pada penyebaran informasi. Sangat 
kedl prosentasenya untuk kegiatan 
pemrosesan, transaksi, pemberian 
nilai tambah lain terhadap informasi 
yang dimiliki dari pemakaian 
teknologi itu. Disisi lain pemerintah 
memberikan pelayanan kepada 
publik dengan data dan informasi 
penuh yang dibutuhkan, guna 
mengupayakan efisiensi administrasi 
publik, untuk membuat pemerintah 
lebih akuntabet dan untuk 
memberikan jaminan bahwa setiap 

orang mendapatkan perlakuan yang 
fair dan adil. 

Aplikasi teknologi dan komunikasi 
dalam administrasi pemerintahan 
tidak terlepas dari tugas pokok dan 
fungsi pemerintah itu sendiri sebagai 
pangkal tolaknya di satu sisL dan dari 
perangkat teknologi tersebut sebagai 
tulang punggung dari e-gov pada sisi 
lain. Ada dua tug as pokok pemerintah 
yang perIu di tunjang, yakni 
mengelola kebijakan dan mengelola 
pelayanan. Berbagai bentuk 
kebijakan, pengaturan, pembinaan, 
pengendalian, serta pengawasan dan 
pertanggung jawaban, dalam beragam 
jenis dan bidang kehidupan 
masyarakat bangsa dan dalam 
hubungan antar bangsa yang di 
kembangkan dalam upaya mencapai 
tujuan bernegara atau untuk 
mengatasi masalah- masalah yang 
dihadapi bangsa. MemerIukan data 
dan informasi yang lengkap, akurat 
dan tepat waktu. Kegunaan dan peran 
teknologi komunikasi dan informasi 
adalah untuk mendukung 
pe1aksanaan tugas dan fungsi tersebut 
agar terselenggara secara tepat, efektif, 
nyaman, aman dan efisien. Demikian 
pula halnya dalam pemberian 
berbagai jenis dan ragam pelayanan 
yang dibutuhkan masyarakat bangsa, 
dan dalam hubungan antar bangsa. 

Secara filosofis, kegunaan dan peran 
e-gov dapat digambarkan bahwa 
dengan pedayagunaan teknologi 
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informasi dalam e-gov, pekerjaan 
yang dapat diselesaikan menjadi lebih 
banyak, dan dalam waktu yang lebih 
sedikit serta kepuasan konsumen juga 
semakin luas. 

Tujuan jangka panjang untuk suatu 
periode tertentu yang harus dicapai. 
Terdapat 4 kegiatan utama yang 
dikelompokkan berdasarkan entity 
yang berhubungan dengan 
pemerintah, ke-empat entity tersebut 
adalah masyarakat umum (Govern­
ment to Citizens), masyarakat bisnis 
/ Government to Business, unit kerja 
pemerintah lain / Government to Gov­
ernment dan pegawainya Govern­
ment to Employee. Disamping itu 
ditambahkan satu aspek lain yang 
memiliki karakterisitik berbeda tapi 
memegang peranan sangat penting, 
yaitu terintegrasinya seluruh sistem. 

Ke-empat kegiatan utama tersebut 
kemudian diterjemahkan menjadi 
tujuan sebagai berikut: a. Government 
to Business/Citizens (G-to-B/C): 
Tersedianya informasi dan pelayanan 
yang dibutuhkan masyarakat serta 
fasilitas untuk menampung dan, 
mendayagunakan masukan 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan penyusunan 
kebijakan secara on-line, efektif, 
efisien dan akurat; b. Government to 
Government (G-to-G) : Terbentuknya 
sistem pertukaran data dan informasi 
antar instansi pemerintah untuk 
penyelenggaraan pemerintahan yang 
efektif; c. Government to Employee 
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(G-to-E): Terwujudnya Sistem 
Informasi yang dapat menjembatani 
kepentingan: instansi pemerintah 
dalam meningkatkan effisiensi 
pendayagunaan pegawai serta 
kepentingan pegawai dalam 
memperoleh kesejahteraan; d. 
Integrasi Sistem: Terintegrasinya 
Seluruh Sistem di lingkungan instansi 
Pemerintah. 

objectives/Sasaran 

Tahap selanjutnya adalah tahap 
penentuan objectives, objectives 
merupakan : sasaran-sasaran yang 
cukup terperinci dan harus dicapai 
agar sasaran yang ditentukan dapat 
terpenuhi. Sebagai titik awal yang 
sangat penting agar dapat 
menentukan objectives dengan baik 
diperlukan pengetahuan tentang unit 
kerja, proses yang berlangsung 
didalamnya, hubungan antar 
organisasi dU. Hal lain yang perlu 
dipertimbangkan dalam penyusunan 
objectives adalah terpenuhinya 
kaidah SMART (Specific, Measurable, 
Attainable, Realistic and Time Limit). 
Penentuan Objectives/ sasaran 
sebagai berikut : 

Sasaran G-to-Business/ Citizens 
(Pemerintah + Masyarakat) : a. 
Menyediakan sistem penyebaran 
informasi pada setiap intansi 
pemerintah untuk masyarakat, 
masyarakat dapat mengakses dimana 
saja dan kapan saja dalam jangka 
waktu 24 jam; b. Menyediakan Sistem 
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Pelayanan Terpadu untuk 
masyarakat; c. Menyediakan Sistem 
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat; d. 
Menyediakan Sistem Pengadaan 
Barang secara On-line. 

Penggunaan teknologi internet untuk 
penyebaran informasi dan pelayanan 
masyarakat dengan: a. Membuat 
website dari masing-masing instansi 
pemerintah; b. Membuat fasilitas­
fasilitas yang dapat meningkatkan 
pemakaian dan rasa memiliki 
masyarakat; c. Menyediakan informasi 
potensi daerah dan peluang investasi 
kepada Masyarakat. Meningkatkan 
kemampuan SDM pada setiap instasni 
pemerintah Menyediakan formulir 
isian, brosur-brosur, peraturan 
pemerintah/daerah, sehingga dapat 
mengelola sistem penyebaran infor­
masi secara mandiri: d. Melalui trans­
fer teknologi sehingga mengurangi 
ketergantungan terhadap piliak luar; 
e. Melalui pemberian beasiswa untuk 
melanjutkan pendidikan atau training 
ke lembaga pendidikan yang 
kompeten. 

Menyediakan infrastruktur pendu­
kung dengan cara : Mengembangkan 
aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu : 
a. Mengembangkan aplikasi on-line 
Sistem Pelayanan Terpadu; b. 
Menyediakan server, komputer, 
jaringan, akses ke internet dan 
berbagai perala tan lainnya. 

Menyediakan Sistem Pengelolaan 
Aspirasi Masyarakat : Membuat 

peraturan tentang : a. Pembentukan 
tim yang beranggotakan para pakar 
dari berbagai bidang yang dapat 
mengolah masukan dari masyarakat; 
b. Penunjukkan unit pelaksana sebagai 
koordinatorpengelola aspirasi 
masyarakat; c. Kewajiban penanggung­
jawab untuk merespons masukan/ 
pertanyaan dari masyarakat. 

Meningkatkan Kemampuan 8DM 

Kemampuan SDM teknologiinformasi 
selalu ditingkatkan, sehingga dapat 
menangani sistem pengelolaan 
aspirasi masyarakat : a. Melalui 
sosialisasi tentang sistem pengelolaan 
aspirasi masyarakat; b. Melalui trans­
fer teknologi sehingga mengurangi 
ketergantungan terhadap pihak luar; 
c. Melalui pemberian beasiswa untuk 
melanjutkan pendidikan atau training 
ke lembaga pendidikan yang 
kompeten; d. Pelatihan komputer 
untuk semua pegawai Pemerintah; e. 
Mengsosialisasi jabatan fungsional 
komputer bagi pegawai yang 
bertanggung jawab terhadap 
pengolahan data; f. Pemanfaatan SDM 
lokal untuk pemgembangan sistem 
informasi. 

Kerangka Arsitektur e-goverment 

Untuk menjamin keterpaduan sistem 
pengelolaan dan pengolahan doku­
men dan informasi elektronik dalam 
mengembangkan pelayanan publik 
yang transparan, pengembangan e­
government pada setiap instansi 
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berorientasi pada kerangka arsitektur 
di bawah ini (Lampiran II intruksi 
Presiden Republik Indonesia No.3 
Tahun 2003). Kerangka arsitektur itu 
terdiri dari empat lapis struktur, 
yakni: a. Akses, yaitu jaringan 
telekomunikasi, jaringan internet, 
dan media komunikasi lain yang 
dapat dipergunakan oleh masyarakat 
untuk mengakses portal pelayanan 
publiki b. Portal pelayanan publik, 
yaitu situs-situs internet penyedia 
layanan publik tertentu yang 
mengintegra-sikan proses pengolahan 
dan pengelolaan informasi dokumen 
elektronik di sejumlah instansi 
terkait; c. Organisasi pengelolaan & 
pengolahan informasi, yaitu orga­
nisasi pendukung yang mengelola, 
menyediakan dan mengolah transaksi 
informasi dan dokumen elektronik; 
d. Infrastruktur dan aplikasi dasar, 
yaitu semua prasarana baik bentuk 
perangkat keras dan perangkat 
lunak yang diperlukan untuk mendu­
kung pengelolaan, pengolehan, 
transaksi, dan penyaluran informasi, 
baik antar back office, antar portal 
pelayanan publik dengan back office, 
maupun antar portal pelayanan 
publik dengan jaringan internet, 
secara andal, aman, dan terpercaya. 
Struktur tersebut ditunjang oleh 4 
(empat) pilar, yakni penataan sistem 
manajemen dan proses kerja, pema­
haman tentang kebutuhan publik, 
penguatan kerangka kebijakan, 
dan pemapanan peraturan dan 
perundang-undangan. 
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Pengembangan Pelayanan Publik 
Melalui Jaringan Komunikasi dan 
Informasi 

Agar pelaksanaan kebijakan 
pengembangan e-gov dapat 
dilaksanakan secara sistematik dan 
terpadu, penyusunan kebijakan, 
peraturan dan perundang-undangan, 
standarisasi, dan panduan yang 
diperIukan harus konsisten dan saling 
mendukung. Oleh karena itu 
perumusannya perIu mengacu pada 
kerangka yang utuh, serta diarahkan 
untuk memenuhi kebutuhan 
pembentukan pelayanan publik dan 
penguatan jaringan pengelolaan dan 
pengolahan informasi yang andal dan . 
terpercaya, seperti digambarkan di 
bawah ini, kerangka tersebut mengait­
kan semua kebijakan, peraturan dan 
perundang-undangan, standardisasi, 
dan panduan sehingga terbentuk 
landasan untuk mendorong pemben­
tukan kepemerintahan yang baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. 	 Teknologi informasi (TI) dalam 
wacana administrasi publik baru 
ditempatkan sebagai variabel 
utama untuk mendukung terlak­
sananya administrasi publik yang 
efisiens, efektif, berkeadilan, dan 
akuntabel. 

2. 	 Investasi dibidang teknologi 
informasi membutuhkan dana 
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yang relatif besar, sehingga 
dibutuhkan mekanisme penda­
naan yang memadai. 

3. 	 Kehadiran TI dalam dasa warsa 
terakhir telah membuktikan bahwa 
TI mampu memberikan sesuatu 
yang semula sangat sulit 
dipenuhi oleh administrasi publik 
tradisional yakni dalam hal 
kecepatannya, keakuratannya dan 
keobyektifannya. Dengan kata lain, 
TI telah diyakini menjadi enabler 
faktor, faktor pemudah untuk 
mewujudkan sesuatu administrasi 
yang bebas dari pengaruh 
hubungan personal. 

4. 	 Dalam makna yang luas TI juga 
bisa dipahami bukan hanya bagian 
dari sistem informasi. TI tidak 
hanya sebagai teknologi atau 
memproses dan menyimpan 
informasi yang berbasis pada 
komputer, namun juga menggu­
nakan teknologi komunikasi 
lainnya dalam rangka menyam­
paikan pesan atau informasi. 
Dengan demikian, pengelolaan TI 
adalah pengelolaan penyampain 
informasi, baik yang mengguna­
kan komputer maupun alat 
komunikasi lainnya, seperti 
electronik mail, voice mail, group 
ware system dan lainnya. 

5. 	 Pengembangan e-government 
merniliki lingkup kegiatan yang 
luas dan rnernerlukan investasi 

------- ... 
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dan pernbiayaan yang besar. 
Sementara itu ketersediaan 
anggaran pernerintah sangat 
terbatas dan rnasih harus 
dipergunakan untuk rnengatasi 
berbagai permasalahan. 

Saran 

1. Topologinya disesuaikan dengan 
kondisi rna sing-rna sing instansi 
pernerintah. Pada dasarnya setiap 
instansi diharapkan rnemiliki 
jaringan internal/lokal instansi 
untuk mendukung penggunaan 
aplikasi di rnasing-rnasing instansi. 
Antar jaringan lokal harus dapat 
berkornunika. 

2. 	 Idealnya pendanaan dapat dila­
kukan melalui dana pemerintah, 
ataupun adalah hal-hal tertentu 
dapat bekerjasama dengan dunia 
usaha untuk rnembangun jaringan 
teknologi inforrnasi di instansi 
pemerintahan. Pengelolaan penda­
naan harus dilakukan secara 
transparan dan harus dapat 
dipertanggung jawabkan pada 
masyarakat. 

3. 	 Untuk tujuan jangka panjang, 
(suatu periode tertentu) yang 
harus dicapai terdapat 4 kegiatan 
utarna yang dikelompokkan ber­
dasarkan entity yang berhubungan 
dengan pernerintah, ke-ernpat en­
tity tersebut adalah masyarakat 
urnurn (Government to Citizens), 
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masyarakat bisnis I Government 
to Business, unit kerja pemerintah 
lain I Government to Government 
dan pegawainya Government to 
Employee. Disamping itu 
ditambahkan satu aspek lain yang 
memiliki karakterisitik berbeda 
tapi memegang peranan sangat 
penting, yaitu terintegrasinya 
seluruh sistem. satu sama lain 
membentuk satu kesatuan yang 
utuh. 

4. 	 Agar pelaksanaan kebijakan 
pengembangan e-government 
dapat dilaksanakan secara sistem.a­
tik dan terpadu, penyusunan 
kebijakan, peraturan dan perun­
dang-undangan, standardisasi, 
dan panduan yang diperlukan 
harus konsisten dan saling 
mendukung. 

5. Pengalokasian anggaran untuk 
pengembangan e-government 
harus dilakukan secara hati-hati 
dan bertanggung jawab agar 
anggaran yang terbatas itu dapat 
dimanfaatkan secara efisien dan 
dapat menghasilkan daya ungkit 
yang kuat bagi pembentukan 
tata-pamong yang baik. Dengan 
demikian diperlukan siklus 
perencanaan, pengalokasian, 
pemanfaatan, dan pengevaluasian 
anggaran pengembangan e-gov­
ernment yang baik, sehingga 
pelaksanaan strategi untuk 
pencapaian tujuan strategis e-gov­
ernment dapat berjalan dengan 
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baik sesuai dengan harapan dan 
sasaran. 
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